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Laporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022
Asisten Deputi Ekonomi Digital

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan 1l Tahun 2022 dapat
ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Digital Triwulan Il Tahun 2022

Target Realisasi

No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2022 | Triwulan I

Capaian (%)

I Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital
yang berkualitas

1.1 | Indikator 1.1 Nilai Transaksi e-commerce Rupiah 430 Triliun 108,5 25,2%*
Triliun*

Il Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya
Layanan Program dan Tata Kelola
yang Berkualitas

2.1 | Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Indeks 3dari 4 N/A N/A
Kegiatan Deputi serta Administrasi
Program dan Tata Kelola

1l Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya
Pelaksanaan Koordinasi,Sinkronisasi,
dan Pengendalian di Bidang Ekonomi
Digital yang Efektif

3.1 | Indikator 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, 3 dari 4 N/A N/A
Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Indeks .

D Baik
Ekonomi Digital

3.2 | Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian | Persentase 75 N/A N/A
Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital

IV | Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata
Kelola Asisten Deputi Ekonomi Digital
yang Baik

Indikator 4.1 Persentase ASN Asisten
4.1 | Deputi Ekonomi Digital yang memenuhi
Jam Pelajaran (JP) ASN Persentase 65 N/A N/A

4.2 | Indikator 4.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Nilai 84,5 N/A N/A
Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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. L Target Realisasi . 0

No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2022 | Triwulan Il Capaian (%)
4.3 | Indikator 4.3 Persentase Pemenuhan | Persentase 82 N/A N/A

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)
4.4 | Indikator 4.4 Persentase Kualitas | Persentase 94 67,63 67,63

Pelaksanaan Anggaran Asisten Depulti

Ekonomi Digital

Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022 sebagaimana tercantum
dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas
ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu: nilai transaksi e-commerce yang mampu mendukung tercapainya
pertumbuhan ekonomi nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Transaksi E-
commerce

Latar Belakang

Nilai transaksi e-commerce merupakan nilai dari transaksi penjualan atau
pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan internet atau platform
e-commerce dengan target tiap tahunnya mengacu pada RPJMN Tahun 2020-
2024. Transaksi e-commerce meliputi penjualan atau pembelian barang atau jasa,
baik antara bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik atau
swasta lainnya, yang dilakukan melalui jaringan internet. Dengan meningkatnya
nilai transaksi e-commerce dapat diketahui bahwa berhasilnya optimalisasi
pemanfaatan teknologi digital dan penguatan ekonomi digital.

Pengukuran IKU ini dilakukan terhadap program atau kegiatan yang mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada Rencana
Aksi Triwulan 11 2021 yang meliputi (i) Koordinasi terkait pengumpulan data e-
commerce; (ii) ldentifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan
digitalisasi sentra UKM/ IKM; dan (iii) Koordinasi kebijakan ekosistem ekonomi
digital di tingkat internasional. Selanjutnya kegiatan tersebut juga menjadi dasar
penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang secara tidak
langsung mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang kondusif
sehingga mampu mendorong peningkatan nilai transaksi e-commerce.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, nilai transaksi e-commerce mampu mendukung
tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang telah terealisasi sebesar 108,5
triliun atau mencapai 25,2% (data hingga Juni 2022) dari target Tahun 2022 dengan
ringkasan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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[EN L KIRETE Satuan | Target | Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-1.1
1.1. Nilai Transaksi E- Rupiah 430 1(.).8’5 25,2%*
Triliun Triliun*
commerce

*) data pada Triwulan |, Juni 2022

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (Bl) pada Triwulan Il 2022, nilai agregat e-
commerce diperoleh dari 4 (empat) pelaku pasar e-commerce, yaitu: Tokopedia,
Shopee, Bukalapak, dan Blibli.

Pada laporan Bl periode sebelumnya, kategori produk dengan nilai transaksi
terbesar dalam perdagangan elektronik di Indonesia, yaitu: 1) fashion; 2)
handphone dan aksesoris; 3) personal care dan kosmetik; 4) rumah tangga dan
kantor; serta 5) komputer dan aksesoris. Transaksi e-commerce masih di dominasi
oleh pembeli dan penjual di Pulau Jawa. Selain itu, sejalan dengan proses
koordinasi, telah dilakukan serangkaian kegiatan diskusi terkait mekanisme
pengumpulan data serta upaya peningkatan nilai transaksi e-commerce.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan nilai
transaksi e-commerce, antara lain: kerja sama dengan pelaku usaha/ asosiasi,
mengidentifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi
sentra UKM/ IKM serta koordinasi kebijakan ekosistem ekonomi digital di tingkat
internasional. Untuk mendorong percepatan pengumpulan data nilai transaksi e-
commerce pada triwulan berikutnya, dilakukan upaya koordinasi yang lebih intensif
dengan BI dan BPS.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il dan upaya yang akan dilakukan di
triwulan mendatang, target kinerja Triwulan Il tahun 2022 dapat tercapai dengan
baik. Berikut adalah rincian pelaksanaan rencana aksi dan capaian kegiatan
selama Triwulan Il Tahun 2022

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No Output Pagu Realisasi Realisasi %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output TW I Capaian
Output
1 Kebijakan di | 1.528.348.000 824.824.540 N/A 53,97
Bidang Ekonomi (53,97%)
dan Keuangan

Nilai Transaksi E-commerce

No Rencana Aksi Status Keterangan (Kendala & Rekomendasi
TW I Perbaikan)
Dalam rangka mendapatkan data nilai
transaksi e-commerce yang
Koordinasi komprehensif dilakukan upaya koordinasi
terkait dengan Bank Indonesia dan BPS.
1 pengumpulan Terlaksana | 4 Bank Indonesia (BI)
data e- Kami telah melakukan koordinasi dan
commerce monitroting dengan Divisi

Pengembagnan Data Digital & Big
Data, Departemen Statistik, BI.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Berdasarkan hasil koordinasi dengan
Bl, diperoleh informasi bahwa
kendala dalam pengumpulan data e-
commerce Triwulan Il, antra lain: data
tersebut dikelola oleh Bl dan
prosesnya masih dalam internalisasi
Bl dan memerlukan waktu agar
diperoleh data yang lebih lengkap dan
komprehensif, sehingga data tersebut
akan diperoleh pada bulan Agustus
2022.

Rekomendasi perbaikannya, kami
akan terus melakukan koordinasi
dengan Bl secara lebih intensif untuk
dapat mempercepat pengumpulan
data e-commerce dimaksud, dan
mendorong formulasi kerja sama
dalam pengumpulan data tersebut.

BPS

Menurut hasil koordinasi dengan

Direktorat Statistik Keuangan,

Teknologi Informasi, dan Pariwisata,

BPS, diperoleh informasi bahwa BPS

akan menyelenggarakan pendataan

survei e-commerce 2022 yang akan
digunakan sebagai referensi data
terkait e-commerce dan merupakan

kelanjutan dari Buku Statistik E-

Commerce 2022. Adapun kendala

terkait kebijakan dan regulasi

pengumpulan data e-commerce,
antara lain:

o Rancangan Peraturan Kepala
BPS sebagai payung hukum
pengumpulan data e-commerce
masih dalam proses finalisasi di
BPS;

o BPS sebagai penanggung jawab
pengumpulan data e-commerce
sedang berfokus dalam
pembangunan infrastruktur
perekaman dan berbagi pakai
data;

o Perjanjian atau kesepakatan
mengenai jenis/klasifikasi data
yang akan digunakan dalam
proses “berbagi pakai data” akan
dituangkan dalam bentuk NDA
antara BPS dan Platform e-
commerce dan saat ini masih
dalam proses internal BPS

o Survei e-commerce 2022 akan
mencakup informal e-commerce
(pelaku usaha yang melakukan
transaksi melalui media sosial)
dan agar lengkap dan
komprehensif sedang  dalam

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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pembahasan untuk menggali data
melalui  marketplace. = Namun
pembatasan anggaran menjadi
tantangan pelaksanaan survei dan
pelaksanaannya hanya mampu
untuk level nasional dengan
sample lebih sedikit

Rekomendasi perbaikannya, kami
akan terus melakukan koordinasi
dengan BPS untuk mempercepat
upaya penyelesaian regulasi dan
kebijakan tersebut. Harapannya
tujuan survei adalah menyusun
dukungan materi untuk PDB dengan
menyajikan volume dan transaksi e-
commerce. Payung hukum sangat
diperlukan agar tidak ada resistensi
dari industri e-commerce.

Kerjasama
Kemenko
Perekonomian
dengan Pelaku
Usaha/
Asosiasi

Terlaksana

Inisiasi adanya kerjasama antara
Kemenko Perekonomian dan Microsoft
dimulai setelah adanya pertemuan antara
Menko Perekonomian dengan EVP
Microsoft Global pada 25 Februari 2021.
Pada pertemuan tersebut menyepakati
untuk membuat suatu kerjasama antara
Kemenko Perekonomian dan Microsoft
dalam bentuk Memorandum of
Understanding (MoU) dan  Non-
Disclosure Agreement (NDA). Sebagai
langkah konkrit inisiasi tersebut, hasilnya
pada tanggal 15 Juni 2022 telah
dilaksanakan  penandatangan  MoU
antara Microsoft dengan Kemenko
Perekonomian. Tujuan MoU tersebut
adalah untuk mendorong penguatan
ekosistem dan transformasi ekonomi
digital, terutama terkait inovasi teknologi
dan kecerdasan buatan (artificial
intelligence), literasi digital, tata kelola
data yang baik, akselerasi industri 4.0 di
Indonesia, serta program inkubasi
ekonomi digital.

Implementasi MoU  tersebut akan
dilaksanakan melalui : (1) Pembentukan
kelompok kerja (Digital Leadership
Working Group) dalam rangka
menyelaraskan kebijakan percepatan
transformasi digital dan memberikan
rekomendasi solusi digital pada sektor
prioritas; (2) Pertukaran data dan
informasi; (3) Penyelenggaraan kegiatan

bersama dalam bentuk
Workshop/lokakarya; (4) Pengembangan
konsep Pusat Pengembangan

Kecerdasan Buatan Nasional (National Al
Center) yang diselaraskan dengan

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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inisiatif Pusat Industri Digital Indonesia
4.0 (PIDI 4.0); (5) Kegiatan penerapan
teknologi tepat guna yang dimiliki
Microsoft dan Mitra Kerja-nya; serta (6)
Rencana kegiatan pengembangan digital
skilling yang melibatkan K/L terkait.

Adapun tindak lanjut dari
penandatanganan MoU tersebut adalah
penyiapan implementasi sesuai dengan
yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak.

Identifikasi isu/
permasalahan
kebijakan
terkait e-
commerce dan
digitalisasi
sentra UKM/
IKM

Terlaksana

Dalam rangka mendorong distribusi
manfaat yang inklusif dari
pengembangan ekosistem digital secara
massive, dilakukan inisiatif percepatan
digitalisasi UKM/IKM, mengingat
UKM/IKM merupakan tulang punggung
perekonomian nasional yang perlu
ditingkatkan daya saingnya.

Adapun peluang dan sekaligus tantangan
adalah  banyaknya inisiatif terkait
digitalisasi UKM/IKM yang parsial. Untuk
itu, perlu dibangun adanya keberlanjutan
skema/program digitalisasi UKM/IKM
agar dapat meningkatkan skala usaha,
memperluas potensi pasar, serta
meningkatkan daya saing pelaku
UKM/IKM.  Adapun  skema/program
disusun bersama dengan pelaku industri
(platform digital), asosiasi dan K/L terkait.
Diharapkan skema/program tersebut
dapat menjadi standar dan acuan dalam
percepatan transformasi digital di sektor
ekonomi, khususnya UKM/IKM.

Salah satu inisiatif yang berjalan adalah
optimalisasi Pusat Layanan Usaha
Terpadu-KUMKM (PLUT) untuk
meningkatkan akselerasi pengembangan
potensi ekonomi digital dan produk
UKM/IKM di daerah. PLUT diproyeksikan
dapat menjadi hub dalam proses literasi
dan kapasitas digitalisasi UKM/IKM
sehingga dapat mendorong
percepatan/peningkatan usaha.

Beberapa tantangan optimaliasi PLUT,
yaitu: (i) banyak PLUT yang belum
terkelola optimal; (i) PLUT memiliki
kesiapan dan kapasitas SDM yang
beragam; dan (iii) PLUT perlu memiliki
standar kurikulum yang relevan dengan
kondisi dan kebutuhan digitalisasi para
pelaku UKM/IKM di wilayah binaannya,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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sehingga bs memberikan dapak yang
lebih  signifikan bagi perekonomian
daerah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini, akan dipilih
beberapa lokasi prioritas berdasarkan
keunggulan potensi UMKM, kesiapan
pengelola, serta aksesibilitas lokasi.
Nantinya pada lokasi terpilih akan
dilakukan piloting optimalisasi PLUT
untuk akselerasi pengembangan potensi
ekonomi digital dan produk UMKM di
daerah.

Sebagai tahap awal, Asisten Deputi
Ekonomi Digital telah melakukan sinergi
kegiatan bersama Asisten Deputi PEMK
Kemenko Perekonomian, dan Asisten
Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
KemenKopUKM, untuk meningkatkan
literasi digital bagi UMKM, melalui
pelaksanaan Pelatihan Digitalisasi
Pemasaran dan Manajemen Produk
Halal bagi Koperasi, UMKM dan
Wirausaha di PLUT KUMKM di Bali pada
tanggal 30 Juni 2022. Dalam kegiatan
tersebut Asisten Deputi Ekonomi Digital
mendorong keterlibatan Asosiasi Fintech
Indonesia (AFTECH) dalam memberikan
edukasi dan literasi manajemen
keuangan digital.

Guna mendorong integrasi yang lebih
kuat, Asdep Ekonomi Digital berupaya
membangun inisiasi kegiatan koordinasi
untuk mendorong akselerasi
pengembangan potensi ekonomi digital
dan produk UMKM di daerah melalui
optimalisasi peran PLUT-KUMKM.
Diharapkan integrasi pengelolaan PLUT-
KUMKM dengan berbagai dukungan
terkait, dapat mendorong percepatan
transformasi UMKM ke dalam ekosistem
digital secara lebih komprehensif.
Adapun pada tahap awal telah
diidentifikasi 2 lokus prioritas yaitu: PLUT
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan
PLUT Kabupaten Pekalongan, Jawa
Tengah.

Adapun pada tanggal 7-8 Juli 2022
perwakilan Asisten Deputi Ekonomi
Digital bersama Platform Shipper telah
melaksanakan  kegiatan  koordinasi
bersama pengelola PLUT-KUKM
Kabupaten Kuningan untuk
mengidentifikasi kesiapan dan potensi
daerah khususnya dalam pembinaan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah




digitalisasi UMKM berbasis PLUT.
Diharapkan melalui program yang di
desain sesuai kebutuhan UMKM lokal,
dapat mendorong akselerasi yang lebih
optimal dalam pembinaan digitalisasi
UMKM. Sebagai tindaklanjut,
direncanakan dapat dilaksanakan kerja
sama dan kolaborasi pembinaan UMKM
melalui program pelatihan, antara lain: (i)
penguatan manajamen logistik UMKM,
(i) manajemen/literasi keuangan digital,
serta (iii) perluasan akses pasar UMKM.
Adapun pelaksanaan kegiatan
direncanakan akan didahului dengan
penandatanganan MoU antara Pemda
Kabupaten Kuningan dengan pihak
terkait yang disaksikan oleh Kemenko
Perekonomian.

Koordinasi
kebijakan
ekosistem
ekonomi digital
dan
transformasi
digital,
termasuk e-
commerce di
tingkat
internasional

Terlaksana

Persiapan keketuaan ASEAN Indonesia
pada tahun 2023, telah sepakati
penyusunan PEDs Indonesia untuk 2023
yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
strategic thrust, yakni 1) Recovery-
rebuilding; 2) Digital Economy; dan 3)
Sustainabilitiy. Identifikasi PEDs
Indonesia telah dilakukan dengan
memetakan Isu penting dari badan
sektoral ASEAN dan isu prioritas
Indonesia dalam Presidensi G-20. PEDs
merupakan program-program utama
ASEAN yang akan diselesaikan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun selama masa
keketuaan yang juga bersifat sebagai
legacy suatu negara.

Berdasarkan hasil rakor tingkat eselon 1
terkait penetapan usulan PED Indonesia
yang telah dilaksanakan pada 30 Juni
2022, terdapat 3 opsi yang diusulkan
menjadi nama PED di bawah koordinasi
ACCEC yaitu: (i) Finalisation of the Study
and Launching of the Reference
Paper/Explanatory Discussion of the
ASEAN Dgital Economy Framework
Agreement (DEFA); (i) Launching of the
Scoping Paper/Guiding Principle
Negotiation of the ASEAN DEFA; dan (iii)
Leaders’ Statement on the Launch of the
ASEAN DEFA Negotiation.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah
ASEAN Member States (AMS) sepakat
untuk menyelenggarakan Special
ACCEC Meeting pada Semester Il Tahun
2022 guna membahas usulan PED
Indonesia. Indonesia juga secara internal
dengan K/L terkait akan mengadakan

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah




pendalaman dan koordinasi mengenai
persiapan pembentukan PED Indonesia,
mekanisme rapat, dan logistik
pertemuan-pertemuan ASEAN pada
tahun 2023, hal ini juga memastikan
bahwa K/L yang menjadi pengampu
dalam badan sektoral ASEAN
mendapatkan dukungan anggaran pada
keketuaan nanti.

2 Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Program dan Tata Kelola yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Program dan Tata Kelola yang Berkualitas yang
ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi
Program dan Tata Kelola.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Kegiatan Sasaran kinerja ini pada tahun 2022 yaitu Layanan Program dan Tata Kelola
Deputi serta yang Berkualitas. Indeks kepuasan layanan kegiatan deputi dan protakel yang
Administrasi Program  baik akan membantu terwujudnya sasaran kinerja tersebut. Indeks tersebut
dan Tata Kelola. mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Program dan Tata

Kelola dengan melakukan survey pelayanan ke unit organisasi lainnya di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan
survey terdiri atas 12 pertanyaan berupa jenis layanan perencanaan dan output
dari peningkatan yang dihasilkan, dengan 4 penilaian serta tambahan form untuk
penulisan saran. Jumlah responden adalah sebanyak 80 dan dipilih secara
acak/random, dan berasal dari unit kerja di selain Bidang Program dan Tata
Kelola. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuisioner yang telah diisi
oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak
Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Juni Tahun 2022, Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta
Administrasi Program dan Tata Kelola terealisasi sebesar N/A dari target Tahun
2022 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator kinerja Satuan Target Realisasi | %Kinerja
utama
2.1 Indeks Kepuasan Indeks Baik N/A N/A
Layanan Kegiatan (3 dari 4)

Deputi serta
Administrasi Program
dan Tata Kelola.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan
indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata
Kelola.adalah melalui Diskusi Penguatan Database arsip bahan rapat pimpinan,
Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Lingkup Deputi IV, dan Capacity Building Deputi
IV. Untuk mendorong realisasi meningkatkan indeks Kepuasan Layanan
Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola di Triwulan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
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berikutnya akan dilakukan sesuai

rencana aksi di Triwulan berikutnya.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il dan upaya yang akan dilakukan di
Triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat
tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi | %
Kegiatan Anggran Anggran Output Capaian
TW 2 Output
1 Layanan 4.872.869.000 | 3.504.396.887 N/A 71,92 %
Dukungan (71,92%)
Manajemen
Internal

Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program
dan Tata Kelola.

No

Rencana Aksi
TW I

Status

Keterangan (Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

Diskusi
Penguatan
Database Arsip
Bahan Rapat
Pimpinan

Terlaksana

Arsip menjadi komponen penting untuk
diperhatikan karena arsip merupakan
catatan rekaman kegiatan atau sumber
informasi yang dibuat dalam rangka
pelaksanaan kegiatan. Beberapa arsip di
unit kerja sudah memenuhi masa inaktif
dan direkomendasikan untuk dilakukan
penyusutan. Untuk itu, telah
diselenggarakannya beberapa diskusi
dalam kaitannya pembahasan arsip pada
unit kerja. Dalam berbagai diskusi terkait
arsip tersebut, tidak ada kendala berarti
yang ditemukan. Hanya ada sedikit
kendala di lapangan dalam hal
penyusutan arsip inaktif yang
membutuhkan waktu lebih lama, namun
hal tersebut sudah berhasil diselesaikan.

Pelaksanaan
Pelatihan
Pegawai
Lingkup Deputi
v

Terlaksana

Berbagai jadwal pelatihan bagi ASN telah
disampaikan oleh Lembaga Administrasi
Republik Indonesia (LAN RI) melalui Biro
Umum. Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN) Tingkat | dan Il, Pelatihan
Kepemimpinan  Administrator  (PKA),
Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan
Khusus Analis Kebijakan (KAK) masuk
dalam kalender pelatihan yang
ditawarkan bagi para pegawai Kemenko
Perekonomian, khususnya Kedeputian
IV. Beberapa Pegawai Lingkup Deputi IV
telah mengikuti berbagai pelatihan
tersebut khususnya Pelatihan Dasar
CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional. Dalam keikutsertaan pegawai
pada pelatihan tersebut, tidak ada
kendala terkait yang ditemukan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
Sertifikasi
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3 Capacity Terlaksana | Capacity Building Kedeputian IV pada
Building Deputi | dengan periode ini dikhususkan dalam proses
v Perubahan | peningkatan/pembentukan karakter
maupun sikap dari ASN melalui
pelaksanaan Apel Pagi. Dengan adanya
apel pagi, diharapkan dapat memelihara
dan meningkatkan rasa kebangsaan dan
cinta tanah air dari para pegawai, serta
pengabdian terhadap negara dan rakyat
Indonesia terutama bagi upaya pemulihan
ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan
apel pagi, tidak ada kendala terkait yang
ditemukan.

3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di
Bidang Ekonomi Digital yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di
bidang ekonomi digital yang efektif yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang ekonomi digital.

2. Persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang ekonomi digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kualitas
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian di
Bidang Ekonomi

Digital

Latar Belakang

Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti merupakan alat untuk mengukur tingkat
keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan bidang ekonomi digital. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi
kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas
dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Ekonomi digital
dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

a. Sangat Baik, rentang nilai 85 — 100 (4)

b. Baik, rentang nilai 75 — 84 (3)

c. Cukup, rentang nilai 65 — 74 (2)

d. Kurang, rentang nilai <65 (1)

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan Bidang Ekonomi digital diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub
indikator :

Sub indikator pertama, merupakan persentase kebijakan bidang ekonomi digital
yang ditindaklanjuti. Persentase kebijakan bidang ekonomi digital yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh unit
kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan
penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian
permasalahan antar Kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan,
pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L
terkait kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain :

(A

Balai
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1. Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko
Perekonomian (PP, Perpres, Permenko, dll)

2. Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai
dampak/tindaklanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor
Kemenko Ekon

3. Surat dari K/L terkait

4. Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional

5. Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau K/L
terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh menko perekonomian

antara lain :

1. Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas Surat Keluar);

2. Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Kemenko Perekonomian; dan/atau

3. Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan internasional yang
dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian

4. Risalah/notulensi/Berita  Acara  Kegiatan rapat koordinasi level
Menteri/Deputi/Asisten Deputi

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah
rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dibagi
dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang
dihasilkan dikali dengan 80.

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada sub indikator ketiga ini,
variabel indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asdep
Ekonomi digital dengan melakukan survey pelayanan ke
Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata
hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori
penilaian, yaitu:(1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat
Puas.

Untuk sub indikator kedua. Indeks kepuasan layanan koordinasi dapat dibuktikan
dengan penghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel. Apabila unit kerja
telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut, maka unit kerja tidak
perlu melakukan survey kepuasan layanan kordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian; dan langsung memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh
yaitu 20 point.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan 1l Tahun 2022, indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital mampu mendukung tercapainya
pertumbuhan ekonomi nasional yang telah terealisasi sebesar N/A atau mencapai
N/A dari target Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Satuan Target | Realisasi | % Kinerja
IKU-3.1
3.1. Indeks Kualitas Baik
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Indeks N/A N/A

Pengendalian di Bidang (3 dari 4)

Ekonomi Digital

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Sertifikast secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
Elektronik

tandatangan dengan stempel basah



Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan indeks
kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang ekonomi digital
adalah dengan mengkoordinasi penyusunan kebijakan ekonomi digital melalui
PMO Pengembangan Ekonomi Digital dan mengidentifikasi isu/ permasalahan
kebijakan terkait ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital Untuk
mendorong realisasi indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di
bidang ekonomi digital di Triwulan berikutnya akan dilakukan sesuai rencana aksi
di Triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il dan upaya
yang akan dilakukan di Triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022
diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output TW Il | Capaian
Output
1 Kebijakan  di | 1.528.348.000 | 824.824.540 N/A 53,97
bidang (53,97%)
Ekonomi dan
Keuangan

Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang
Ekonomi Digital

No Rencana Aksi Status Keterangan (Kendala &
TW I Rekomendasi Perbaikan)

Kami telah melakukan koordinasi

penyusunan kebijakan ekonomi digital

melalui PMO Pengembangan Ekonomi

Digital pada Triwulan 1l melalui

beberapa kegiatan berikut:

o diskusi intensif dengan konsultan
skala internasional seperti AT.
Kearney, McKinsey, BCG, World
Bank;

e diskusi intensif dengan K/L salah

Efo?dﬁiz‘?t satunya KSP dan Wantiknas
Eggﬁ-':f;ﬂa” Secara umum  kegiatan  diskusi
1 ekonomi digital Terlaksana difokuskan pada pembahasan model/
melalui PMO p_raktlk_ terbaik, target yang ?‘ka_n
Pengembangan dicapai, pelaksanaan model bisnis

PMO Pengembangan Ekonomi Digital,
strategi harmonisasi dengan berbagai
inisiatif K/L terkait, serta empower PMO
dalam menjalankan dan mendorong
implementasinya.

Ekonomi Digital

Dalam pelaksanaan koordinasi

tersebut, beberapa kendala yang

dihadapi, antra lain:

e Menentukan key person
(narasumber utama) yang dapat

Balai
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memberikan  pemahaman yang
komprehensif/utuh sehingga
kegiatan diskusi/pengayaan dapat
memberikan banyak pandangan dan
masukan; dan

e Menentukan target realistis yang
dapat dicapai pada tahun 2030
dengan estimasi perhitungan yang
dapat dipertanggung jawabkan,
serta penentuan sektor yang akan
didorong; dan;

e Menentukan skema terbaik yang
dapat dijalankan oleh PMO untuk
dapat menyelaraskan setiap inisiatif
K/L dan dari sisi funding serta
mengkoordinasikan K/L dan
stakeholders terkait;

Dengan adanya beberapa kendala

tersebut, kedepannya proses

koordinasi  penyusunan  kebijakan
ekonomi digital melalui PMO

Pengembangan Ekonomi Digital akan

diarahkan pada:

o Komunikasi intensif dengan key
person sehingga pengayaan/ diskusi
pengembangan ekonomi digital
dapat lebih komprehensif dengan
berbagai pandangan/ perspektif.

o Koordinasi intensif dengan konsultan
maupun mitra penyusunan dokumen
Strategi Nasional Pengembangan
Ekonomi Digital untuk menetapkan
target yang akan dicapai, serta
strategi berdasarkan praktek terbaik;
dan

o Evaluasi secara bertahap untuk
setiap kegiatan diskusi yang berjalan
sehingga menjadi catatan perbaikan
untuk kegiatan diskusi selanjutnya
dan penyiapan skema terbaik yang
dapat dijalankan oleh PMO;

Identifikasi isu/

Beberapa kegiatan dalam identifikasi
isu/ permasalahan kebijakan terkait
ekosistem  ekonomi  digital dan

permasalahan transformasi digital, antara lain:
kebijakan terkait e Mengawal dan melakukan
ekosistem koordinasi penyusunan RUU
o | ekonomi digital Terlaksana Perlindungan Data Pribadi
(pengembangan (PDP)
ekosistem) dan o Sidang pembahasan RUU
transformasi PDP  antara  Pemerintah
digital (sektor dengan DPR Tahun 20221
publik) diselenggarakan sebanyak 6
(enam) kali yaitu: (i) 24-25 Mei
2022 (DPR RI); (i) 7-8 Juni
Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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2022 (DPR RI); (iii)) 13-15 Juni

2022 (Hotel Ritz Carlton); (iv)

16 Juni 2022 (DPR RI); 20—22

Juni 2022 (Hotel

Intercontinental Pondok Indah);

5 dan 6 Juli (DPR).

0 Rapat bertujuan untuk
menyelesakan Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM)
dan membahas  Klaster
perubahan usulan substansi.

o Isu besar yang telah disepakati
dalam pembahasan tersebut
antara lain: (i) Hak Subjek
Data Pribadi, termasuk
pelaksanaan dan
pengecualian hak Subjek
Data Pribadi; (ii) Pemrosesan
data  Pribadi, termasuk
kewajiban Pengendali dan
Prosesor Data Pribadi; (iii)
Ketentuan Pemprofilan
secara otomatis; (iv) Transfer
Data Pribadi ke luar wilayah
hukum NKRI; (V)
Kelembagaan; (vi) Larangan
dalam penggunaan Data
Pribadi; dan (vii) Sanksi.

0 Selain itu, dalam rapat
tersebut juga menyetujui

penghapusan ketentuan
peran asosiasi dalam
pembentukan pedoman

perilaku pengendali data
pribadi (bab iX).
¢ Koordinasi isu/permasalahan terkait

implementasi UU No. 10 Tahun 2020

tentang Bea Materai, terutama

rencana pengenaan TnC sebagai

Objek Bea Materai, dan upaya

perlindungan data pribadi dalam

pemeriksaan pajak marketplace.

o Semangat pemberlakuan Bea
Materai Elektronik adalah bentuk
equal level playing field antara
dokumen fisik dan dokumen
digital;

o Kendala-kendala yang dihadapi
dalam  proses  koordinasi,
antara lain: (i) belum terdapat
kesepahaman bersama
mengenai  semangat  dari
dengan implementasi Bea
Materai pada platform
elektronik; (i) masih terdapat
beberapa concern  pelaku
usaha yang belum
terakomodasi; (iii) Perlu

Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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didukung adanya kajian
komprehensif mempertimbang
kan aspek teknis dan substantif
serta dampak bagi pelaku
usaha, khususnya UMKM dan
(iv) proses diskusi yang belum
dapat mengakomodir seluruh
kepentingan.

RPP PNBP disusun dalam rangka
memperbaharui muatan PP Nomor
80 Tahun 2015 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku
pada Kementerian Kominfo, di mana
terdapat penyesuaian Jenis PNBP

Bidang Kemenkominfo yaitu denda

administratif bagi pelaku usaha

bidang komunikasi dan informatika

(Pasal 1, Ayat (1) huruf I). Dalam

proses diskusi publik, terdapat 2 isu

yang menjadi fokus diskusi, yaitu (i)

Pasal 20 Ayat (1) huruf h, terkait

Pemenuhan Kewajiban

Penyelenggara Sistem Elektronik

melaksanakan Prinsip Perlindungan

Data Pribadi; dan (ii) Pasal 21 terkait

Ketentuan lebih lanjut mengenai

besaran, persyaratan, dan tata cara

pengenaan tarif.

o Semangat RPP PNBP ini adalah
untuk mendorong tingkat
kepatuhan Penyelenggara
Sistem Elektronik (PSE) terhadap
peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan
informasi/dokumen elektronik
yang melanggar ketentuan,
meresahkan masyarakat dan
mengganggu ketertiban umum;

o Halini mengacu pada amanat UU
Nomor 11/2008 tentang ITE, PP
Nomor 71/2019 tentang PSTE,
dan  Permenkominfo  Nomor
5/2020 tentang PSE Lingkup
Privat;

Kendala yang dihadapi dalam proses
koordinasi  vyaitu: (i Dalam
pembahasan RUU Pelindungan
Data Pribadi banyak perbedaan
pandangan antara Pemerintah dan
DPR. Hal ini yang dinilai sebagai
salah satu faktor yang menghambat
terselesaikannya RUU PDP; (ii)
Asdep Fiskal merupakan pengampu
utama RPP PNBP, sehingga
diperlukan koordinasi lebih lanjut
dengan unit Asdep Fiskal; serta (iii)
Keterlibatan kami dalam proses

Balai
Sertifikasi
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koordinasi RPP PNBP hanya pada
komunikasi dari idEA dengan tidak
ada dokumen tertulis.

Rekomendasi kedepannya,
pembahasan secara substansi
terkait (i) RUU PDP dikoordinasikan
secara matang antar K/L sehingga
posisi negosiasi ke DPR menjadi
satu pandangan. Selain itu perlu juga
disepakati strategi yang tepat dalam
menyampaikan pasal yang penting
secara substansi sehingga DPR
dapat menerima pengusulan pasal
tersebut.; dan (ii) RPP PNBP masih
sangat dinamis, sehingga diperlukan
koordinasi intensif dengan Asdep

Fiskal - Kemenko Ekon,
Kemenkominfo, Kemenkeu, dan
idEA.
3.2 Persentase Latar Belakang

Penyelesaian

Analisis Kebijakan Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan

Bidang Ekonomi komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang fasikal

Digital diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU,

RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan)
dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah). IKU
Persentase Penyelesaian Analisa Kebijakan Bidang Ekonomi digital merupakan
indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas analisa kebijakan yang
ditargetkan. Pada tahun 2022, Keasdepan Bidang Ekonomi digital menargetkan
menyusun analisa kebijakan.

Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu
meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan
Asisten Deputi Bidang Ekonomi digital namun juga diharapkan mampu
berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN yang merupakan “ulfimate
indicator” pada sasaran strategis di level Kementerian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang
ekonomi digital mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional
yang telah terealisasi sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2022
dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

. 0% Kinar:
Ve Satuan Target | Realisasi % Kinerja

IKU-3.2

3.2. Persentase

Penyelesaian Persentase 75 N/A N/A

Analisis Kebijakan di
Bidang Ekonomi
Digital

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan nilai
persentase penyelesaian analisis kebijakan di bidang ekonomi digital adalah
dengan pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan policy brief dan policy
paper tentang ekonomi digital serta pencarian informasi sebagai bahan
penyusunan makalah tentang ekonomi digital. Untuk mendorong realisasi
persentase penyelesaian analisis kebijakan di bidang ekonomi digital di Triwulan
berikutnya akan dilakukan rencana aksi pada triwulan berikutnya. Berdasarkan
hasil capaian kinerja Triwulan 1l dan upaya yang akan dilakukan di triwulan
mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output TW Il | Capaian
Output
1 Kebijakan  di | 1.528.348.000 | 824.824.540 N/A 53,97
Bidang (53,97%)
Ekonomi dan
Keuangan

Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang
Ekonomi Digital

No . Keterangan (Kendala &
Rencana Aksi TW II Status Rekomendasi Perbaikan)

Dalam rangka pengumpulan
data dan informasi terkait
dengan penyusunan policy
brief tentang ekonomi digital
telah  dilakukan  berbagai
rangkaian FGD tematik
diantaranya terkait dengan
Agritech, Edutech, Crypto
Asset, Data Center, Digital
Identity, dan Telemedicine.

Namun pada  prosesnya
terdapat beberapa kendala,

Pengumpulan data dan diantaranya:

1 informasi terka|t_ . Terlaksana | @ Belum tersedianya data
penyusunan Policy Brief resmi yang terintegrasi
tentang Ekonomi Digital terkait ekonomi digital

pada kanal resmi

pemerintah sehingga data
dapat berbeda dari setiap
sumbernya;

b. Belum adanya definisi
ekonomi  digital yang
sama, sehingga data
perhitungan nilai ekonomi
digital belum dapat
dilakukan secara
komprehensif;

c. Informasi terkait ekonomi
digital bersifat dinamis.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah




Oleh karena itu rencana
perbaikan ke depan, antara
lain:

a. Penyusunan kerangka
dokumen policy brief yang
disepakati minimal oleh

eselon 2;

b. Pengayaan diskusi
dengan akademisi
mengenai kerangka

tulisan sehingga dokumen
yang akan dihasilkan
memenuhi kaidah ilmiah;
c. Penentuan timeline dan
kerangka kerja sehingga
penyusunan dokumen
policy brief dapat
terlaksana sesuai jadwal.

Pengumpulan data dan
informasi terkait
penyusunan Policy Paper
tentang Ekonomi Digital

Terlaksana

FGD tematik terkait dengan
Agritech, Edutech, Crypto
Asset, Data Center, Digital
Identity, dan Telemedicine.
juga disusun dalam bentuk
policy paper dengan
mengedepankan tema/topik
tertentu. Hal tersebut bertujuan
agar setiap tulisan hasil FGD
mempunya fokus/benang
merah yang sama.

Namun pada  prosesnya
terdapat beberapa kendala
diantaranya:

d. Belum tersedianya data
resmi yang terintegrasi
terkait ekonomi digital
pada kanal resmi
pemerintah sehingga data
dapat berbeda dari setiap
sumbernya,;

e. Belum adanya kerangka
utuh mengenai dokumen
policy paper yang akan
disusun;

f. Informasi terkait ekonomi
digital bersifat dinamis.

Oleh karena itu rencana
perbaikan ke depan, antara
lain:

a. Penyusunan kerangka
dokumen policy paper
yang disepakati minimal
oleh eselon 2;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah




b. Pengayaan diskusi dengan
akademisi mengenai
kerangka tulisan sehingga

dokumen vyang akan
dihasilkan memenuhi
kaidah ilmiah;

c. Penentuan timeline dan
kerangka kerja sehingga
penyusunan dokumen
policy paper dapat
terlaksana sesuai jadwal.

Pencarian informasi
sebagai bahan
penyusunan makalah
tentang Ekonomi Digital

Terlaksana

Dalam rangka  pencarian
informasi  sebagai  bahan
penyusunan makalah tentang
ekonomi digital telah dilakukan

berbagai rangkaian FGD
tematik diantaranya terkait
dengan Agritech, Edutech,
Crypto Asset, Data Center,
Digital Identity, dan

Telemedicine. Selain itu juga
dilakukan pencarian informasi/
berita terkini seputar ekonomi
digital setiap minggunya untuk
update informasi/ berita isu
terbaru terkait ekonomi digital.

Namun pada  prosesnya
terdapat beberapa kendala
diantaranya:

a. Belum tersedianya data

resmi yang terintegrasi
terkait ekonomi digital
pada kanal resmi

pemerintah sehingga data
dapat berbeda dari setiap

sumbernya,;

b. Belum adanya definisi
ekonomi  digital yang
sama, sehingga data
perhitungan nilai ekonomi
digital belum dapat
dilakukan secara

komprehensif;
c. Informasi terkait ekonomi
digital bersifat dinamis.

Oleh karena itu rencana
perbaikan ke depan, melalui
pengumpulan data terkait
ekonomi digital yang lebih
komprehensif dengna
berbagai perspektif dan
sumber referensi serta
mengikuti informasi
perkembangan ekonomi digital

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah




yang dinamis.

4 Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Ekonomi Digital yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Ekonomi Digital yang Baik
ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Persentase ASN Asisten Deputi Ekonomi Digital yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN
2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

3. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
4 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase ASN Latar Belakang
Asisten Deputi
Ekonomi Digital yang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pengembangan

memenuhi Jam kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun
Pelajaran (JP) ASN pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti
seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop /lokakarya,dan

benchmarking. Persentase ASN Asisten Deputi Ekonomi Digital yang memenuhi
jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam seminar /konferensi /sarasehan
/sosialisasi, workshop/lokakarya,dan benchmarking merupakan alat untuk
mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi
jam pelajaran sebanyak 20 jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam
FGD/seminar/workshop mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Hasil Pengukuran Kinerja
Hingga Juni Tahun 2022, Persentase ASN Asisten Deputi Ekonomi Digital yang

memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN telah terealisasi sebesar N/A dari target
Tahun 2022 sebesar 65 persen dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Satuan Target Realisasi %Kinerja
Kinerja Utama
Persentase ASN | Persentase | 65 % N/A N/A

Asisten Deputi
Ekonomi Digital
yang memenubhi
Jam Pelajaran
(JP) ASN

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan
Persentase ASN Asisten Deputi Ekonomi Digital yang memenuhi Jam Pelajaran
(JP) ASN adalah dengan Keikutsertaan ASN pada FGD Ekonomi Digital,
Keikutsertaan ASN pada Sosialisasi tentang Ekonomi Digital, dan Keikutsertaan
ASN pada Workshop tentang Ekonomi Digital.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
| 4 Q Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
” Elektronik

tandatangan dengan stempel basah



Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output TW | Capaian
Il Kinerja
1 Layanan 4.872.869.000 | 3.504.396.887 | N/A 71,92 %
Dukungan (71,92%)
Manajemen
Internal

Persentase ASN Asisten Deputi Ekonomi Digital yang memenuhi Jam
Pelajaran (JP) ASN

No | Rencana Aksi TW | Status Keterangan (Kendala &
Il Rekomendasi Perbaikan)

1 Keikutsertaan ASN | Terlaksana Beberapa FGD  mengenai
pada FGD Ekonomi ekonomi digital telah
Digital dilaksanakan dan diikuti oleh

para pegawai/ASN di lingkungan
kedeputian IV. Tidak ada
kendala yang dihadapi

2 Keikutsertaan ASN | Terlaksana Beberapa Sosialisasi mengenai
pada Sosialisasi ekonomi digital telah
tentang  Ekonomi dilaksanakan dan diikuti oleh
Digital para pegawai/ASN di lingkungan

kedeputian IV. Tidak ada
kendala yang dihadapi

3 Keikutsertaan ASN | Terlaksana Beberapa Workshop mengenai
pada Workshop ekonomi digital telah
tentang  Ekonomi dilaksanakan dan diikuti oleh
Digital para pegawai/ASN di lingkungan

kedeputian IV. Tidak ada
kendala yang dihadapi

4.2 Nilai SAKIP Deputi
Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan
UMKM

Latar Belakang

Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot,
yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan
kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.
Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A
(Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-
70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat
Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Juni Tahun 2022, Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah terealisasi sebesar N/A dari target
Tahun 2022 sebesar 84,5 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja | Satuan | Target Realisasi % Kinerja
Utama

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

( ;’Q;\w Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
WS | Elektronik
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Nilai SAKIP Deputi | Nilai 84,5 N/A N/A
Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan
UMKM

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan Nilai
SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
adalah dengan ....

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi | %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output Capaian
TW I Kinerja
1 Layanan 4.872.869.000 | 3.504.396.887 | N/A 71,92 %
Dukungan (71,92%)
Manajemen
Internal

Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
dan UMKM

No Rencana Aksi TW Il | Status Keterangan (Kendala &
Rekomendasi Perbaikan)

1 Rapat Evaluasi | Terlaksana | Beberapa  unit kerja  di

Renstra Deputi Kedeputian IV melakukan rapat

Tahun 2020-2024 dalam mengevaluasi target dan

capaian sejauh ini sesuai
Renstra Deputi Tahun 2020-
2024. Evaluasi  digunakan
sebagai dasar dalam
menentukan  target  kinerja
apakah akan mengalami
perubahan atau tidak pada
periode selanjutnya. Tidak ada
kendala yang dihadapi

4.3 Persentase
Pemenuhan Nilai
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

Latar Belakang

Persentase pemenuhan PMPRB Deputi IV. Nilai PMPRB adalah nilai yang
diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id
atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good
governance. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area
perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform
berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Juni Tahun 2022, Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah terealisasi sebesar N/A
dari target Tahun 2022 sebesar 82 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian
Kinerja Kinerja
Utama

R Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

| 4 ) | Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
” Elektronik
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Persentase Nilai 82 N/A N/A
Pemenuhan
Nilai
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi

(PMPRB)

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan
Persentase pemenuhan PMPRB adalah dengan Rapat Penyusunan Rencana
Aksi RB Deputi IV Tahun 2022, Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB Deputi IV
Triwulan I, Rapat Internal Tim RB dan Agen Perubahan, dan Benchmark Inovasi
RB

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il
Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output TW | Capaian
Il Output
1 Layanan 4.872.869.000 | 3.504.396.887 | N/A 71,92 %
Dukungan (71,92%)
Manajemen
Internal

Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

No | Rencana  Aksi | Status Keterangan (Kendala &
TW 2 Rekomendasi Perbaikan)

1 Rapat  Evaluasi | Terlaksana Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB
Pelaksanaan RB Deputi IV Triwulan Il telah
Deputi IV Triwulan dilaksanakan pada Triwulan I
Il Tidak ada kendala yang dihadapi

2 Rapat Internal Tim | Terlaksana Rapat Internal Tim RB dan Agen
RB dan Agen Perubahan telah dilaksanakan
Perubahan pada Triwulan |[l. Tidak ada

kendala yang dihadapi

3 Benchmark Terlaksana Benchmark Inovasi RB telah
Inovasi RB dilaksanakan pada Triwulan II.

Tidak ada kendala yang dihadapi

4.4 Persentase

Kualitas Pelaksanaan

Anggaran Asisten

Deputi Ekonomi Digital

Latar Belakang

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan
untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi
kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan
penggunaan belanja secara proporsional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Juni Tahun 2022, Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang telah
terealisasi sebesar 47,02 % dari target Tahun 2022 sebesar 94 dengan ringkasan
sebagai berikut:

Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian
Kinerja Kinerja
Utama

Balai

Sertifikasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

Elektronik
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Persentase Persentase 94 %
Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran
Asisten
Deputi
Ekonomi
Digital

47,02 % 47,02%

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah dengan Rapat Pelaksanaan
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 Lingkup Asdep Ekonomi Digital.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I
Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No | Output Pagu Realisasi Realisasi | %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output Capaian
TWII Output
1 Layanan 5.136.929.000 | 2.936.705.482 | N/A 57 %
Dukungan (57 %)
Manajemen
Internal

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Ekonomi
Digital

No

Rencana Aksi TW Il | Status

Keterangan (Kendala &
Rekomendasi Perbaikan)

1

Rapat Evaluasi | Terlaksana Pelaksanaan rapat ini

Kinerja dan
Anggaran Triwulan
Il Lingkup Asdep
Ekonomi Digital

bertujuan memonitoring
update realisasi anggaran
sampai Triwulan 1l sekaligus
melaksanakan pembahasan
terkait self blocking anggaran
pada unit kerja Tidak ada
kendala yang dihadapi

Rapat Rencana | Terlaksana Pelaksanaan rapat ini

Kerja dan Anggaran
Triwulan 11l Lingkup
Asdep Ekonomi
Digital

bertujuan melakukan
pembahasan agenda kerja
untuk periode selanjutnya
isehingga dapat  disusun
perencanaan untuk kegiatan
selanjutnya berdasarkan
kondisi realisasi anggaran
yang ada. Tidak ada kendala
yang dihadapi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai

Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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Laporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022
Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.
Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Triwulan Il Tahun 2022

Target
No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun
2022

Realisasi Capaian
Triwulan Il (%)

I Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan yang Berkualitas

1.1 | Indikator 1.1 Pertumbuhan wirausaha Persentase 3% N/A N/A

Il Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya
Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pengendalian di Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan yang Efektif

2.1 | Indikator 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Indeks Baik N/A N/A
Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan

2.2 | Indikator 2.2 Persentase Penyelesaian | Persentase 75% N/A N/A
Analisis Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan

1l Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata
Kelola Asisten Deputi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan yang Baik

3.1 | Indikator 3.1 Persentase ASN Asisten
Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan yang | Persentase 65% N/A N/A
Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP)
ASN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
| 4 Q Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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3.2 | Indikator 3.2 Persentase Kualitas | Persentase 94% 330.907.845 16,5%
Pelaksanaan Anggaran Asisten Depulti
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan

Kinerja Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan sampai dengan
Triwulan Il Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai
berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan yang Berkualitas

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan melaksanakan tugas sinkronisasi
dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan
kewirausahaan. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi RPIJIMN 2020-2024, dalam melaksanakan
tugas tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan diarahkan untuk
mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui transformasi kegiatan ekonomi melalui
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan agar mampu melakukan shifting
ekonomi/kegiatan usaha yang hanya berbasis SDA (raw material)l menjadi kegiatan usaha
pengolahan/manufaktur barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai tambah tinggi. Upaya penguatan
kewirausahaan, UMKM, dan koperasi tersebut dilaksanakan sesuai potensi ekonomi daerah serta dapat
mendukung pengembangan Kawasan Prioritas Pemerintah, antara lain: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Kawasan Pariwisata Prioritas
(KPP), dan kawasan lain yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur prioritas.

Pengembangan kebijakan kewirausahaan diarahkan kepada pengembangan dan penguatan ekosistem
yang kondusif agar jumlah dan kemampuan wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dapat meningkat.
Pertumbuhan jumlah dan kualitas wirausaha tersebut diharapkan mampu mendorong komposisi postur
UMK yang dapat berkontribusi semakin tinggi pada PDB (Product Domestic Bruto). Potensi pertumbuhan
wirausaha yang besar dalam perekonomian juga harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang
memadai untuk dapat bersaing secara global, utamanya menyambut era baru revolusi industri 4.0. Strategi
penciptaan peluang usaha dan startup dapat dilaksanakan melalui sinergi pelaksanaan kebijakan terkait
memasyarakatkan kewirausahaan, memfasilitasi ide usaha melalui kompetisi, pelatihan, pendampingan,
dan pemagangan, serta menguatkan peran inkubator wirausaha dan akselerator usaha

Pengembangan dan penguatan ekosistem kewirausahaan juga perlu diarahkan untuk mendukung upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada
umumnya belum didesain terintegrasi dengan pengembangan kewiraushaaan dalam rangka optimalisasi
potensi ekonomi lokal dan daerah. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilaksanakan
baik oleh pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, maupun perguruan tinggi. Namun demikian
tidak sedikit program yang keberjalanannya kurang membawa dampak signifikan dan tidak berkelanjutan.
Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya intervensi yang tidak didesain berbasis pasar (demand-
driven), kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang disasar, lemahnya pendampingan untuk
menjamin kualitas dan kontinuitas produk, pendekatan program yang parsial, dan belum optimalnya peran
pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan enabling environment. Salah satu model dan pendekatan
kewirausahaan yang dapat didorong untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat masyarakat adalah
melalui pengembangan kewirausahaan sosial. Model kewirausahaan sosial serta implementasi ekosistem
kewirausahaan yang terintegrasi di daerah perlu dioptimalkan sebagai instrumen untuk mendorong
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

Pertumbuhan wirausaha

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.Pertumbuhan

wirausaha

Latar Belakang

Pertumbuhan Wirausaha merupakan tren peningkatan masyarakat yang
berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya Pertumbuhan
Wirausaha diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas UMKM sehingga
berdampak pada kontribusi UMKM terhadap Product Domestic Bruto (PDB).
Kewirausahaan dan UMKM adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. UMKM
merupakan suatu kegiatan usaha bisnis dari perwujudan kewirausahaan.

Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi salah satu aspek pertumbuhan ekonomi.
Wirausaha baru merupakan wirausaha yang memiliki rencana usaha dan sudah
memulai kegiatan berwirausaha dalam jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh
dua) bulan sejak pendirian usaha, yang telah dicatatkan (teregistrasi) pada
lembaga perizinan yang ditetapkan atau dalam sistem informasi kewirausahaan.
Prosedur penciptaan wirausaha baru bertujuan untuk meningkatkan warausaha
baru yang bertahan dengan memanfaatkan peran dari inkubasi bisnis,
pendampingan usaha, dan pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Mitra, Penyedia Layanan Teknis Pendampingan Usaha, dan
Inkubator Bisnis.

Asisten Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan melaksanakan
serangkaian koordinasi dan menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung
kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan. Rekomendasi
kebijakan disampaikan dalam bentuk nota dinas, surat, laporan, serta analisis
kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Menko Perekonomian dan
Kementerian/Lembaga terkait.

Pada tahun 2022, rekomendasi kebijakan untuk mendukung terwujudnya kebijakan
di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan yang
berkualitas yaitu:

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penguatan Ekosistem Kewirausahaan
dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha

Target pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2022 adalah 3%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, IKU Pertumbuhan Wirausaha yang telah terealisasi
sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2022 sebesar 3% dengan
ringkasan sebagai berikut:

el KIRELTE Satuan | Target | Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-1.1 o
Pertumbuhan 0 3% N/A N/A
i (Persen)
Wirausaha

Balai
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Berdasarkan hasil capaian Triwulan Il tahun 2022, target Pertumbuhan Wirausaha
Tahun 2022 belum bisa diukur, dikarenakan belum adanya data terbaru, Data yang
digunakan bersumber dari data Sakernas BPS dan Kemenkop UKM. Berkaitan
dengan capaian tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian pertumbuhan
wirausaha melalui rekomendasi terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan
dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha. Rekomendasi disampaikan dalam
FGD/rapat koordinasi/monitoring evaluasi identifikasi isu/permasalahan kebijakan
terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan pengumpulan data terkait
Capaian K/L terkait Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja
Triwulan | yang telah ditetapkan.

Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan wirausaha, di triwulan berikutnya akan
dilakukan koordinasi pembahasan tindak lanjut dan percepatan dalam FGD/Rapat
Koordinasi/monitoring evaluasi dan Analisis Kebijakan Terkait Penguatan
Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha. Melalui
upaya kinerja triwulan 1l dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang,
maka diharapkan target kinerja tahun 2022 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Realisasi output untuk pencapaian IKU Pertumbuhan Wirausaha sampai dengan
Triwulan Il Tahun 2022 mencapai 50% dari target output IKU tahun 2022. Adapun
ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam tabel-tabel sebagai
berikut:

Koordinasi  Kebijakan = Pemberdayaan @ Ekonomi  Masyarakat dan
Kewirausahaan

No Output Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Realisasi %
Anggaran Output Tw Il Capaian
Output
1 Rekomendasi 1.100.000.000 562.015.614 0 50%
Kebijakan (47,2%) Rekomendasi
Pemberdayaan Kebijakan
Ekonomi

Masyarakat dan
Kewirausahaan

2 Rekomendasi 900.000.000 391,162,891 0 50%
Kebijakan (48,3%) Rekomendasi
Pengembangan Kebijakan

Kewirausahaan

Pertumbuhan Wirausaha

2

Keterangan ( dapat berisikan
0 Rencana Aksi TW Il Status Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

e Telah dilaksanakan Rapat
Koordinasi Evaluasi
SISMONEYV B-04 Tahun 2022
terkait renaksi Kementerian

FGD_/rapat koordingsi/ Terlaksana Ket_enagakerjaan tanggal 13

monitoring evaluasi Juni 2022.

Terkait renaksi Program

Perluasan Kesempatan

Kerja: Tenaga Kerja Mandiri

Pemula target output B04

L Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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yang telah ditetapkan yaitu
juknis, namun berdasarkan
pelaporan dan data dukung
yang diupload masih berupa
draft juknis dan belum
ditandatangani, serta belum

melampirkan laporan
sosialisasi, dan laporan
pengembangan sistem

(rekap  juknis)  sehingga
capaian output disepakati
masih mencapai 80%.
Program Perluasan
Kesempatan Kerja: Tenaga
Kerja Mandiri (TKM)
Lanjutan target output B04
yang telah ditetapkan yaitu
juknis, namun berdasarkan
pelaporan dan data dukung
masih berupa konsep juknis
TKM pemula  sehingga
capaian output masih 0%.
Telah dilaksanakan Rapat

Koordinasi Evaluasi
SISMONEYV B-04 Tahun 2022
terkait renaksi Badan

Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia tanggal 13 Juni

2022.

e Terkait renaksi
Pengembangan  Program
Pemberdayaan Pekerja

Migran Indonesia Purna
dan Keluarganya dengan
kriteria output tahun 2022

yaitu jumlah
PMI/Keluarganya yang
mendapatkan fasilitasi

pemberdayaan ekonomi dan
sosial (orang). Untuk capaian
B04 sebesar 80 orang atau
200% dari target 40 orang.
Namun belum BP2MI belum

data dukung belum
dilengkapi dengan
dokumentasi kegiatan
pelatihan.

Telah dilaksanakan Rapat
Koordinasi Pengembangan
Kewirausahaan Nasional pada
tanggal 29 Juni 2022.

Dalam rangka implementasi
Perpres 2/2022 tentang

Analisis kebijakan terkait Pengembangan

penguatan ekosistem Kewirausahaan Nasional tahun
2 | kewirausahaan dalam Terlaksana | 2021-2024 di daerah masih

mendukung iklim bisnis rendah, sehingga diusulkan

wirausaha untuk percepatan implementasi

kebijkan tersebut perlu dikawal
oleh Kemendagri. Dalam hal ini
perlu menyusun RKPD tahun
2023 Kemendagri memasukan
wirausaha sendiri dan tidak
digabung dengan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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UMKM, jadi perlu item khusus
terkait wirausaha dan Pemda
bisa langsung mengalokasikan
anggarannya guna mencapai
target RPIJMN.

Selain itu, Kemenkop UKM
selaku Ketua pelaksana Komite
Pengembangan
Kewirausahaan
masih kesulitan dalam
permintaan update capaian
dan data dukung berupa
matriks profile wirausahanya
sebagai lampiran capaian K/L
teknis  sebagai  pelaporan
capaian pengembangan
kewirausahaan ke presiden.
Diusulkan agar dapat dilakukan
rakor secara insentif dalam
rangka mengawal

Nasional

implementasi dan pelaporan
capaian kewirausahan
nasional.

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:
1. Indeks Kualitas Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan
2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan

Kewirausahaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.Indeks Kualitas
Koordinasi
Sinkronisasi dan
Pengendalian di
Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan

Latar Belakang

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan
alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan
yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan
layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan dikategorikan ke dalam 4 (empat)
kategori:

a. Sangat Baik, rentang nilai 85 — 100
b. Balik, rentang nilai 75 — 84
c. Buruk, rentang nilai 65 — 74

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
| 4 Q Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
” Elektronik

tandatangan dengan stempel basah



d. Sangat Buruk, rentang nilai <65

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) sub indikator:

Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti.
Persentase Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan yang ditindaklanjuti adalah persentase kebijakan yang dihasilkan
oleh unit kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan
dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian
permasalahan antar Kementerian yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait
kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain: Peraturan
perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko Perekonomian (PP,
Perpres, Permenko, dll); Regulasi yang dihasilkan oleh K/L lain sebagai
dampak/tindaklanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor
Kemenko Ekon; dan Surat dari K/L terkait.

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan antara lain: Rumusan kebijakan yang
telah diparaf pimpinan (Nota Dinas, Surat Keluar); Hasil kajian/telaahan /bahan
rapat terkait rekomendasi kebijakan; dan Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan
rapat koordinasi level Menteri atau Deputi (Eselon I) yang mencakup kebijakan
antara lain:

1. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis
Wirausaha

2. Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan
Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor

3. Penguatan Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Kolaborasi Multistakeholder dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai
Bisnis; dan

4. Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan antara lain: Laporan Monitoring dan
Evaluasi yang ditindaklanjuti dengan Surat dari Kemenko Perekonomian kepada
K/L terkait; Notula Rapat pengendalian kebijakan level Menteri dan Eselon I; dan
Hasil kajian dan telaahan yang disampaikan kepada K/L terkait yang mencakup
kebijakan:

1. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis
Wirausaha

2. Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan
Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor

3. Penguatan Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Kolaborasi Multistakeholder dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai
Bisnis; dan

4. Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah
rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dibagi
dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang
dihasilkan dikali dengan 80.

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada sub indikator kedua ini, variabel
indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan
merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan dengan melakukan

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Sertifikast secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
Elektronik

tandatangan dengan stempel basah



survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks
diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden,
dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3)
Puas, dan (4) Sangat Puas.

Untuk sub indikator kedua. Indeks kepuasan layanan koordinasi dapat di buktikan
dengan pernghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel. Apabila unit
kerja telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut, maka unit kerja
tidak perlu melakukan survey kepuasan layanan kordinasi, singkronisasi, dan
pengendalian; danlangsung memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh
yaitu 20 point.

Hasil Pengukuran Kinerja
Hingga Triwulan 1l Tahun 2022, Indeks Kualitas Koordinasi Sinkronisasi dan

Pengendalian di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
yang telah terealisasi belum dapat diukur dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

. P
Utama Satuan | Target Realisasi 0% Kinerja

IKU.2.1. Indeks
Kualitas Koordinasi
Sinkronisasi dan
Pengendalian di
Bidang Indeks Baik N/A N/A
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan

Deskripsi narasi:

Dalam mengukur Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, terdapat dua
sub indikator yaitu: (i) Persentase Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan (ii) Indeks
kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Adapun
indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan
diukur melalui survei pelayanan pada akhir tahun kepada stakeholders tekait
perihal kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan.

Berdasarkan hasil capaian Triwulan Il tahun 2022, target Pertumbuhan Wirausaha
Tahun 2022 belum bisa diukur, dikarenakan belum adanya survey pelayanan
kepada K/L terkait. Berkaitan dengan capaian tersebut, Asisten Deputi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan telah melakukan
beberapa upaya untuk mendukung target Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan, yaitu melalui rekomendasi terkait (i) Sinergi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk/Komoditas Berorientasi
Ekspor; (ii) Penguatan Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Kolaborasi Multistakeholder dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai Bisnis; dan
(iif) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Terkait
Inkubasi Wirausaha, disampaikan dalam FGD/rapat koordinasi/monitoring evaluasi
identifikasi isu/permasalahan kebijakan terkait, dan pengumpulan data.

Untuk mendorong tercapainya target Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian  Kebijakan =~ Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat dan
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Kewirausahaan, di triwulan berikutnya akan dilakukan Analisis kebijakan terkait
Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan
Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor; Analisis kebijakan terkait Penguatan
Ekosistem  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Melalui  Kolaborasi
Multistakeholder dan Kemitraan Usaha dalam Rantai Nilai Bisnis; Analisis
kebijakan terkait Inkubasi Wirausaha; dan FGD, rapat koordinasi dan monitoring
evaluasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Realisasi output untuk pencapaian Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022 mencapai 15% dari target output IKU tahun
2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam
tabel-tabel sebagai berikut:

Koordinasi  Kebijakan = Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat dan
Kewirausahaan
No Output Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Realisasi %
Anggaran Output Tw Il Capaian
Output
1 Rekomendasi 1.100.000.000 | 562.015.614 0 50%
Kebijakan (47,2%) Rekomendasi
Pemberdayaan Kebijakan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
2 Rekomendasi 900.000.000 391,162,891 0 50%
Kebijakan (48,3%) Rekomendasi
Pengembangan Kebijakan
Kewirausahaan

Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan

’SI Renc;_zi/r\}a”Aky Status Keterangan
Dalam rangka perumusan dan analisis kebijakan
terkait  Sinergi  Pemberdayaan  Ekonomi
Masyarakat Berbasis Pengembangan
Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor, telah
dilaksanakan

Analisis 1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Kebijakan terkait Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat
Sinergi melalui Pengembangan Desa Ekspor pada
Pemberdayaan tanggal 2 Maret 2022 di Gedung Utama
Ekonomi Kantor Kementerian Desa PDTT. MoU
1 | Masyarakat Terlaksana tersebut bertujuan mewujudkan sinergi
Berbasis program dan kegiatan Pemberdayaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan
Produk/Komodit Desa Ekspor, membangun komitmen dan
as Berorientasi kolaborasi aksi, serta landasan bagi para

Ekspor pihak dalam melaksanakan kerja sama.
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama
antara Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dengan PT Astra
International, Tbk tentang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
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pada tanggal 2 Maret 2022 di Gedung Utama
Kantor Kementerian Desa PDTT.
Kesepakatan Bersama ini merupakan
lanjutan  kerjasama antara Kemenko
Perekonomian (Deputi IV) dan PT. Astra
International, Tbk yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2019.

3. Penandatanganan Nota Kesepahaman
dan Peresmian Program Desa Devisa
Klaster Gula Semut antara Direktur
Eksekutif LPElI dan Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah dan Aneka
(Dirjen IKMA) Kemenperin RI di Kantor
LPEI pada tanggal 30 Mei 2022 dengan
disaksikan secara langsung oleh Deputi
Bidang  Koordinasi  Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko
Perekonomian. Penandatanganan ini adalah
sebagai tindak lanjut dari pembahasan MoU
tentang Pengembangan IKM di Sentra IKM
melalui OVOP berorientasi ekspor.

4. Pembentukan Tim Koordinasi Sinergi
Pemberdayaan = Ekonomi  Masyarakat
Berbasis Pengembangan
Produk/Komoditas Berorientasi Ekspor.
Tim dibentuk untuk melaksanakan tugas
diantaranya: (i) koordinasi sinkronisasi untuk
memperkuat sinergi implementasi program
K/L, dunia usaha, perguruan tinggi, dan
komunitas terkait pemberdayaan ekonomi
masyarakat melalui pengembangan potensi
dan komoditas unggulan wilayah berorientasi
ekspor; (i) monitoring dan evaluasi
implementasi  program;  (ii) Menyusun
rekomendasi kebiakan untuk mendorong
peningkatan penciptaan kesempatan kerja,
penciptaan nilai tambah potensi lokal, dan
peningkatan pendapatan masyarakat; dan
(iv) melaksanakan tugas terkait lainnya
sesuai arahan Depulti.

Dalam rangka perumusan dan analisis kebijakan
terkait Penguatan Ekosistem Pemberdayaan
Ekonomi  Masyarakat Melalui  Kolaborasi
Multistakeholder dan Kemitraan Usaha dalam
Rantai Nilai Bisnis, telah dilaksanakan beberapa

Analisis kegiatan, diantaranya:
kebijakan terkait 1. Koordinasi dan Monitoring
Penguatan Program/Kegiatan K/L (Kemenkop UKM,
Ekosistem dan BPJPH) dan dunia usaha (platform
Pemberdayaan digital)  dalam pelaksanaan PLUT
Ekonomi Educational Center (PLUTEC): Pelatihan
5 Masyarakat Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen
Melalui Produk Halal tahun 2022 di 6 (enam) lokasi
Kolaborasi PLUT-KUMKM antara lain: (1) PLUT-
Multistakeholder KUMKM Kabupaten Cianjur tanggal 17 Juni
dan Kemitraan 2022; (2) PLUT-KUMKM Kota Batam 20 Juni
Usaha dalam 2022; (3) PLUT-KUMKM Provinsi Sulawesi
Rantai Nilai Selatan tanggal 23 Juni 2022; (4) PLUT-
Bisnis KUMKM Kota Batu 27 Juni 2022; dan (5)
sebagai penutup sesi akhir pelatihan
dilakukan di PLUT-KUMKM Provinsi Bali
tanggal 30 Juni 2022. Secara keseluruhan
rangkaian pelatihan tersebut telah diikuti oleh
200 UMKM secara luring, serta kurang lebih
Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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1000 UMKM lainnya dari 74 PLUT KUMKM di
seluruh Indonesia mengikuti secara daring,
untuk mendapatkan literasi terkait materi: (1)
Digitalisasi Pemasaran; (2) Perizinan
Tunggal dan Tata Cara Pengurusan NIB; (3)
dan Tata Cara Sertifikasi Halal dan Program
Sertifikasi Halal bagi UMK dan (4) Keuangan
Digital. Hingga batas akhir pendaftaran
program Sertifikasi Halal Gratis tanggal 30
Juni 2022 lalu, telah didaftarkan permohonan
sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal
mendekati angka 220 % atau + 132 UMK,
nilai ini telah melebihi target yang diharapkan
sebelumnya yaitu sebanyak 60 UMKM dari
ke-6 lokasi PLUT-KUMKM.

2. Konsinyering Pemutakhiran Data Program
Pemberdayaan dan Pembuatan
Dashboard Monitoring Kemiskinan
Ekstrem pada tanggal 8 April 2021 yang
dihadiri oleh masing-masing PIC K/L teknis
bersama dengan Asisten Deputi Moneter dan
Sektor Eksternal selaku Ketua Pokja. Seluruh
K/L melakukan input data ke dalam
dashboard untuk pemutakhiran data terkini
dan updating anggaran.

3. Rapat Pembahasaan Keterpaduan dan
Sinergi Program Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
melalui Peran Serta Dunia Usaha pada
Lokasi-lokasi Prioritas tahun 2022 dengan
PT. Astra Internasional bersama dengan
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal
pada tanggal 24 dan 28 Juni 2022. Rapat
dihadiri oleh Head of Environmental Social
Responsibility dengan hasil konvergensi
mapping Program Desa Astra Sejahtera
sebanyak 70 DSA yang beririsan dengan 212
lokus prioritas Kab/Kota Program Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

4. Rapat Koordinasi Teknis Pemutakhiran
Data dan Evaluasi Program
Pemberdayaan dalam rangka Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada
tanggal 12 Juli 2022 yang dihadiri oleh
masing-masing PIC 15 K/L  untuk
mendapatkan updating realisasi
implementasi program percepatan
penghapusan kemiskinan  ekstrem di
Semester 1. Masing-masing KL diharapkan
dapat mengisi matriks realisasi semester 1
paling lama tanggal 14 atau 15 Juli sebelum
dilaksanakannya Rakor tingkat Menteri pada
tanggal 18 Juli sebagai persiapan Rapat
Pleno dengan Bapak Wapres tanggal 20 Juli
2022.

Dalam rangka analisis dan perumusan kebijakan
terkait Inkubasi Wirausaha, kami telah
melaksanakan rangkaian kunjungan kerja

Analisis sebagai upaya optimalisasi peran lembaga
kebijakan terkait : 9 pay ptim pe! 9
3 X inkubator secara lebih professional dan b
Inkubasi . .
) erkualitas dalam menumbuhkan wirausaha baru
Wirausaha . T
sebagai berikut:
1. Kunjungan monitoring Inkubator
IndigoHub Jogja (Jogja Digital Valley)
Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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tanggal 23 Mei 2022

Dari hasil dari kunjungan ini teridentifikasi
beberapa tantangan dalam inkubasi yang
dihadapi, antara lain: (i) perlunya dukungan
terhadap kemudahan akses startup ke
lingkup  pemerintahan; (i) perlunya
kemudahan bagi startup memperoleh
feedback dari target pasar; (iii) perlunya
kolaborasi dalam upaya perluasan market
dan pendanaan; serta (iv) diperlukan
penguatan peran K/L, Pemda, dan
stakeholders lainnya.

2. Kunjungan monitoring Pusat
Pengembangan Bisnis Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel, Surabayatanggal 23
Mei 2022
Dari hasil dari kunjungan ini teridentifikasi
beberapa tantangan dalam inkubasi yang
dihadapi, antara lain: (i) perlunya akselerasi
launching lembaga inkubator dan selanjutnya
didaftarkan ke dalam Sistem Pendaftaran
Informasi dan Evaluasi Inkubasi
KemenkopUKM; (i) dibutuhkan fasilitasi
pendampingan khususnya terkait perizinan,
akses pasar, dan akses pendanaan; (iii)
diperlukan kolaborasi dan sinergi antara KI/L,
pemda, lembaga pendidikan, komunitas,
maupun dunia usaha dalam penciptaan
wirausaha baru di lingkungan mahasiswa.

Telah  dilaksanakan  beberapa  kegiatan,

diantaranya

1. Rapat Koordinasi dengan Forum Nasional
Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam
tanggal 11 April 2022
Rapat membuka peluang kolaborasi
program/kegiatan dalam rangka penciptaan
wirausaha baru dari kalangan mahasiswa
bersama Fornas Mebi. Tindak lanjut rapat ini,
antara lain: (i) diusulkan wujud sinergi Fornas
Mebi dengan Kemenko Perekonomian
berupa Road Show Kewirausahaan Muda;
(i) diharapkan kolaborasi pilot project ini
akan dapat direplika oleh PTKIN lainnya dan
mampu melahirkan wirausaha muda yang

FGD, Rapat berdaya saing; (iii) akan dilaksanakan rapat
4 koordinasi, dan koordinasi tindak lanjut penajaman program
monitoring kolaborasi dengan melibatkan Kemenkop
evaluasi lainnya UKM dan Fornas Mebi, untuk menyepakati

konsep pilot project yang akan dilaksanakan.

2. Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan
Kolaborasi dan Sinergi Program
Pemerintah dengan SMKN 3 Magelang
tanggal 22 Juni 2022
Rapat ini sebagai salah satu upaya
kolaborasi antara pemerintah dengan
akademisi guna membangkitkan jiwa
wirausaha pada siswa Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), serta  percepatan
implementasi Perpres 2/2022 tentang
Pengembangan Kewirausahaan Nasional
tahun 2021-2024.

Sebagai tindaklanjut, akan dilaksanakan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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2.1.Persentase

Penyelesaian
Analisis Kebijakan
Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan

workshop bertema Mendorong Transformasi
Siswa Sekolah Menengah Kejuruan menjadi
Wirausaha Baru yang Tangguh dan Berdaya
Saing di Era Ekonomi Digital dengan lokus di
Magelang.

Latar Belakang

Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan
komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan diperlukan analisa
kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres,
RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya
tulis ilmiah (policy paper, policy paper, artikel kebijakan dan makalah). IKU
Persentase Penyelesaian Analisa Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan merupakan indikator untuk mengukur tingkat
penyelesaian atas analisa kebijakan yang ditargetkan. Pada tahun 2022,
Keasdepan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
menargetkan menyusun 8 analisa kebijakan.

Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu
meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan
Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN
yang merupakan “ultimate indicator” pada sasaran startegis di level Kementerian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan mengukur tingkat capaian penyusunan kajian dan
analisa kebijakan dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas. Hingga Triwulan Il Tahun 2022, Persentase Penyelesaian Analisis
Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan masih
belum dapat dipetakan karena target yang ada merupakan target tahunan. dengan
ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Utama Realisasi

Satuan | Target % Kinerja

IKU.2.2 Persentase N/A N/A
Penyelesaian
Analisis Kebijakan
Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan

Kewirausahaan

Persent 75%

ase

Berdasarkan hasil capaian Triwulan | tahun 2022, realisasi Persentase
Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan Tahun 2022 masih belum dapat dipetakan karena target yang ada
merupakan target tahunan. Beberapa upaya yang dilakukan pada triwulan | untuk
mendukung target Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yaitu melalui Persiapan
penyusunan karya tulis kedinasan dan persiapan penyusunan karya tulis ilmiah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Untuk mendorong tercapainya Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Tahun 2022, di triwulan
berikutnya akan dilakukan percepatan penyusunan karya tulis kedinasan dan karya
tulis ilmiah.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Realisasi output untuk pencapaian Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan sampai dengan
Triwulan | Tahun 2022 mencapai 25% dari target output IKU tahun 2022. Adapun
ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam tabel-tabel sebagai
berikut:

Koordinasi  Kebijakan = Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat dan
Kewirausahaan

No Output Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Realisasi %
Anggaran Output Tw Il Capaian
Output
1 Rekomendasi 1.100.000.000 562.015.614 0 50%
Kebijakan (47,2%) Rekomendasi
Pemberdayaan Kebijakan
Ekonomi

Masyarakat dan
Kewirausahaan

2 Rekomendasi 900.000.000 391,162,891 0 50%
Kebijakan (48,3%) Rekomendasi
Pengembangan Kebijakan

Kewirausahaan

Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan

N Keterangan ( dapat berisikan
0 Rencana Aksi TW Il Status Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)
Penyusunan karya tulis _ _
kedinasan (naskah akademik Pada Triwulan II, karya tlis
RUU, RPerpres, RPermen Tidak kedinasan masih belum bisa
1 ! M ! ! disusun, dikarenakan masih
Memo Kebijakan, Model Terlaksana dalam proses analisis
Kebijakan, dan/atau Advokasi kebijakan.
Kebijakan)
Penyusunan karya tulis
'm_"ah (p_OI'Cy pa_per' policy Pada Triwulan I, karya tulis
) brief, artikel kebijakan Tidak ilmiah masih belum bisa
dan/atau makalah) Terlaksana | disusun, dikarenakan masih
dilakukan analisis kebijakan.
Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat dan Kewirausahaan yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:
1. Persentase ASN Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang
memenuhi jam pelajaran ASN
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase
ASN Asisten
Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan
yang memenuhi
jam pelajaran (JP)
ASN

Latar Belakang

Persentase ASN yang mengikuti ketentuan jam pelajaran ASN adalah ukuran statistik
yang menggambarkan kualitas ASN pemenuhan jam pelajaran (JP) bagi ASN vyaitu
minimum 20 JP dalam satu tahun. Adapun kriteria yang termasuk dalam pengukuran
JP ini adalah jumlah jam latihan dalam mengikuti kegiatan pengembangan (seminar,
webinar, workshop) dalam rangka mendukung kemampuan teknis ASN. IKU ini
mengukur seberapa banyak (persentase) ASN yang masuk dalam kualifikasi ASN
yang memenuhi ASN yang memenuhi jam pelajaran (JP) ASN dalam satu tahun yaitu
20 jam pelajaran (JP).

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan 1l Tahun 2022, presentase ASN Asisten Deputi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang memenuhi jam pelatihan ASN melalui
keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop masih belum dapat dipetakan karena
target yang ada merupakan target tahunan.

Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-3.1.
Persentase ASN
Asisten Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi 0 0
Masyarakat dan % 65% NIA NIA
Kewirausahaan
yang memenuhi
ketentuan jam

pelajaran (JP) ASN

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan dengan
baik. Dalam hal ini unit keasdepan mendukung peningkatan SDM yang lebih baik lagi
dengan mendukung keikutsertaan ASN dalam pengembangan skill secara berkala
melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kompetensi, penulisan makalah,
dan pelaksanaan tusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan
yang dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan segala tugasnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan I

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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3.2. Persentase
Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran Asisten
Deputi
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat dan
Kewirausahaan

Adapun sesuai informasi dari Biro Perencanaan, belum ada output yang dapat
mendukung pencapaian Persentase ASN Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan yang memenuhi jam pelatihan ASN melalui
keikutsertaan ASN dalam pengembangan skill secara berkala melalui pendidikan
dan/atau pelatihan sesuai dengan kompetensi, penulisan makalah, dan pelaksanaan
tusi. Sehingga ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam tabel
sebagai berikut.

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW Il] Pencapaian
Output
1 - - - - -

Selama Triwulan Il Tahun 2022, beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung tercapainya target Persentase ASN Asisten Deputi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang memenuhi jam pelatihan ASN dengan
rincian sebagai berikut:

Policy Brief,
Monitoring dan

No Rencana Aksi TW Il Status Keterangan

1 | Keikutsertaan ASN Terlaksana Keikutsertaan ASN pada
dalam Pendidikan dan FGD/Sosialisasi  tentang
Pelatihan (Diklat) Pemberdayaan = Ekonomi
terkait Penyusunan Masyarakat dan

Kewirausahaan
Keikutsertaan ASN Bimtek

Evaluasi, Pengelolaan Kearsipan
Anggaran, Satu ASN sedang
Perencanaan Kinerja melanjutkan Pendidikan
dan lain-lain Ekstensi S1

- Satu ASN mengikuti

Diklatsar CPNS

Latar Belakang

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan dengan
baik. Dalam pelaksanaannya, program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan
administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan,dan
aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal
tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap,
sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang
kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang
handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang
tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan,
pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem
pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan cascading dari “Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik”. Dengan terwujudnya tata kelola diseluruh Asisten Deputi dalam satu
Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang
kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk
menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara
proporsional.

Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja
Utama

IKU-3.2.
3.2. Persentase
Kualitas Pelaksanaan
Anggaran Asisten
Deputi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan

Satuan

%

Target

94%

Realisasi %

47,7% -

Kinerja

Capaian presentase pelaksanaan anggaran yang ada merupakan realisasi dari
pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang
terdiri atas koordinasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan koordinasi
kebijakan pengembangan kewirausahaan.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan Il

Adapun sesuai informasi dari Biro Perencanaan, belum ada output yang dapat
mendukung pencapaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan. Adapun ringkasan singkat
mengenai realisasi anggaran disajikan ke dalam tabel sebagai berikut.

Masyarakat dan
Kewirausahaan

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW| Pencapaian
Il Output
1 Koordinasi 2.000.000.000 | 953.178.505 - -
kebijakan
Pemberdayaan
Ekonomi

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yaitu:

No

Rencana Aksi TW I

Status

Keterangan

(i) penyusunan
laporan kinerja EKON-
GO dan (i) pelaporan
e-monev Bappenas

Terlaksana

Telah dilakukan:

e penyusunan laporan
kinerja EKON-GO

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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e pelaporan e-monev
Bappenas

Dalam proses penyusunan
masih ditemukan kendala terkait
integrasi informasi antara renja,
IKU, dan pelaksanaan kegiatan.
Kedepannya akan dilakukan
koordinasi internal dan
konsultasi lebih lanjut ke rocan
bila diperlukan agar penyusunan
dokumen lebih optimal.

Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
alat
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Laporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Asisten Deputi Koperasi dan UMKM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Koperasi dan UMKM sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022
dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Triwulan Il Tahun 2022

Target
No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun
2022

Realisasi Capaia
Triwulan I n (%)

I Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Kebijakan Bidang Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang Berkualitas

1.1 | Indikator 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap | Persentase 63% N/A N/A
PDB

Il Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya
Pelaksanaan Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pengendalian di
Bidang Koperasi dan UMKM vyang
Berkualitas

2.1 | Indikator 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Indeks Baik N/A N/A
Sinkronisasi dan Pengendalian (3 dari 4)
Kebijakan Koperasi dan UMKM

2.2 | Indikator 2.2 Persentase Penyelesaian | Persentase 75% N/A N/A
Analisis Kebijakan Bidang Koperasi dan
UMKM

i Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata
Kelola Asisten Deputi Koperasi dan
UMKM yang Baik

3.1 | Indikator 3.1 Persentase ASN Asisten | Persentase 65% N/A N/A
Deputi Koperasi dan UMKM yang
memenuhi ketentuan jam pelajaran ASN

3.2 | Indikator 3.2 Persentase Kualitas | Persentase 94% 779.851.823 | 57,10%
Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi
Koperasi dan UMKM

Kinerja Asisten Deputi Koperasi dan UMKM sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja satu indikator kinerja yaitu:
Kontribusi UMKM terhadap PDB.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.Kontribusi UMKM Latar Belakang

terhadap PDB Kontribusi UMKM Terhadap PDB merupakan kontribusi nilai produksi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi UMKM terhadap
Produk Domestik Bruto Nasional sesuai dengan indikator atas sasaran
penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi dalam RPJMN 2020-2024.
Dukungan tercapainya kontribusi UMKM terhadap PDB melalui koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua
lapangan usaha dan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan
nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB dapat diestimasi melalui
perhitungan total nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi
berskala UMKM dibanding terhadap total nilai Produk Domestik Bruto Nasional
lalu dikalikan 100%. Sampai saat ini sumber data utama Kontribusi UMKM
terhadap PDB diperoleh dari data Kementerian Koperasi dan UKM.
Berdasarkan data KemenKUKM (2018) yang masih digunakan hingga tahun
2020, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB
mencapai 60,51% atau senilai Rp 9.580 Triliun.

Kemenko Perekonomian khususnya Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan kebijakan guna memajukan dan
meningkatkan daya saing UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
Asisten Deputi Koperasi dan UMKM melakukan sinergi Program Pembinaan
UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (Factory Sharing) Guna Mendukung
Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem serta koordinasi Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022 dengan K/L
terkait. Melalui koordinasi dan sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar
dan penguatan dalam pengambilan keputusan kebijakan UMKM kedepannya
hingga dapat berimplikasi dalam mendukung tercapainya target kontribusi
UMKM terhadap PDB Indonesia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Perhitungan kontribusi UMKM terhadap PDB dilakukan secara periodik
tahunan. Hingga laporan ini disusun, perhitungan kontribusi UMKM dalam PDB
nasional s.d Triwulan 1l Tahun 2022 belum dirilis, sehingga realisasi dan
capaian pada indikator persentase kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB
belum dapat dicantumkan. Adapun target kontribusi UMKM terhadap PDB
tahun 2022 sebesar 63% dengan ringkasan sebagai berikut:

afieen Mnere Satuan VeTee Realisasi % Kinerja
Utama t
IKU-1.1 Persen 63% N/A N/A
1.1. Kontribusi tase
UMKM terhadap
PDB*

*) Keterangan: Kontribusi UMKM terhadap PDB dihitung secara tahunan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Berdasarkan hasil capaian Triwulan Il tahun 2022, target Kontribusi UMKM
terhadap PDB Tahun 2022 belum bisa diukur, dikarenakan belum adanya data
terbaru. Data yang akan digunakan bersumber dari Kementerian Koperasi dan
UKM. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk mendukung
pencapaian kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu melalui rekomendasi atas
hasil sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu
(Factory Sharing) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem serta rekomendasi atas hasil koordinasi Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022.

Untuk mendorong tercapainya kontribusi UMKM terhadap PDB, di triwulan
berikutnya akan dilakukan koordinasi pembahasan tindak lanjut dan percepatan
terkait Sinergi Program Pembinaan UMKM melalui Pengelolaan Terpadu
(Factory Sharing) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem  Berdasarkan dan pembahasan tindak lanjut terkait Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022. Melalui
upaya kinerja Triwulan Il dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang,
maka diharapkan target kinerja tahun 2022 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Realisasi output untuk pencapaian IKU Kontribusi UMKM terhadap PDB sampai
dengan Triwulan Il Tahun 2022 mencapai 50% dari target output IKU tahun
2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam
tabel sebagai berikut:

Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW Il | Capaian
Output
1 Rekomendasi 417.650.000 253.743.133 1 50%
Kebijakan dalam (60,75%) Rekomendasi
Peningkatan Kebijakan
Kontribusi
UMKM terhadap
PDB

Selama Triwulan Il Tahun 2022, beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung tercapainya target Kontribusi UMKM terhadap PDB dengan
rincian sebagai berikut:

Kontribusi UMKM terhadap PDB
No Rencana Aksi TW I Status Keterangan
(Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

1 Rencana Aksi dari inisiatif | Terlaksana e Selama periode Triwulan Il
strategis Koordinasi dan dengan telah terlaksana tujuh kali
Sinergi Program perubahan pembahasan Sinergi
Prengembangan UMKM Program Pembinaan
melalui Pendekatan UMKM Melalui
Klaster kedepannya Pengelolaan Terpadu
dispesifikasi dengan nama (Factory Sharing) Guna
rencana aksi “Sinergi Mendukung Program
Program Pembinaan Pengentasan Kemiskinan
UMKM Melalui Ekstrem pada April 2022
Pengelolaan Terpadu (tanggal 11, 20 pagi, 20
(Factory Sharing) Guna siang, dan 21), 23 Mei
Mendukung Program 2022, dan Juni 2022
Pengentasan (tanggal 23 dan 28) yang
Kemiskinan Ekstrem” melibatkan Bappenas,

Kemenkop UKM, Pemda,
dan K/L terkait. Selain itu,
selama Juni 2022, telah

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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dilaksanakan tinjauan
lapangan Major Project
(MP) Pengelolaan Terpadu
di lokus Aceh, NTT, dan
Sukoharjo. Dari rapat
pembahasan dan tinjauan
lapangan tersebut
diidentifikasi dan
diinventarisasi berbagai
tantangan, kebutuhan,
serta solusi dalam
pengembangan MP
masing-masing lokus.

Dalam proses rapat
pembahasan dan tinjauan
lapangan tersebut
ditemukan kendala/isu
bahwa beberapa K/L
belum mengalokasikan
program dan anggaran di
lokus MP meskipun sudah
di-tagging oleh Bappenas.
Sehingga diperlukan
komitmen K/L dan upaya
untuk koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi
baik dari sisi program
maupun anggaran dari
berbagai K/L dan
stakeholders terkait
lainnya. Rakor dan
komunikasi bersama K/L
terkait terus dilakukan
untuk mengurai berbagai
kendala yang dihadapi di
lokus MP.

Capaian Program
Pemulihan Ekonomi

UMKM Tahun 2022

2 Koordinasi dan Monitoring

Nasional (PEN) Dukungan

Terlaksana

Telah terlaksana rapat dan
pembahasan terkait
penyaluran BPUM Tahun
2022 pada tanggal 19 April
2022 serta pembahasan
persiapan pelaksanaan
PEN Dukungan UMKM
Tahun 2022 (/8 Juni 2022
dan 29 Juni 2022)
bersama Kemenkop UKM,
Kemenkeu.

Stimulus PEN Dukungan
UMKM Tahun 2022 yang
sudah berjalan yaitu: (i)
Subsidi Bunga KUR; (ii)
Imbal Jasa Penjaminan;
dan (iii) Bantuan Tunai
untuk Pedagang Kaki
Lima, Warung, dan
Nelayan (BT-PKLWN)
Telah dilakukan koordinasi
secara rutin per-minggu,
baik dengan tim Komite
PCPEN, Kemenkop UKM,
dan Kemenkeu.

Dalam proses koordinasi
ditemukan isu terkait
sustainability program

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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BPUM yang masih dalam
proses reviu oleh
Kemenkeu, serta program
yang terealisasi lebih
sedikit bila dibandingkan
tahun 2021.

e Pelaksanaan rapat
monitoring dan evaluasi
akan terus dilakukan (bila
diperluka) guna meng-
update realisasi yang telah
berjalan. Selain itu,
koordinasi secara rutin
dilakukan per-minggu, baik
dengan tim Komite
PCPEN, Kemenkop UKM,
dan Kemenkeu untuk
mengetahui
perkembangan stimulus
PEN dukungan UMKM.

e Telah dilakukan rakor
guna memperbaiki sistem
dan mekanisme BPUM
sebagaimana temuan
BPKP.

2 Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di
Bidang Koperasi dan UMKM yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pengendalian di Bidang Koperasi dan UMKM yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua

indikator kinerja yaitu:
1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Koperasi dan UMKM
2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.Indeks Kualitas

Koordinasi,

Sinkronisasi dan
Pengendalian
Kebijakan Koperasi

dan UMKM

Latar Belakang

Kemenko Perekonomian, khususnya Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Koperasi
dan UMKM melalui: (1) koordinasi, monitoring, dan evaluasi Penguatan
Koperasi, (2) Koordinasi program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, (3)
Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 7/2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, (4) Koordinasi dan
monitoring implementasi PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang
Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (mengikuti perkembangan
perubahan UU Cipta Kerja).

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian merupakan alat untuk
mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian bidang koperasi dan umkm. Proses Koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi
kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas

(A

Balai
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Elektronik
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dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang
diberikan. Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh
Kemenko Perekonomian kepada stakeholders Kementerian/Lembaga yang
berkaitan dengan kebijakan di bidang koperasi dan UMKM.

Hasil Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan Koperasi dan UMKM, terdapat dua indikator yaitu: (i) Persentase
Kebijakan Bidang koperasi dan UMKM vyang ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan
(i) indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan. Adapun indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan diukur melalui survei pelayanan pada akhir tahun
kepada stakeholders tekait perihal kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pengendalian Kebijakan. Hingga Triwulan Il Tahun 2022, Indeks Kualitas
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Koperasi dan UMKM
belum dapat diukur dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan | Target Realisasi % Kinerja
Utama
Indeks Baik N/A N/A
IKU.2.1 Indeks (3 dari 4)

Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pengendalian di
Bidang Koperasi
dan UMKM yang
ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil capaian Triwulan Il tahun 2022, target Indeks Kualitas
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Koperasi dan UMKM
Tahun 2022 belum bisa diukur, dikarenakan belum adanya survei pelayanan
kepada K/L terkait. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk
mendukung target Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan Koperasi dan UMKM Tahun 2022 yaitu melalui rekomendasi atas
hasil: (1) koordinasi penguatan koperasi, (2) koordinasi program pembiayaan
bagi UMKM dan Koperasi, (3) Koordinasi dan monitoring implementasi PP No.
7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
UMK-M, (4) Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 8/2021 tentang
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
(mengikuti perkembangan perubahan UU Cipta Kerja).

Untuk mendorong tercapainya Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian Kebijakan Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di triwulan
berikutnya akan dilakukan koordinasi percepatan implementasi Permenkop
UKM No 9/2020 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi, koordinasi dengan
Kemenkop UKM terkait hasil telaah substansi korporasi koperasi petani dan
nelayan, pembahasan program bagi Usaha Mikro terdampak bencana,
koordinasi capaian dan strategi ekspor bagi Koperasi dan UMKM, serta
koordinasi implementasi PP 7/2020 terkait perizinan tunggal, alokasi tempat
promosi pada infrastruktur publik, dan basis data tunggal. Selain itu juga
dilakukan pendalaman dan evaluasi terhadap implementasi PP 8/2021.
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Realisasi output untuk pencapaian IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pengendalian di Bidang Koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti sampai
dengan Triwulan Il Tahun 2022 mencapai 50% dari target output IKU tahun

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam
tabel sebagai berikut:
Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW Il | Capaian
Output
1 Rekomendasi 948.100.000 526.108.690 1 50%
Kebijakan (55,49%) Rekomendasi
Peningkatan Kebijakan
Daya Saing
Koperasi  dan
UMKM

Selama Triwulan Il Tahun 2022, beberapa upaya yang telah dilaksanakan
dalam rangka mendukung tercapainya target Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koperasi dan UMKM yang
ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang
Koperasi dan UMKM

No Rencana Aksi TW II Status Keterangan
(Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)
1 Koordinasi, Monitoring, Terlaksana e Telah terlaksana rapat
dan evaluasi Penguatan koordinasi terkait
Koperasi penguatan koperasi,

antara lain: (i) Rapat
Koordinasi Modernisasi
Koperasi pada tanggal 7
April 2022; (ii) Rapat
Pembahasan Hasil
Verifikasi/ Monitoring di
KUD Mino Saroyo
Kabupaten Cilacap pada
tanggal 2 Juni 2022; dan
(iif) Rapat Program Kerja
untuk Pengawasan
Koperasi pada tanggal 7
April 2022

e Dalam rapat koordinasi
tersebut telah
diidentifikasi bahwa: (i)
terdapat capaian dan
target modernisasi
koperasi yang perlu
dicermati bersama. Isu
modernisasi koperasi
antara lain mencakup
SDM, kelembagaan,
teknologi, maupun
ekspor; dan (i) -
sistem pengawasan
koperasi yang belum
sepenuhnya
terimplementasi
khususnya terkait Sistem
Pengawasan Koperasi
berbasis digital.
Sehingga koordinasi dan
monitoring bersama K/L
terkait akan terus
dilakukan, salah satunya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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melalui Sismonev.
Telah dilakukan FGD
Transformasi Gerakan
Koperasi pada tanggal 1
Juli 2022

Koordinasi program
pembiayaan bagi UMKM
dan Koperasi

Terlaksana

Koordinasi program
pembiayaan bagi UMKM
dan Koperasi secara
informal telah
dilaksanakan melalui
komunikasi dengan
Asisten Deputi Pasar
Modal dan Lembaga
Keuangan serta
Kemenkop UKM.

Direncanakan akan
dilaksanakan Rapat
identifikasi isu-isu strategis
dan kebijakan program
pembiayaan bagi UMKM
dan Koperasi pada
triwulan berikutnya.

Rencana Aksi dari inisiatif
strategis Koordinasi
implementasi perizinan
tunggal, alokasi PBJ untuk
UMKM, alokasi tempat
promosi pada infrastruktur
publik (mengikuti
perkembangan perubahan
UU Cipta Kerja) yang
diganti dengan nama
rencana aksi “Koordinasi
dan monitoring
implementasi PP No.
7/2021 tentang
Kemudahan,
Perlindungan dan
Pemberdayaan Koperasi
dan UMK-M”

Terlaksana

Telah terlaksana:

Pembahasan basis data
tunggal pada tanggal 18
April 2022 dan 18 Mei
2022. Dalam pembahasan
tersebut diidentifikasi
beberapa isu, antara lain:
(i) belum disahkannya
RPermen KUMKM terkait
Pengelolaan Basis Data
Tunggal KUMKM dan
penetapan Gugus
Tugasnya; (ii) data belum
terintegrasi dengan
Dukcapil dan Perpajakan;
(iiif) kuota bandwith sistem
pendataan sudah terpakai
>60%; (iv) data UMKM di
18 K/L masih belum
sepenuhnya terintegrasi
dengan basis data
KemenKUKM. Deputi IV
telah mengirim
rekomendasi kepada
Kemenkominfo untuk
menambah alokasi kuota
bandwidth dan hal ini
sudah ditindaklajuti oleh
Kemenkominfo. Selain itu,
monitoring dan evaluasi
dalam hal implementasi
maupun regulasi akan
terus dilaksanakan.

Rakor pembahasan
tentang penyediaan
tempat promosi dan
pengembangan UMK pada
Infrastruktur Publik dengan
alokasi sebesar 30% di
Stasiun Kereta (tanggal 19
Mei 2022) dan Bandara

Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Elektronik

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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(tanggal 25 Mei 2022 dan
29 Juni 2022). Dalam
pembahasan tersebut
diidentifikasi isu terkait
keterbatasan area
komersial, khususnya di
stasiun dan keterbatasan
penyelenggara dalam
pendampingan UMK untuk
fasilitas sertifikasi,
pembiayaan, manajemen
usaha, dan pemasaran.
Monitoring dan evaluasi
akan terus dilakukan untuk
mendorong pemenuhan
alokasi 30% untuk UMK.

e Telah dilaksanakan Rakor
pembahasan tentang
kemitraan pada tanggal 19
April 2022, 19 Mei 2022, 7
Juni 2022, 8 Juni 2022, 21
Juni 2022 (dua kali), dan
22 Juni 2022 (dua kali).
Dalam pembahasan
tersebut diidentifikasi isu
terkait adanya
ketidakselarasan beberapa
aturan hasil analisis KPPU
pada aturan Kementan,
Kemen ATR BPN,
Kemendag, Pemda Jabar,
maupun BPS. Selain itu,
isu lainnya adalah (i)
belum adanya peraturan
teknis perpajakan
berkaitan dengan
kemitraan yang
dikeluarkan oleh
Kemenkeu; (ii) adanya
ketidakselarasan regulasi
yang menimbulkan
kebingungan dalam
penyelesaian kasus di
ranah grass root; (iii)
aturan kemitraan belum
ditaati sepenuhnya oleh
perusahaan besar; (iv)
dan belum tersinerginya
basis data maupun
program kemitraan antar
K/L. Terhadap beberapa
rapat koordinasi yang
dilakukan,, telah dikirimkan
surat kepada KI/L terkait
yang belum responsif
dalam menindaklanjuti
hasil analisis KPPU. Selain
itu, rakor dan komunikasi
bersama KI/L terkait akan
terus dilakukan untuk
mengurai berbagai
permasalahan kemitraan.

e Telah dilaksanakan Rakor
pembahasan tentang
perizinan berusaha dan
sertifikasi pada tanggal 6

Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
alat
Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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April 2022, 17 Mei 2022,
dan 30 Mei 2022. Khusus
pembahasan Sinkronisasi
Sertifikasi Jaminan Produk
Halal dengan Standarisasi
negara- negara
Organisation of Islamic
Cooperation (OIC) telah
dilakukan pada tanggal 31
Mei 2022. Dalam
pembahasan tersebut
diidentifikasi berbagai
kendala/ tantangan dalam
perizinan berusaha, baik
pada sertifikasi halal, SNI,
dan NIB. Mayoritas
permasalahan ada pada
sosialisasi kepada UMKM,
pengawasan, kejelasan
sistem dan SOP, serta
perlunya penyesuaian
standar sertifikasi halal
dengan standar di negara-
negara OIC maupun pada
skala global. Sehingga
diperlukan upaya
koordinasi, lebih lanjut
dengan berbagai K/L
maupun stakeholders
untuk memformulasikan
upaya percepatan
perizinan berusaha dan
sertifikasi produk bagi
UMK.

e Rakor pembahasan
tentang Layanan Bantuan
dan Pendampingan
Hukum Bagi UMK pada
tanggal 14 Juni 2022.
Dalam pembahasan
tersebut diidentifikasi
berbagai kendala/
tantangan yaitu belum
efektif dan efisiennya
proses layanan bantuan
dan pendampingan hukum
serta keterbatasan kuota
kegiatan pendampingan
bantuan hukum ke lokus
oleh KemenKUKM.
Sehingga akan dilakukan
rapat koordinasi untuk
mendorong terwujudnya
regulasi ataupun
implementasi layanan
bantuan hukum di Pemda
Prov dan Kab/ Kota
(sehingga setiap UMK
yang ingin mendapatkan
bantuan hukum tidak
harus mengirimkan surat
ke KemenKUKM)

4 Koordinasi dan monitoring | Rencana aksi e Telah dilaksanakan Rakor
implementasi PP No. baru pembahasan monitoring
8/2021 tentang Modal implementasi pelaksanaan

Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
alat
Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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2.2.Persentase
Penyelesaian
Analisis Kebijakan
Bidang Koperasi
dan UMKM

Dasar Perseroan Serta
Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, dan
Pembubaran Perseroan
yang Memenuhi Kriteria
Untuk Usaha Mikro dan
Kecil

pendirian Perseroan yang
memenuhi kriteria untuk
Usaha Mikro dan Kecil
(Perseroan Perorangan)
pada tanggal 31 Mei 2022.
Dalam pembahasan
tersebut diidentifikasi

berbagai kendala/
tantangan yaitu adanya
keraguan masyarakat
karena UU Cipta Kerja
saat ini masih
inkonstitusional, Perseroan
Perorangan belum
dianggap oleh perbankan
(dalam hal pembuatan
rekening perusahaan),
kegagalan penerbitan
NPWP, kesulitan
pengurusan NIB, tidak
semua UMK dapat
menggunakan Perseroan
Perorangan bila mengacu
pada penerapan KBLI
2020, dan belum adanya
kesesuaian kode wilayah
antara KemenkumHAM
dan Kemenkeu. Beberapa
hal tersebut telah
disolusikan antara lain BRI
sedang menyusun aturan
internal agar seluruh unit
dapat mengakui
keberadaan Perseroan
Perorangan dan DJP akan
menyesuaikan dengan
KLBI terbaru. Adapun
kendala lainnya diperlukan
koordinasi untuk mengurai
berbagai permasalahan
terkait.

Latar Belakang

Memasuki era industri 4.0, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19,
kemajuan perekonomian yang berjalan di Indonesia perlu didukung
Pembangunan SDM yang unggul melalui peningkatan kualitas koperasi dan
UMKM yang mampu menyerap dan menciptakan lapangan pekerjaan serta
bersaing di pasar global. Pada masa pandemi ini, mayoritas UMKM tidak luput
dari dampak negatif, namun pada tahun 2021, sebanyak 84,8% UMKM sudah
kembali beroperasi secara normal. Selain itu, tercatat selama pandemi terdapat
40% UMKM menggunakan berbagai jaringan marketplace untuk memasarkan
produknya dan UMKM merasakan adanya peningkatan pendapatan. Hal ini
membuktikan bahwa UMKM telah cukup tangguh dalam menghadapi dampak
pandemi Covid-19.

Jumlah Koperasi dan UMKM di Indonesia cukup banyak dan memiliki kontribusi
terhadap perekonomian. Berdasarkan data Kementerian KUKM, jumlah
koperasi aktif saat ini mencapai 127.846 unit dan sebanyak 64,2 juta unit UMKM
menyerap 96,9% tenaga kerja di Indonesia. Namun, keberadaan Koperasi
sebagai Badan Usaha dan Badan Hukum belum mendapat prioritas melakukan
kegiatan usaha dalam regulasi yang ada. Sementara, terdapat 17
Kementerian/Lembaga yang memiliki program pembinaan UMKM yang meliputi

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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pembinaan: pembiayaan, pemasaran, peningkatan kapasitas produksi,
peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, dan lain-lain. Berbagai program
pembinaan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi antar K/L sehingga perlu
adanya sinergi dan konsolidasi program bersama.

Selain itu, dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih
merupakan UMK yang sebagian besar berada di sektor informal sehingga perlu
didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki
permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan
daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang
menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.
Permasalahan-permasalahan tersebut belum mampu diakomodasi secara
optimal oleh Undang-Undang yang ada saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah
berusaha mengakomodir hal tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan
penyusunan aturan turunannya.

Kemenko Perekonomian, khususnya Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Koperasi
dan UMKM. Dalam rangka menunjang pencapaian tersebut, disusun
rekomendasi kebijakan Koperasi dan UMKM yang nantinya ditindaklanjuti oleh
KL. Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan
komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan Bidang Koperasi
dan UMKM diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah
akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan
Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy paper, policy brief, artikel
kebijakan dan makalah). IKU Persentase Penyelesaian Analisa Kebijakan
Bidang Koperasi dan UMKM merupakan indikator untuk mengukur tingkat
penyelesaian atas analisa kebijakan yang ditargetkan. Dokumen analisis
kebijakan yang dihasilkan nantinya harus mendapat persetujuan dari Deputi.

Pada tahun 2022, Keasdepan Bidang Koperasi dan UMKM menargetkan
menyusun 8 analisa kebijakan dengan fokus a) Kelembagaan, Produksi, dan
Akses Pasar Koperasi dan UMKM, serta b) Pembiayaan dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi dan UMKM.

Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu
meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di
lingkungan Asisten Deputi Koperasi dan UMKM namun juga diharapkan
mampu berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN yang merupakan
“ultimate indicator” pada sasaran startegis di level Kementerian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM
mengukur tingkat capaian penyusunan kajian dan analisa kebijakan dalam
mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Hingga
Triwulan Il Tahun 2022, Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang
Koperasi dan UMKM masih belum dapat dipetakan karena target yang ada
merupakan target tahunan. dengan ringkasan sebagai berikut:

[ eEtan [imera Satuan UeTee Realisasi % Kinerja
Utama t
IKU.2.2 Persentase Persentase 75% N/A N/A

Penyelesaian
Analisis Kebijakan
Bidang Koperasi
dan UMKM

Berdasarkan hasil capaian Triwulan Il tahun 2022, realisasi Persentase
Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2022
masih belum dapat dipetakan karena target yang ada merupakan target
tahunan. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk
mendukung target Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah



Koperasi dan UMKM yaitu melalui penerbitan jurnal a.n Bapak Dr. Danang Sri
Wibowo dalam Jurnal Lemhannas RI dengan judul “Mengungkit Daya Saing
UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Guna Memperkokoh Ketahanan Ekonomi
Nasional” serta penyusunan Policy Brief tentang “Dampak Pandemi Covid-19
terhadap UMKM Perempuan”.

Untuk mendorong tercapainya Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian Kebijakan Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di triwulan
berikutnya akan dilakukan percepatan penyusunan karya tulis kedinasan dan
karya tulis ilmiah.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Realisasi output untuk pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Analisis
Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM mencapai 50% dari target output IKU
tahun 2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke
dalam tabel sebagai berikut:

Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW Il | Capaian
Output
1 Rekomendasi 1.000.000.000 | 196.352.570 1 50%
Kebijakan (19,63%) Rekomendasi
Peningkatan Kebijakan
Daya Saing
Koperasi  dan
UMKM

Selama Triwulan Il Tahun 2022, beberapa upaya yang telah dilaksanakan
dalam rangka mendukung tercapainya target Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koperasi dan UMKM yang
ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koperasi dan

UMKM
No Rencana Aksi TW I Status Keterangan
(Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

1 Penyusunan karya tulis Terlaksana Telah diterbitkan jurnal a.n
kedinasan (naskah Bapak Dr. Danang Sri Wibowo
akademik RUU, RPerpres, dalam Jurnal Lemhannas RI
RPermen, Memo dengan judul  “Mengungkit
Kebijakan, Model Daya Saing UMKM di Masa
Kebijakan, dan Advokasi Pandemi Covid-19 Guna
Kebijakan) dan karya tulis Memperkokoh Ketahanan
ilmiah (policy paper, policy Ekonomi  Nasional” serta
brief, artikel kebijakan dan dilakukan penyusunan Policy
makalah) Brief tentang “Dampak

Pandemi Covid-19 terhadap
UMKM  Perempuan” pada
Triwulan |. Adapun proses
penyusunan analisis kebijakan
terus dilakukan untuk
memenuhi target tahunan.

Dalam rangka mempercepat
penyusunan karya tulis
kedinasan diperlukan
koordinasi dengan K/L terkait
lebih intensif untuk perolehan
data pendukung karya tulis
yang relevan dengan topik
bahasan.

= Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
A alat
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3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Koperasi dan UMKM yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Koperasi dan UMKM yang
Baik ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase ASN Asisten Deputi Koperasi dan UMKM yang memenuhi jam pelajaran ASN
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Koperasi dan UMKM

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase
ASN Asisten
Deputi Koperasi
dan UMKM yang
memenuhi jam
pelajaran ASN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pengembangan
kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun
pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti
seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking.
Persentase ASN Asisten Deputi Koperasi dan UMKM yang memenuhi jam pelatihan
melalui keikutsertaan dalam seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi,
workshop/lokakarya ,dan benchmarking merupakan alat untuk mengukur pemenuhan
pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi jam pelajaran sebanyak 20 jam
pelatihan melalui keikutsertaan ASN dalam pengembangan skill secara berkala
melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kompetensi, penulisan makalah,
dan pelaksanaan tusi mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, presentase ASN Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
yang memenuhi jam pelathan ASN melalui keikutsertaan  dalam
FGD/seminar/workshop masih belum dapat dipetakan karena target yang ada
merupakan target tahunan.

Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

melEer [rer Satuan LETefE Realisasi % Kinerja
Utama t
IKU-3.1.
3.1. Persentase ASN
Asisten Deputi
Koperasi dan UMKM
yang memenuhi jam % 65% N/A N/A

pelatihan ASN melalui
keikutsertaan dalam
FGD/seminar/worksho

p

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan
dengan baik. Dalam hal ini unit keasdepan mendukung peningkatan SDM yang lebih
baik lagi dengan mendukung keikutsertaan ASN dalam pengembangan skill secara
berkala melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kompetensi, penulisan
makalah, dan pelaksanaan tusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
kemampuan yang dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan segala tugasnya.
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan Il

R Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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3.2. Persentase
Kualitas
Pelaksanaan

Anggaran Asisten
Deputi Koperasi

dan UMKM

Adapun sesuai informasi dari Biro Perencanaan, belum ada output yang dapat
mendukung pencapaian Persentase ASN Asisten Deputi Koperasi dan UMKM yang
memenuhi jam pelatihan ASN melalui keikutsertaan ASN dalam pengembangan skill
secara berkala melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kompetensi,
penulisan makalah, dan pelaksanaan tusi. Sehingga ringkasan singkat mengenai
realisasi output disajikan ke dalam tabel sebagai berikut.

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW 1| Pencapaian
Output
1 - - - - -

Selama Triwulan 1l Tahun 2022, beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung tercapainya target Persentase ASN Asisten Deputi Koperasi dan
UMKM yang memenuhi jam pelatihan ASN dengan rincian sebagai berikut:

No Rencana Aksi TW lllI Status Keterangan

1 | Keikutsertaan ASN Terlaksana | - Keikutsertaan ASN pada
dalam FGD/Sosialisasi  tentang
pengembangan skill Koperasi dan UMKM
secara berkala - Dua ASN sedang
melalui pendidikan melanjutkan Pendidikan
dan/atau pelatihan Ekstensi S1

sesuai dengan
kompetensi,
penulisan makalah,
dan pelaksanaan
tusi

Latar Belakang

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan dengan
baik. Dalam pelaksanaannya, program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan
administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan,dan
aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal
tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap,
sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang
kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang
handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang
tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan,
pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem
pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan cascading dari “Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik”. Dengan terwujudnya tata kelola diseluruh Asisten Deputi dalam satu
Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang
kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk
menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara
proporsional.

Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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el Eer [Mine Satuan Uiz Realisasi % Kinerja
Utama t
IKU-3.2.
3.2. Persentase
Kualitas
Pelaksanaan % 94% 57,10% -

Anggaran  Asisten
Deputi Koperasi dan
UMKM

Capaian presentase pelaksanaan anggaran yang ada merupakan realisasi dari
pelaksanaan kegiatan Koperasi dan UMKM yang terdiri atas (1) sinergi Program
Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan Terpadu (Factory Sharing) Guna Mendukung
Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, (2) koordinasi Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022, (3) koordinasi penguatan
koperasi, (4) koordinasi program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, (5)
Koordinasi dan monitoring implementasi PP No. 7/2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, (6) Koordinasi dan monitoring
implementasi PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk
Usaha Mikro dan Kecil (mengikuti perkembangan perubahan UU Cipta Kerja).
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan Il

Adapun sesuai informasi dari Biro Perencanaan, belum ada output yang dapat
mendukung pencapaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Depulti
Koperasi dan UMKM. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi anggaran
disajikan ke dalam tabel sebagai berikut.

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW | Pencapaian
1 Output
1 Koordinasi 1.365.750.000 | 779.851.823 - -
kebijakan Koperasi
dan UMKM

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi
Koperasi dan UMKM vyaitu:

No Rencana Aksi TW lllI Status Keterangan

1 Penyusunan Rencana | Terlaksana | Telah dilakukan:

Kerja dan Anggaran e penyusunan laporan kinerja
Asisten Deputi EKON-GO
Koperasi dan UMKM e pelaporan e-monev Bappenas

Dalam proses penyusunan masih
ditemukan kendala terkait integrasi
informasi antara renja, IKU, dan
pelaksanaan kegiatan. Kedepannya
akan dilakukan koordinasi internal
dan konsultasi lebih lanjut ke rocan
bila diperlukan agar penyusunan
dokumen lebih optimal.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Laporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022
Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I
Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Triwulan 1l Tahun 2022

Target Realisasi :
No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun Cae;uan
2022 Triwulan Il (%)
I Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Kebijakan di Bidang Produktivitas
Tenaga Kerja yang Berkualitas Melalui
Pelatihan Program Kartu Prakerja
1.1 | Indikator 1.1 Jumlah Penerima Program Orang 2,4 juta 1.589.112 66,21%
Kartu Prakerja
(orang)
Il Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya
Layanan Program Kartu Prakerja yang
Berkualitas
2.1 | Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Indeks 3 dari 4 3 dari4 3 dari4
Manfaat Program Kartu Prakerja Puas Puas Puas
1l Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya
Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pengendalian Kebijakan di Bidang
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
yang Efektif
a1 Indikator 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi,
" | Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Indeks 3 dari 4 N/A N/A
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Baik
3.2 | Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian
Analis Kebijakan Bidang Peningkatan Persentase 75% N/A N/A
Produktivitas Tenaga Kerja

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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IV | Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata
Kelola Asisten Deputi Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja yang Baik

41 1 ndikator 4.1 Persentase ASN Asisten

Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga 0

Kerja yang memenuhi jam pelajaran ASN Persentase 65% N/A NIA
o Indikator 4.2 Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran Asisten Depulti Persentase 94% 865.824.450 38.04%
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Produktivitas Tenaga Kerja yang
Berkualitas Melalui Pelatihan Program Kartu Prakerja

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas
Melalui Pelatihan Program Kartu Prakerja ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:
1. Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Jumlah Penerima Latar Belakang

Program Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang

ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK dan atau
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Jumlah
Penerima Program Kartu Prakerja merupakan individu/perorangan yang telah
menerima Kartu Prakerja dan telah menyelesaikan minimal pelatihan pertama.
Dengan meningkatnya jumlah lulusan Program Kartu Prakerja, maka juga akan
berdampak pada semakin meningkatnya keterampilan dan kompetensi
kerja’lkewirausahaan penerima manfaat Program Kartu Prakerja baik itu melalui
skilling, upskilling dan reskilling.

Adapun persyaratan lain untuk menjadi Penerima Kartu Prakerja selain hal yang
disebutkan diatas adalah WNI, berusia paling rendah 18 tahun, tidak sedang
mengikuti pendidikan formal.

Agar Program Kartu Prakerja lebih tepat sasaran dan tepat guna, maka terdapat
beberapa golongan yang di blacklist untuk mendapatkan Kartu Prakerja, yaitu:
1. Pejabat Negara;

2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Aparatur Sipil Negara;
4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
i Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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6. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Dan tidak terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial, bukan Penerima Bantuan
Subsidi Upah (Kemnaker dan Kemendikbudristek), dan bukan penerima Bantuan
Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan per Kartu Keluarga (KK) maksimal hanya 2 orang
Penerima Kartu Prakerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan 1l Tahun 2022, jumlah Penerima Kartu Prakerja sebanyak 1.589.112
orang atau mencapai 66.21% dari target tahun 2022 adalah 2,4 juta Penerima Kartu
Prakerja dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator . L
. Satuan Target Realisasi % Kinerja
Kinerja Utama
IKU-1.1
1.1 Jumlah Juta 2.4juta 1.589.112 66.21%
Penerima Program orang
Kartu Prakerja

Narasi Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan capaian Jumlah
Penerima Program Kartu Prakerja setiap kwartal dibandingkan dengan Target
Penerima Program Kartu Prakerja Tahun 2022.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, telah dibuka pendaftaran 12 gelombang (batch)
dengan rincian sebagai berikut:

Batch Pembukaan Penutupan Ditetapkan Jumlah yang
Pendaftaran Pendaftaran diterima
23 17 Februari 20 Februari 9 Maret 50.000 orang
24 17 Maret 21 Maret 28 Maret 171.823 orang
25 29 Maret 4 April 5 April 115.917 orang
26 8 April 13 April 18 April 58.213 orang
27 20 April 24 April 28 April 106.734 orang
28 9 Mei 13 Mei 14 Mei 162.949 orang
29 16 Mei 19 Mei 20 Mei 205.650 orang
30 21 Mei 27 Mei 27 Mei 200.649 orang
31 28 Mei 3 Juni 4 Juni 156.185 orang
32 8 Juni 11 Juni 13 Juni 197.663 orang
33 17 Juni 20 Juni 23 Juni 147.719 orang

Balai

Sertifikasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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34 25 Juni 28 Juni 30 Juni 138.850 orang

Realisasi penerima Kartu Prakerja ini menunjukkan pencapaian yang semakin
membalik dari Triwulan | yang hanya tercapai sebesar 221.823 orang (9.2%). Sampai
dengan Triwulan Il jumlah penerima Kartu Prakerja telah meningkat menjadi sebesar
1.589.112 orang atau 66.21% dari target capaian tahun 2022 sebesar 2.4 juta orang.
Adapun kuota penerimaan yang berbeda jauh antara Triwulan | dan Triwulan I
disebabkan karena pada Triwulan | terjadi telatnya pembukaan pendaftaran program
Kartu Prakerja dan hanya membuka 2 gelombang pendaftaran dikarenakan adanya
perbaikan PKS melalui Adendum kedua antara Sesmenko Perekonomian dengan
Dirjen Dukcapil Kemendagri dan pada awal tahun 2022 baru dimulainya penggunaan
face recognition (FR) dalam proses seleksi penerima Kartu Prakerja dengan kuota
yang sangat terbatas.

Dalam pemanfaatan FR ini juga mendapat masukkan dari KPK untuk tidak
menggunakan FR berbayar sehingga terus dilakukan upaya untuk meningkatkan
kuota FR dari Dukcapil. Pada tanggal 11 April 2022 telah dilaksanakan rapat
pembahasan pemanfaatan FR yang dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan
Data dan Kependudukan Dukcapil Kemendagri, Deputi [lI KSP, Ditjen
Perbendaharaan Kemenkeu, BPKP, LKPP, Kepolisian RI, dan Biro HO dan
Inspektorat Kemenko Perekonomian. Dalam rapat tersebut menghasilkan 2 alternatif
solusi atas permasalahan FR vyaitu: (i) Pengadaan Server dan Storage yang
dibutuhkan oleh Dukcapil untuk meningkatkan kuota akses hit/hari sesuai permintaan
Manajemen Pelaksana, dan (ii) Pemanfaatan FR berbayar, dengan syarat
mendapatkan rekomendasi tertulis dari KPK yang memperbolehkan pemanfaatan FR
berbayar karena dalam rekomendasi KPK sebelumnya hal ini tidak diperbolehkan.
Sampai dengan Triwulan Il masih terus diupayakan untuk meningkatkan kuota
kemampuan FR agar dapat mencapai kuota 150.000 hit/hari sesuai dengan
permintaan manajemen pelaksana program kartu prakerja. Terkait dengan 2 alternatif
diatas sampai dengan Triwulan Il masih dalam proses tindak lanjut terlebih khusus
dalam hal skema pemberian anggaran yang tepat kepada Dukcapil untuk dapat
melaksanakan pengadaan server dan storage untuk menambah kuota yang
dibutuhkan Manajemen Pelaksana dalam menjalankan Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan Il Tahun 2022

Adapun realisasi anggaran dalam rangka koordinasi kebijakan Program Kartu
Prakerja sebagai berikut:

No Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output | Pencapaian
TW 2 Output
1 | Rekomendasi hasil | 1.250.000.000[ 349.943.364 - 30.75%
koordinasi
kebijakan Kartu
Prakerja

Balai
Serti
Elekt
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Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 1.1 berupa Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja yaitu:

tandatangan dengan stempel basah

No [ Rencana Aksi TW Il Status Keterangan

1 Pelaksanaan Kartu Terlaksana | Sampai dengan Triwulan 1l Tahun
Prakerja skema semi 2022 Program Kartu Prakerja masih
bansos pada dilaksanakan dalam bentuk skema
Semester 1 Tahun semi bansos sesuai keputusan
2022 Komite Cipta Kerja

2 Evaluasi pelaksanaan | Terlaksana | Manajemen Pelaksana telah
pilot project skema menjalankan pilot project skema
normal pelatihan normal, 10-26 Januari 2022 dengan
offline dan hybrid melibatkan 500 peserta. Beberapa
sebagai dasar hasil temuan pada pilot project
kebijakan skema skema normal yang dapat dijadikan
normal Semester 2 evaluasi persiapan pelaksanaan
Tahun 2022 skema normal:

1. Drop-out Rate tinggi pada
pelatihan dengan komponen
tatap muka;

2. Tingkat Penyelesaian Terendah
pada mode Blended, lalu offline,
dan online;

3. Insentif pasca pelatihan yang
kecil;

4. Pelatihan online lebih efisien
dari segi biaya;

5. Peserta Unggul yang berhasil
menyelesaikan pelatihan; dan

6. Keikutsertaan Uji Kompetensi
paling tinggi pada pelatihan
offline.

Berdasarkan hasil Pilot Project

tersebut, MPPKP

merekomendasikan antara lain
perlunya seleksi peserta dengan
kriteria unggul, mendorong Peran

LP untuk mendorong penyelesaian

pelatihan, dan melakukan

pemantauan kehadiran peserta,
tetap dibutuhkan insentif dalam
. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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skema normal untuk menutupi
biaya akomodasi dan transportasi.

2 Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Layanan Program Kartu Prakerja yang Berkualitas ditunjukkan oleh
pencapaian satu indikator kinerja yaitu:
1. Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Latar Belakang
Penerima Manfaat
Program Kartu Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja
Prakerja merupakan tingkat kepuasan penerima Kartu Prakerja terhadap Program Kartu
Prakerja.

Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Manajemen
Pelaksana kepada Penerima Kartu Prakerja yang dilakukan secara bertahap
(sebanyak 3 kali) untuk setiap Penerima Kartu Prakerja. Survei ini tidak bersifat wajib
untuk dijawab oleh Penerima Kartu Prakerja.

Survei ini dilakukan untuk mengetahui:

Ketepatan Sasaran Program

Inklusif Program

Tepat Guna dan Tepat Substansi Program
Kualitas Program

Ketepatan Manfaat Insentif Program

oo

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu
Prakerja ini pada tahun 2022 dengan adalah 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Tingkat Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja diukur dengan melakukan survey
kepada Penerima Kartu Prakerja yang nilai indeks kepuasan diperoleh dari nilai rata-
rata hasil kuisioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 kategori penilaian,
yaitu (1) Sangat Tidak Puas, rentang nilai persentase <65, (2) Tidak puas, rentang
nilai persentase 65 — 74, (3) Puas, rentang nilai persentase 75 — 84, dan (4) Sangat
Puas, rentang nilai persentase 85 — 100.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu
Prakerja sudah dapat diukur dengan telah dilaksanakannya Survey Evaluasi Tahap
Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022, dengan ringkasan sebagai
berikut:

= Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Target

Indikator Kinerja Utama Satuan | Tahun Rfeal|sa3| Capaian
Triwulan Il (%)
2022
IKU-2.1
2.1. Indeks Kepuasan Penerima 3 dari 4

Manfaat Program Kartu
Prakerja

Indeks | 3 dari4 3 dari 4

Narasi Capaian Kinerja

Pada Triwulan Il Tahun 2022, Manajemen Pelaksana telah melaksanakan survei
evaluasi tahap pertama kepada 204.273 Penerima Kartu Prakerja dan survey
deklarasi dan data administrasi kepada 492.883 Penerima Kartu Prakerja pada
tanggal 15 April 2022.

Dari hasil survey ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kartu Prakerja Tepat Sasaran

>

VVVYVYYVYV

Penerima Kartu Prakerja merupakan pengangguran (90% menganggur saat
mendaftar)

64% usia 18-35 tahun

78% berpendidikan SMA keatas

88% belum pernah mengikuti pelatihan

87% pekerja informal

76% wirausaha informal

2. Kartu Prakerja Inklusif

VVVYVYYVYVY

22% berpendidikan rendah (SD sederajat)
55% perempuan

4.3% berusia 50 tahun ke atas

72% tinggal di desa

2% tinggal di kabupaten tertinggal

1% penyandang disabilitas

3. Kartu Prakerja mendorong Kebekerjaan dan Kewirausahaan

>
>
>

24% yang mengganggur pada jan 2022, saat ini bekerja/berwirausaha

12% pekerja mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan Januari 2022
13% wirausaha mengalami peningkatan omset usaha dibandingkan Januari
2022

4. Insentif Kartu Prakerja Tepat Sasaran

» 86% digunakan unutk membeli bahan pangan
» 70% unutk modal usaha
» 64% untuk pembayaran listrik dan air
» 57% pembelian pulsa
PN ) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan Il Tahun 2022

Adapun realisasi anggaran dalam rangka koordinasi kebijakan Program Kartu
Prakerja untuk IKU 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja
menggunakan anggaran yang sama dengan IKU 1.1 sebagai berikut:

No Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran | Output TW 2| Pencapaian
Output
1 | Rekomendasi  hasil| 1.250.000.0| 349.943.364 - 30.75%
koordinasi kebijakan 00
kartu prakerja

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 2.1 berupa Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Program Kartu

Prakerja yaitu:

No Rencana Aksi TW I Status Keterangan

1 Pelaksanaan survei | Terlaksana | Dilaksanakan pada tanggal 15 April
oleh Manajemen 2022
Pelaksana

2 Evaluasi dan pelaporan| Terlaksana | Dari  Survey  Evaluasi  yang
hasil survey | program dilakukan, disimpulkan Kartu
Kartu Prakerja Prakerja tepat sasaran, inklusif,

mendorong kebekerjaan dan
kewirausahaan, tepat guna, tepat
sasaran.

3 Evaluasi program Kartu| Terlaksana | 84.18% peserta menyelesaikan
Prakerja oleh BPS pelatihan dan menganggap bahwa
(survei Sakernas program ini dapat meningkatkan
Februari 2022) keterampilan kerja, dimana insentif

sebagian besar digunakan untuk
memenuhi  kebutuhan sehari-hari
sebesar 86.75% dan 33.84% untuk
modal usaha.

Sasaran Kegiatan 3: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja yang Berkualitas

3

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan
di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Efektif ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:
1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Presentase Penyelesaian Analis Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kualitas
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja

Latar Belakang

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan koordinasi,
sinkonisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan produktivitas
tenaga kerja.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian merupakan alat untuk
mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja. Proses Koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil
rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait
puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.
Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Kemenko
Perekonomian kepada stakeholders Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan
kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh
koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:(1) Sangat Tidak Baik, (2) Tidak
Baik, (3) Baik, dan (4) Sangat Baik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja, terdapat dua indikator yaitu:
(i) Persentase Kebijakan bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja yang
ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan (i) indeks kepuasan layanan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Adapun indeks kepuasan layanan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diukur melalui survei pelayanan
pada akhir tahun kepada stakeholders tekait perihal kepuasan Layanan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja belum dapat
diukur karena belum dilakukan survei kepuasan kepada
Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Satuan | Target Realisasi % Kinerja

IKU-3.1.

3.1. Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian Indeks | 3dari 4 - -
di Bidang Produktivitas Tenaga
Kerja

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Narasi Capaian Kinerja

Pada Triwulan 1l Tahun 2022, Asdep Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja belum
dapat diukur karena  belum melakukan survei kepuasan kepada
Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan I

Adapun realisasi anggaran dan pesentase pencapaian output dalam rangka
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja untuk IKU 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
sebagai berikut:

No Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran | Output TW Il Pencapaian
Output
1 | Rekomendasi hasil 1.250.000.0| 515.881.086 - 45.33%
koordinasi 00
pengembangan
pendidikan dan
pelatihan vokasi

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 3.1 berupa Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu:

No Rencana Aksi TW II Status Keterangan

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1 Pelaksanaan Terlaksana | Telah dilaksanakan koordinasi
koordinasi dan bersama mitra lembaga
sinkronisasi dalam international seperti ILO, ADB, IHK
mendorong peran Trier, dan GIZ dalam pelaksanaan
Lembaga Internasional berbagai aktivitas yang dapat
untuk mendukung mendukung program Revitalisasi
program Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Pendidikan Vokasi dan Misalnya diskusi terkait Dewan
Pelatihan Vokasi Keterampilan Sektoral dengan

ILO, program Jobstart dengan
ADB, dan TVET System Reform 2

dengan GIZ.
2 | Pelaksanaan Terlaksana | Bersama dengan K/L lainnya,
koordinasi dan sedang disusun Stranas Vokasi
sinkronisasi dalam sebagai pelaksanaan dari Perpres

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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meningkatkan peran
sektor Dunia Usaha
dan Dunia Industri
(DUDI) untuk terlibat
aktif dalam
pengembangan
Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi

No. 68 tahun 2022. Salah satu
highlight dari Stranas tersebut
adalah peningkatan keterlibatan
DUDIKA dalam kegiatan vokasi.

Bersama KADIN
Indonesia, Kemenko
Perekonomian mendorong peran
DUDIKA dalam pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
antara lain melalui program Super

dengan

koordinasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan workshop
pengembangan film
materi VR pada
penerima di 8 lembaga
vokasi

Tax Deduction, In Company
Trainer, dan Cost and Benefit
Analysist kepada para pelaku
usaha.

3 Pelaksanaan Terlaksana | Telah dilaksanakan pelatihan
koordinasi dan kepada guru terkait penggunaan
sinkronisasi kacamata Virtual Reality dalam
pelaksanaan workshop pembelajaran vokasi (Training of
penggunaan VR pada Trainer) di 3 provinsi (NTT, NTB,
sejumlah SMK dan Sulawesi Utara).
penerima di 6 provinsi
destinasi pariwisata
prioritas

4 | Pelaksanaan Terlaksana | Telah dilaksanakan Workshop

Pre-Production, Production, dan
Post Production dan evaluasi
storyboard secara online terkait
pengembangan film materi VR
pada penerima di 8 lembaga
vokasi.

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas Prog

am Kartu Prakerja

tandatangan dengan stempel basah

5 | Harmonisasi kebijakan [ Terlaksana | Finalisasi Revisi Kedua Perpres 36
dan regulasi program Tahun 2020 dan Pembahasan
Kartu Prakerja Revisi Permenko 11 Tahun 2020
pelaksanaan skema sebagai dasar pelaksanaan skema
normal normal
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3.2. Presentase

Penyelesaian Analis
Kebijakan  Bidang

Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja

6 | Pelaksanaan koordinasi | Terlaksana | Pembahasan dalam Rapat Tim

evaluasi program Kartu Pelaksana
Prakerja semester 1
tahun 2022

7 | Penguatan Terlaksana | Pembahasan peningkatan kuota
kelembagaan dan tata akses FR dalam rangka
kelola program memperkuat verifikasi penerima

Kartu Prakerja

Perbaikan beberapa subsansi yang
akan diakomodasi dalam Revisi
Perpres dan Permenko dalam
rangka perbaikan tata kelola
program.

Latar Belakang

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja. Dalam rangka menunjang pencapaian tersebut, disusun rekomendasi
kebijakan bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang nantinya
ditindaklanjuti oleh KL. Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis
yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja diperlukan analisa kebijakan berupa policy
paper, policy brief dan makalah. IKU Persentase Penyelesaian Analisa Kebijakan
Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan indikator untuk mengukur
tingkat penyelesaian atas analisa kebijakan yang ditargetkan.

Pada tahun 2022, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
menargetkan penyusunan analisa kebijakan dalam bentuk policy paper, policy brief,
telaahan staf dan makalah dengan target:

a. Koordinasi bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebanyak 3
analisa kebijakan dengan fokus: a) Implementasi Stranas Vokasi sebagai
pedoman revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (Perpres Revitalisasi
Vokasi dalam proses pengesahan), b) Pemanfaatan Virtual Reality (VR) menjadi
sarana pembelajaran di SMK dan Poltek dengan materi bidang pariwisata;
evaluasi dampak pemanfaatan VR seperti tanggapan/penerimaan siswa dan guru,
dampak terhadap peningkatan kompetensi, dan lesson learn; pengembangan
materi ajar VR pada bidang lainnya, (c) pemanfaatan insentif Super Tax Deduction
vokasi dalam meningkatkan peran dunia usaha/industri dalam pengembangan
vokasi; dan usulan perbaikan regulasi insentif super tax deduction vokasi.

b. Koordinasi bidang Kebijakan Program Kartu Prakerja, sebanyak 3 analisa
kebijakan dengan fokus: a) Penguatan dan penyempurnaan aturan/regulasi serta
kebijakan program; b) peningkatan dan perbaikan tata kelola program; c)
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peningkatan pengendalian program (monitoring dan evaluasi) terhadap program
dan manajemen pelaksana program kartu prakerja

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja mengukur tingkat capaian penyusunan kajian dan analisa kebijakan
dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja masih belum dapat dipetakan karena target
yang ada merupakan target tahunan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Satuan | Target Realisasi % Kinerja

IKU-3.2.

3.2. Persentase Penyelesaian
Analis  Kebijakan  Bidang % 75% - -
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja

Narasi Capaian Kinerja
Vokasi

Pada tanggal 27 April 2022 telah ditetapkan Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (RPVPV). Diharapkan melalui
Perpres ini tidak terjadi tumpang tindih kebijakan terkait vokasi yang ada di
Pemerintahan. Untuk itu, dalam rangka koordinasi penyelenggaraan revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas dibentuk Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) untuk menyelaraskan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi di Indonesia. Selain itu, melalui Perpres ini juga
diamanatkan untuk menyusun Strategi Nasional RPVPV sebagai pedoman dalam
pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Sepanjang Triwulan Il 2022, telah dilaksanakan koordinasi terkait Coaching Clinic
pemanfaatan insentif pajak Super Tax Deduction yang dilaksanakan kepada 27
perusahaan yaitu PT Nippon Indosari Corpindo, PT MOD INDO, PT GAGACLO, PT
Lucky Textile Semarang, PT Coenergie Rekayasa Teknik, PT Kawasan Industri
Kendal, PT Jateng Industri Intiland, PT Lesso Technology Indonesia, PT Karyadeka
Alam Lestari, PT Pupuk Kaltim, PT Prestya Citra Mulya, PT Aice Sumatera Industry,
PT Unitedtronik Perkasa Sejahtera, PT Indo Perkasa Usahatama, PT Merdeka
Wirastama, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Tanah Makmur, PT Karyadeka
Alam Lestari, PT Lamicitra Nusantara, PT Bumi Raya Perkasa Nusantara, PT Jateng
Industri Intiland, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Kawasan Industri Seafer,
PT Kawasan Industri Kendal, PTJawa Tengah Lahan Andalan, dan PT Kawasan
Industri Wonogiri.

Berdasarkan data per 31 Mei 2022, berikut adalah rekapitulasi persetujuan
pemanfaatan fasilitas vokasi (insentif super tax deduction) yang telah mencapai
jumlah sebanyak 59 Wajib Pajak, 582 Mitra PKS (516 SMK, 43 Diploma, dan 23

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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BLK/Dinas), 714 PKS, 61.160 peserta, dan estimasi biaya Rp904,92 Miliar. Yang
mencakup 5 sektor diantaranya manufaktur, pariwisata dan industri kreatif, agrobisnis,
kesehatan, dan ekonomi digital. Adapun lokasi tempat vokasi ini mencakup 25 provinsi
antara lain Aceh, Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, NTB, NTT, Riau,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Mencakup
36 kompetensi di bidang manufaktur, 4 kompetensi di bidang pariwisata dan industri
kreatif, 2 kompetensi di bidang agrobisnis, 1 kompetensi di bidang kesehatan, dan 1
kompetensi di bidang ekonomi digital.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, telah dilaksanakan
Pelatihan Cost and Benefit Analysis bagi Industri yang menjadi bagian dari Program
Pelatihan dan Pendidikan Vokasi (TVET) sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar
kerja. Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini adalah untuk memberikan batasan atas
jumlah dana yang digunakan dan merinci jenis sumber dana sehingga dapat
memudahkan industri dalam melakukan pengawasan, merasionalkan sumber dana
dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang masksimal. Melalui CBA
perusahaan dapat belajar dan mempertimbangkan untuk melakukan pemagangan di
perusahaannya.

Pada tanggal 21 April 2022 juga telah dilaksanakan Forum Grup Discussion untuk
membahas terkait Dewan Keterampilan Sektoral Guna Mendukung Pengembangan
Vokasi Berbasis Permintaan (Demand Based) di Indonesia bersama dengan KADIN,
PHRI, ILO, dan GIZ. Melalui FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam
membantu kinerja Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Untuk itu diperlukan
sistem yang jelas terkait keterlibatan industri dalam proses pengembangan
keterampilan, mengingat DUDI merupakan end user dari para tenaga kerja.

Program Kartu Prakerja

Sampai dengan Triwulan Il, terus dilaksanakan diskusi untuk persiapan kebijakan
skema normal. Hasil diskusi telah menemukan beberapa tantangan dalam hal
perencanaan pelaksanaan skema normal kedepan nantinya diantaranya: (i) Untuk
mendorong pelatihan offline dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan
pasar dibutuhkan biaya untuk pelatihan yang lebih besar dari skema bansos,
walaupun akan dilaksanakan secara hybrid, namun akan diutamakan tetap yang
pelatihan offline; (ii) Tantangan dalam mendorong penyelesaian pelatihan offline oleh
penerima dengan komponen biaya insentif yang lebih kecil (bukan lagi semi bansos);
(i) Tantangan dalam pemenuhan target pelatihan offline secar amasif yang
ditargetkan oleh Bapak Presiden yaitu 2 juta/tahun; dan (iv) Kesiapan lembaga
pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan secara offline yang berkualitas dengan
standar yang sama di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan FGD bertemakan kebijakan dan
strategi penyelenggaraan pelatihan skema normal untuk mendapatkan masukkan dari
K/L terkait, akademisi dan professional, asosiasi/industry serta lemabag pelatihan.
Adapun beberapa poin penting hasil FGD tersebut diantaranya: (i) Pelaksanaan
transisi skema semi bansos ke skema normal perlu dilakukan secara bertahap; (i)
Diperlukan dorongan motivasi atau sosialisasi kepada peserta, pentingnya pelatihan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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(khususnya offline) agar termotivasi untuk menyelesaikan pelatihannya, dengan
insentif yang lebih kecil; (iii) Insentif masih diperlukan, dengan besaran yang cukup
untuk akomodasi peserta, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Insentif juga
dapat berupa selain uang, seperti pendampingan atau pelatihan tambahan; dan (iv)
Pelatihan skema normal dilaksanakan secara online, offline, dan/atau hybrid.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan I

Adapun realisasi anggaran dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja untuk IKU 3.2
Presentase Penyelesaian Analis Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja sama dengan IKU 3.1 sebagai berikut:

No| Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran | Output TW| Pencapaian
Il Output
1 Rekomendasi hasil| 1.250.000.000 | 349.943.364 - 30.75%
koordinasi
kebijakan kartu
prakerja
2 Rekomendasi hasil| 1.250.000.000 | 515.881.086 - 45.33%
koordinasi
kebijakan
Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 3.2 berupa Presentase Penyelesaian Analis Kebijakan Bidang
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu:

No Rencana Aksi TW | Status Keterangan

1 Pengolahan data bahan | Terlaksana | Proses pengolahan data dan
penyusunan Policy bahan
Brief

2 | Pengolahan data bahan | Terlaksana | Proses pengolahan data dan

penyusunan Policy bahan
Paper
3 | Penyusunan analisis Terlaksana | Proses penyusunan analisis

Policy Paper tentang
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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4 | Penyusunan Draft Terlaksana | Proses penyusunan draft
Policy Brief tentang
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja

4 Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnyaa Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan
di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Efektif ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase ASN Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang memenuhi jam pelajaran ASN
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase ASN Latar Belakang

Asisten Deputi

Peningkatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pengembangan

Produktivitas Tenaga kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun

Kerja yang memenuhi pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan  mengikuti

jam pelajaran ASN seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking.
Persentase ASN Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang
memenubhi jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam

seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya ,dan benchmarking
merupakan alat untuk mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai
dalam memenuhi jam pelajaran sebanyak 20 jam pelatihan melalui keikutsertaan
dalam FGD/seminar/workshop mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, presentase Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja yang memenuhi jam pelatihan ASN melalui keikutsertaan dalam
FGD/seminar/workshop masih belum dapat dipetakan karena target yang ada
merupakan target tahunan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Satuan | Target Realisasi % Kinerja
IKU-4.1.
4.1. Persentase ASN Asisten
Deputi Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja % 65% N/A N/A

yang memenuhi jam pelatihan
ASN melalui keikutsertaan
dalam FGD/seminar/workshop

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Narasi Capaian Kinerja

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan
dengan baik. Dalam hal ini unit keasdepan mendukung peningkatan SDM yang lebih
baik lagi dengan mendukung keikutsertaan ASN dalam FGD, seminar, dan workshop.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh setiap
ASN dalam menjalankan segala tugasnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan Il Tahun 2022

Adapun realisasi anggaran dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja untuk IKU 4.1
Persentase ASN Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang
memenuhi jam pelatihan ASN melalui keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop
adalah sebagai berikut (gabungan realisasi anggaran kegiatan prakerja dan vokasi
dalam hal mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja):

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW| Pencapaian
Il Output
1 Koordinasi 2.500.000.000 | 865.824.450 - 38.04%
kebijakan
peningkatan
produktivitas
tenaga kerja

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 4.1 Persentase ASN Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja yang memenuhi jam pelatihan ASN melalui keikutsertaan dalam
FGD/seminar/workshop yaitu:

No Rencana Aksi TW I Status Keterangan

1 Keikutsertaan ASN Terlaksana | Telah dilaksanakannya FGD yang
pada program berkaitan tentang Peningkatan
pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja

pelatihan tentang
Peningkatan
Produktivitas Tenaga

Kerja

2 | Keikutsertaan ASN Terlaksana | Telah dilaksanakannya sosialisasi
pada Sosialisasi yang berkaitan tentang
tentang Peningkatan Peningkatan Produktivitas Tenaga

Produktivitas Tenaga

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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4.2. Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
Asisten Deputi
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja

Kerja Kerja

3 | Keikutsertaan ASN Terlaksana | Telah dilaksanakannya workshop

pada Workshop yang berkaitan tentang
tentang Peningkatan Peningkatan Produktivitas Tenaga
Produktivitas Tenaga Kerja

Kerja

Latar Belakang

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan
dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan
administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan,
kebijakan,dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk
mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu
dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana
kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian
yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan
yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan,
pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem
pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan cascading dari “Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik”. Dengan terwujudnya tata kelola diseluruh Asisten Deputi dalam satu
Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang
kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk
menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara
proporsional.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja yang telah terealisasi sebesar 38.04% dari target Tahun
2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Satuan | Target Realisasi % Kinerja
IKU-4.2.
4.2. Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Asisten % 94% 38.04% 50%
Deputi Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja
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Adapun pagu anggaran yang ada di TA 2022 telah mengalami 2 kali refocussing
anggaran sebagai bentuk upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam
Percepatan Ekonomi Nasional (PEN).

Narasi Capaian Kinerja

Capaian presentase pelaksanaan anggaran yang ada merupakan gabungan dari
pelaksanaan kegiatan koordinasi kebijakan program kartu prakerja dan koordinasi
kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang kedua-duanya
merupakan upaya dalam mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Masing-
masing setiap koordinasi kebijakan direalisasikan dengan kegiatan persiapan,
pelaksanaan, dan penyusunan rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan Triwulan I

Adapun realisasi anggaran dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja untuk IKU 4.2
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja sebagai berikut:

No | Output Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW| Pencapaian
1 Output
1 Koordinasi 2.500.000.000 | 865.824.450 - 38.04%
kebijakan
peningkatan
produktivitas
tenaga kerja

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) 4.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Depulti
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu:

No Rencana Aksi TW IlI Status Keterangan
1 [ Monitoring realisasi Terlaksana | Adanya tabel realisasi anggaran
anggaran yang dimonitor setiap bulan sekali
pada pertengahan bulan setiap
tanggal 15
2 | Penyusunan laporan Terlaksana | Dalam proses penyusunan narasi
kinerja EKON-GO kinerja yang akan dipergunakan

dalam pelaporan Ekon-go capaian
kinerja triwulan Il

3 | Pelaporan E-monev Terlaksana | Telah dilaksanakannya pelaporan
Bappenas e-monev bappenas setiap
bulannya sampai dengan triwulan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah
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Laporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan sampai dengan
Triwulan Il Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Triwulan Il Tahun 2022

No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target
Tahun 2022

Realisasi
Triwulan Il

Capaian
(%)

11

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Kebijakan di Bidang Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan yang
Berkualitas

Indikator 1.1  Jumlah
Lapangan Kerja per Tahun

Penyediaan

Juta Orang

2,7-3

4,25

140,24%

2.1

2.2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya
pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi
dan pengendalian di bidang
Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang efektif

Indikator 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Indikator 2.2 Presentase Penyelesaian
Analisis Kebijakan Bidang Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan

Indeks

Presentase

Baik
(3 dari 4)

75

N/A

100

N/A

133

3.1

3.2

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata
Kelola Asisten Deputi Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan yang Baik

Indikator 3.1 Presentase ASN Asisten
Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang Memenuhi
Ketentuan Jam Pelajaran ASN

Indikator 3.2 Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Asisten Depulti
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Persentase

Persentase

65

94

25

47,85

38,46

50,9

Kinerja Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah



1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:
1. Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.Jumlah Penyediaan
Lapangan Kerja per

Tahun

Latar Belakang

Salah satu kinerja utama dari Kementerian Koordinator adalah mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai target yang ditetapkan oleh APBN. Mendorong
pertumbuhan ekonomi adalah upaya berkesinambungan, terstruktur, sistematis,
dan terukur dalam upaya peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah
satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui penciptaan
lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja merupakan penambahan bidang kegiatan dari suatu
usaha/perusahaan/instansi yang membutuhkan tenaga kerja dalam kompetensi
dan jumlah tertentu. Penciptaan lapangan kerja dapat dicapai salah satunya
melalui perbaikan regulasi/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan
harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Penyediaan Lapangan Kerja per tahun merupakan jumlah lapangan kerja yang
tersedia untuk pencari kerja. Dengan meningkatnya Penyediaan Lapangan Kerja
Per Tahun, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan
berdampak pada PDB Nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan 1l tahun 2022, realisasi penyediaan lapangan kerja adalah
sebanyak 4,25 juta. Jumlah tersebut didapatkan dari penambahan jumlah orang
bekerja pada periode Februari 2021 dibandingkan dengan periode Februari 2022
dimana pada periode Februari 2021 jumlah orang bekerja adalah 131,06 juta dan
pada periode Februari 2022 sebesar 135,61 juta. Jumlah penyediaan lapangan
kerja pada Februari 2022 telah mencapai 140,24% dari target per tahun yaitu 2,7-
3 juta tenaga kerja. Adapun ringkasan penyediaan lapangan kerja adalah sebagai
berikut:

Indikator Kinerja . .
Utama Satuan Target Realisasi TW | % Kinerja TW I
IKU-1.1
Penyediaan _ Juta 27-3 4,25+ 140,24%
Lapangan Kerja Orang
Per Tahun

Keterangan: *) data Sakernas Periode Februari 2022

Capaian ini merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali
perekonomian ditengah Pandemi Covid-19 yang belum selesai sepenuhnya.
Capaian realisasi penyediaan lapangan kerja sebesar 4,25 juta orang tidak lepas
dari dukungan dan upaya dari seluruh pihak untuk kembali meningkatkan
perekonomian nasional salah satunya melalui koordinasi Kemenko Perekonomian
selaku ketua KPC-PEN untuk meningkatkan investasi guna menyerap tenaga kerja
serta menahan laju PHK akibat Pandemi Covid-19.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi
Harmonisasi Ketenagakerjaan juga terus berkoordinasi untuk mendorong

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Sertifikast secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
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Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya proaktif untuk memulihkan
kondisi ketenagakerjaan melalui pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang
harmonis dengan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi ketenagakerjaan
dan memperluas kesempatan dan penempatan tenaga kerja.

Meskipun realisasi penyediaan lapangan kerja triwulan 1l menunjukkan kinerja
positif namun dalam pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan ketentuan yang diatur
dalam UU Cipta Kerja secara penuh, salah satunya terkait dengan kebijakan
pengupahan.

2. Selain Pandemi Covid-19, terdapat tren PHK yang dilakukan oleh perusahaan
start-up sehingga menyebabkan adanya pengangguran.

3. Isu global seperti krisis rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina
menyebabkan dampak kenaikan harga bahan baku yang berpotensi adanya
pengurangan produksi atau kenaikan harga dan berefek pada kondisi
ketengakerjaan di Indonesia.

4. Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca putusan MK
mendapat penolakan dari berbagai kalangan sehingga berpotensi
implementasi yang tidak optimal utamanya implementasi di daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk menjaga target
penyediaan lapangan kerja antara lain monitoring implementasi UU Cipta Kerja
beserta aturan turunannya, monitoring perbaikan UU Cipta Kerja pasca putusan
MK, dan percepatan perluasan dan penempatan tenaga kerja khususnya PMI.
Kegiatan tersebut akan terus dilakukan pada triwulan berikutnya untuk mendorong
realisasi penyediaan lapangan kerja tetap terjaga sesuai dengan target.
Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il dan upaya yang akan dilakukan di
triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW II
Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

No | outout Keaiatan Pagu Realisasi Realisasi % Capaian
P 9 Anggaran Anggaran Output Tw Il | Output (*)

1 Rekomendasi 970.486.000 523.836.537 - 50%
Kebijakan (53,98%)
Pengembangan
Ekosistem
Ketenagakerjaan

Keterangan: *) data e-Monev Triwulan Il tahun 2022
Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun
No Keterangan (dapat berisikan
Rencana Aksi TW | Status Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)
Pelaksanaan koordinasi
kebijakan pembukaan kembali Beberapa negara penempatan
1 Penempatan Pekerja Migran Terlaksana | telah membuka kembali
Indonesia di beberapa negara penempatan PMI
penempatan
Monitoring percepatan Beberapa kerjasama
penyelesaian kerja sama penempatan PMI masih belum
2 penempatan Pekerja Migran Terlaksana | selesai terutama dikarenakan

Indonesia dengan beberapa perbedaan kebijakan di
negara penempatan beberapa negara penempatan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
| 4 Q Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
¢ Elektronik
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ditambabh situasi Covid-19
menambah beberapa
pengetatan aturan yang
berpotensi meningkatkan biaya
penempatan
Monitoring dan evaluasi jumlah
3 penempatan PMI berdasarkan Terlaksana Data telah disampaikan dan
data SISMONEYV periode TW I sedang diolah untuk dianalisis
dan data dari stakeholder terkait
o Perluasan penempatan PMI
KoordlnaS| dengan pemangku telah dilakukan dengan
kepentingan terkait update LR
4 Terlaksana | menjajaki kerjasama dengan
rencana perluasan penempatan ; .
PMI potensi negara penempatan di
seluruh kawasan
Monitoring dan evaluasi jumlah . -
. : . Pencapaian yang melebihi
penyediaan lapangan kerja Ditunda dan . -
5 . . target sehingga monitoring dan
berdasarkan Sakernas periode Digeser ; : .
evaluasi masih belum dilakukan
Agustus 2021
Implementasi UU Cipta Kerja
belum sepenuhnya
dilaksanakan terutama terkait
Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengupahan dimana
6 Implementasi UU Cipta Kerja Terlaksana beberapa Pemda menetapakan
Klaster ketenagakerjaan beserta UMP dan UMK tidak sesuai
aturan turunannya dengan aturan UU Cipta Kerja.
Selain itu, implementasi
program JKP juga belum belum
sepenuhnya optimal
Koordinasi dan Monitoring Esgigﬁlk%“;gaﬁflzgnl(rirﬁalui
7 | perbaikan UU Cipta Kerja Terlaksana g draxsan
: rapat koordinasi dengan K/L
sesuai putusan MK .
terkait.
Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
alal
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2 Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di
Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator

kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan
2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.Indeks Kualitas
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pengendalian di

Bidang Harmonisasi

Ekosistem
Ketenagakerjaan

Latar Belakang

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan
alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang harmonisasi ekosistem
ketenagakerjaan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan
efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan
ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan layanan koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Harmonisasi
ekosistem ketenagakerjaan dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

a. Sangat Baik, rentang nilai 85 — 100

b. Baik, rentang nilai 75 — 84

c. Buruk, rentang nilai 65 — 74

d. Sangat Buruk, rentang nilai <65

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan diperoleh melalui
penilaian dari 2 (dua) sub indicator yaitu (i) Persentase Kebijakan Bidang
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti dan (i) Indeks
Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pengendalian Kebijakan.

Persentase Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh unit
kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan
penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian
permasalahan antar Kementerian, pelaksanaan pengendalian Kkebijakan,
pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait
kebijakan tersebut.

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan
merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asdep Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan dengan melakukan survey pelayanan ke
Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata
hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori
penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat
Puas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il tahun 2022, belum terdapat realisasi Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
karena data yang diperlukan untuk menghitung indeks tersebut sedang dalam
tahap pengumpulan. Adapun ringkasan sebagai berikut:

(A

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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N
Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Reaisasi | 9% Kinerja

TW | TW |
IKU-2.1
Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi dan Baik
Pengendalian di Bidang Indeks (3 dari 4) N/A N/A

Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan

Meskipun belum terdapat nilai indeks, Asdep Harmonisasi Ekosistem

Ketenagakerjaan pada Triwulan Il tahun 2022 telah melakukan beberapa kegiatan

yang berkaitan dalam rangka pemenuhan indeks kualitas kualitas koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan

salah satunya melalui pemenuhan target rekomendasi kebijakan bidang ekosistem

ketenagakerjaan. Kebijakan yang telah dikoordinasikan oleh Asisten Harmonisasi

Ekosistem Ketenagakerjaan selama Triwulan Il tahun 2022 antara lain:

e Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terutama kebijakan Jaminan Hari
Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

e Kebijakan Pengupahan terutama kebijakan penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

e Kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terutama terkait
pemberdayaan dan pelindungan purna PMI.

e Kebijakan Bantuan Subsidi Upah tahun 2022 (masih dalam proses
penyusunan kebijakan)

e Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Dalam proses koordinasi kebijakan tersebut, Asisten Deputi Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan tidak lepas dari dukungan dan upaya dari seluruh
pihak untuk menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang berkualitas sehingga
pada akhirnya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Adapun kendala yang menyebabkan belum maksimalnya indeks kualitas kualitas
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang harmonisasi ekosistem
ketenagakerjaan di Triwulan Il antara lain:

1. Masih dijumpai di lapangan perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban
jaminan sosial tenaga kerjanya secara penuh.

2. Terdapat dua tantangan utama dalam peningkatan kepesertaan Jamsostek
yaitu: (i) minimnya pengetahuan pekerja terhadap program jaminan sosial
ketenagakerjaan dan (ii) rendahnya kepesertaan pekerja informal

3. Pelaksanaan JKP belum dapat dievaluasi secara komprehensif karena
program baru di luncurkan pada Februari 2022

4. Penolakan buruh atas Permenaker 2/2022 tentang manfaat JHT
menyebabkan filosofis JHT belum bisa dikembalikan secara semula sesuai
uu.

5. Terdapat disharmoni pengaturan antara UU 24/2011 tentang BPJS dengan
PP yang mengatur terkait pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan TNI/Polri

6. Kenaikan UMP 2022 yang hanya 1,2% menuai penolakan dari kalangan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang menuntut UM Provinsi dinaikkan
sebesar 7-10%

7. Beberapa Daerah tidak mengikuti arahan Pemerintah untuk menetapkan
kenaikan UMP sebesar 1,2% seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

8. Rendahnya manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI sehingga
pelindungan PMI masih belum maksimal

9. Kebijakan Bantuan Subsidi Upah masih belum dapat direalisasikan karena
hambatan anggaran dan penyusunan kebijakan.

10. Pengawasan terhadap warga negara asing belum optimal terutama pada
masa Pandemi Covid-19 sehingga berpotensi penyeludupan tenaga kerja
asing secara unprosedural.

Balai

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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11. Masih tingginya ego sektoral antar

menghambat koordinasi.

Kementerian/Lembaga sehingga

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk menjaga target indeks
kualitas kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang harmonisasi
ekosistem ketenagakerjaan antara lain:

1. Penguatan Koordinasi antara Kemenko Perekonomian, Kementerian
Ketenagakerjaan dan Kementerian/Lembaga lain dalam hal penyelesaian
permasalahan ketenagakerjaan agar tidak diselesaikan dengan ego sectoral

2. Perlu adanya harmonisasi pengaturan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan
pengaturan jaminan sosial bagi ASN dan TNI/Polri. Harmonisasi dilakukan
melalui koordinasi dengan K/L terkait serta Kemenko PMK selaku Kemenko
yang menaungi masalah jaminan sosial secara keseluruhan.

3. Untuk mengatasi tantangan kepesertaan Jamsostek, beberapa rekomendasi
diberikan antara lain: (i) Meningkatkan pelayanan dan akses layanan; (ii)
Menggiatkan sosialisasi melalui pengoptimalan peran agen perisai; (iii)
Harmonisasi peran stakeholder terkait; dan (iv) Pembuatan kebijakan untuk
mendorong kepesertaan pekerja informal

4. Monitoring implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terutama
terkait implementasi klaim manfaat.

5. Koordinasi terkait revisi Permenaker 2/2022 tentang JHT

6. Monitoring penetapan UMP terutama di daerah yang tidak sesuai dengan PP
tentang pengupahan

7. Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah
tahun 2022

8. Koordinasi dan monitoring dengan Kementerian/Lembaga terkait penggunaan
tenaga kerja asing pada masa Pandemi Covid-19

Untuk mendorong indeks kualitas kualitas koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan ditriwulan
berikutnya akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring pasca dikeluarkannya
kebijakan JHT dan JKP, monitoring dan evaluasi penetapan Upah Minimum
Provinsi, koordinasi percepatan penyusunan kebijakan Bantuan Subsidi Upah,
koordinasi dan monitoring pengunaan Tenaga Kerja Asing, dan beberapa kegiatan
koordinasi dan monitoring lainnya. Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il
dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun
2022 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW |
Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

No Output Kegiatan Pagu Realisasi guetallift,a}l:qviv % Capaian
P 9 Anggaran Anggaran p” Output (*)
1 Rekomendasi Hasil | 395.000.000 | 175.330.947 - 43%
Koordinasi Kebijakan (44,39%)
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan

Keterangan: *) data e-Monev Triwulan Il tahun 2022

Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan

No

Rencana Aksi TW |

Status

Keterangan (dapat berisikan
Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Koordinasi monitoring. dan Koordinasi telah dilakukan melalui
SO 9 identifikasi kasus penggunaan
evaluasi kebijakan - >
1 Penaaunaan TKA terutama Terlaksana TKA di masa pandemi
masggPan demi Covid-19 berdasarkan laporan IRESS dan
ASPEK Indonesia
Monltorlng de}n evaluasi Monitoring dan evaluasi kebijakan
implementasi PP Nomor 34 . . o
2 Terlaksana TKA dilakukan di provinsi
Tahun 2021 tentang kepulauan riau
Penggunaan TKA P
Monitorind perkembanaan Kurangnya data dan informasi
3 kebutuhag %batan TKE di Tidak terkait kebijakan jabatan TKA
an) : Terlaksana sehingga pelaksanaan kegiatan
Indonesia dan regulasinya .
belum dapat dilaksanakan
. I Kebijakan pelindungan bagi PMI
E\?;Ldégﬁigbr?ggﬁnng’ dan telah dikoordinasikan antara lain
4 elindunaan {Deker'a Miaran Terlaksana melalui kepesertaan jaminan
Ilondonesig ! 9 sosial bagi PMI dan akses KUR
bagi PMI
Monitoring dan evaluasi Monitoring pelaksanaan JKP telah
kebi'akang rogram Jaminan dilaksanakan di Jawa Timur dan
Kehflan aﬁ nger'aan Batam dengan beberapa kendala
5 gan - J Terlaksana yang ditemukan antara lain
terutama klaim peserta dan kurangnya sosialisasi dan
gzg;;ﬂ;egzrzadap manfaat pelatihan belum
maksimal
Koordinasi kebijakan Pelaksanaan koordinasi dilakukan
6 | Jaminan Sosial bagi Terlaksana dengan K/L terkait terutama untuk
Pekerja Harian sektor perkebunan
Koordinasi, monitoring, dan
evaluasi kebijakan terkait Pelaksanaan monitoring masih
7 | perselisihan hubungan Terlaksana sebatas media monitoring dan
industrial terutama masa analisis sederhana
Pandemi Covid-19
Monitoring dan evaluasi . .
implementasi kebijakan I(\ﬂjol\;l]go(;g]r? Siﬂbg? It(gllgr? engupahan
8 gznmgu;)ka:]hzn sa?jr;ainvestasi Terlaksana dilaksanakan dengan melakukan
paknya p beberapa kunjungan lapangan ke
dan perluasan kesempatan beberapa daerah
kerja P
Data kepesertaan Jamsostek
Monitoring dan evaluasi terus dimonitoring oleh unit
9 kebijakan terkait Terlaksana Keasdepan. Selanjutnya
Kepesertaan Jaminan diharapkan data kepesertaan
Sosial Ketenagakerjaan terbaru dapat dianalisis untuk
dievaluasi
Monev pelaksanaan Perka Kebijakan terkait pembebasan
10 | BP2MI No. 9/2020 tentang Terlaksana biaya bagi PMI telah _d|Iak§_anakan
embebasan biava salah satunya melalui kebijakan
P y akses KUR bagi PMI
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1.3.Persentase
Penyelesaian
Analisis Kebijakan
Bidang Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan

Latar Belakang

Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan
komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan diperlukan analisis kebijakan berupa karya tulis
kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model
Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy
paper, artikel kebijakan dan makalah). Adapun IKU Persentase Penyelesaian
Analisis Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan merupakan
indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas dokumen analisis kebijakan
yang ditargetkan. Dokumen Analisis Kebijakan yang dihasilkan nantinya harus
mendapat persetujuan dari Deputi.

Pada tahun 2022, Keasdepan Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
menargetkan menyusun 8 dokumen analisis kebijakan di bidang Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan. Dengan terpenuhinya Indikator Kinerja ini, diharapkan
tidak hanya mampu meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian di lingkungan Asisten Deputi Bidang Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan, namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan
Kompetensi ASN yang merupakan “ultimate indicator” pada sasaran strategis di
level Kementerian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il tahun 2022, realisasi persentase penyelesaian analisis
kebijakan bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan adalah sebesar 100%
dengan persentase kinerja sebesar 133% dari target yang usulkan. Adapun
ringkasan kinerja persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang harmonisasi
ekosistem ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

R
Indikator Kinerja Utama Satuan Target REglsesl | v e

TW I TW I
IKU-2.2
Persentase Penyelesaian
Analisis Kebijakan Bidang Persentase 75 100 133%

Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan

Pada Triwulan Il tahun 2022, Asdep Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan telah

menghasilkan 3 output analisis kebijakan dan seluruhnya telah dikirimkan kepada

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sehingga

realisasi penyelesaian adalah 100%. Adapun 3 output analisis kebijakan tersebut

antara lain:

1. Policy Brief tentang Usulan Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan
Penyakit Akibat Kerja pada RPP PP 44/2015

2. Telaah Staf tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian bagi Non-PNS (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)

3. Telaah Staf tentang Pemanfaatan Anggaran PEN untuk Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

Selain 3 output yang telah diselesaikan dan dikirimkan kepada Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, terdapat beberapa
output analisis kebijakan yang masih dalam tahap pengerjaan. Ouput analisis
kebijakan tersebut antara lain Policy Brief tentang Efektifitas Pelaksanaan Program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Policy Brief tentang Pemetaan Kebijakan
Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja

Adapun kendala yang dihadapi selama Triwulan Il dalam rangka pemenuhan target
persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang harmonisasi ekosistem
ketenagakerjaan antara lain: (i) Data dan informasi valid yang dibutuhkan kadang

R Balai
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tidak tersedia secara publik sehingga perlu meminta data kepada K/L terkait yang
menyebabkan proses analisis menjadi lebih lama, dan (ii) Proses transisi dari
jabatan struktural ke jabatan fungsional menyebabkan beberapa analis kebijakan
masih menyesuaikan proses kerja dan mekanisme untuk menghasilkan output
berupa analisis kebijakan

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk menjaga target
persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang harmonisasi ekosistem
ketenagakerjaan antara lain: (i) Melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan
meminta data dan informasi secara berkala agar proses analisis menjadi lebih
cepat dan analisis yang dihasilkan valid dari segi data, dan (ii) Secara intens
menghadiri sosialisasi terutama terkait penyusunan analisis kebijakan

Untuk mendorong realisasi persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang
harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan ditriwulan berikutnya akan dilaksanakan
terus berkoordinasi dengan K/L terkait untuk permintaan data dan informasi,
menghadiri sosialisasi dan beberapa kegiatan lainnya seperti workshop, seminar,
dll, serta meningkatkan kuantitas output analisis kebijakan yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il dan upaya yang akan dilakukan di
triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW |
Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Pagu Realisasi Realisasi % Capaian

No Output Kegiatan Anggaran Anggaran Output Tw Il Output(*)

1 Rekomendasi Hasil | 395.000.000 | 175.330.947 - 43%
Koordinasi Kebijakan (44,39%)
Harmonisasi
Ekosistem
Ketenagakerjaan

Keterangan: *) data e-Monev Triwulan Il tahun 2022

Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan

No Keterangan (dapat berisikan
Rencana Aksi TW | Status Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

Pengumpulan data dan informasi
telah dilaksanakan namun perlu
Pengolahan data bahan koordinasi dengan K/L teknis

. - Terlaksana
penyusunan Policy Brief untuk mendapat data dan
informasi yang lebih
komperehensif dan valid

Pengumpulan data dan informasi
telah dilaksanakan namun perlu
Pengolahan data bahan koordinasi dengan K/L teknis

. Terlaksana
penyusunan Policy Paper untuk mendapat data dan
informasi yang lebih
komperehensif dan valid

Analisis telah dilakukan dengan
melibatkan tim internal
berdasarkan data dan informasi
yang ada

Penyusunan analisis Policy
3 | Paper tentang Harmonisasi Terlaksana
Ekosistem Ketenagakerjaan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Draf Policy Brief belum dapat

Penyusunan draft Policy Brief Ditunda disusun karena masih
4 | tentang harmonisasi ekosistem dan melaksanakan pekerjaan
ketenagakerjaan Digeser koordinasi lain yang menjadi

prioritas Keasdepan

3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang Baik

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di

Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator

kinerja yaitu:

1. Persentase ASN Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Memenuhi
Ketentuan Jam Pelajaran ASN

2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.Persentase ASN Latar Belakang
Asisten Deputi Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
Harmonisasi dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan
Ekosistem dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program Keasdepan ditunjang dengan
Ketenagakerjaan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan,
yang Memenuhi kebijakan,dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk
Ketentuan Jam mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang
Pelajaran ASN terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan

suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen
kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan
bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui
fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien,
serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola Asisten Deputi yang baik merupakan cascading dari “Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik”. Dengan terwujudnya tata kelola diseluruh Asisten Deputi dalam
satu Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang
optimal yang kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pengembangan
kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun
pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti Pendidikan dan
pelatihan (seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan
benchmarking). Persentase ASN Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang memenuhi jam pelajaran melalui keikutsertaan dalam
Pendidikan dan pelatihan (seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi,
workshop/lokakarya, dan benchmarking) merupakan alat untuk mengukur
pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi jam pelajaran
sebanyak 20 jam pelajaran melalui keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop
mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan 1l tahun 2022, realisasi persentase ASN Asisten Deputi
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang memenuhi ketentuan jam pelajaran
ASN adalah sebesar 25% atau 38,46% dari target 65%. Adapun ringkasan sebagai
berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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1.5. Persentase Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran Asisten

Realisasi
TW I

% Kinerja

Satuan TWI

Indikator Kinerja Utama Target

IKU-3.1

Persentase ASN Asisten
Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan yang
Memenuhi Ketentuan Jam
Pelajaran ASN

Persentase 65 25 38,46%

Saat ini, ASN pada Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
berjumlah 8 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 ASN yang telah memenuhi
ketentuan 20 Jam Pelajaran selama satu tahun karena yang bersangkutan saat ini
sedang mengikuti pendidikan jenjang S1. Sementara itu, 6 ASN lainnya, hingga
Triwulan Il tahun 2022 belum memenuhi ketentuan 20 Jam Pelajaran. Sehingga
realisasi persentase ASN Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran ASN pada Triwulan Il tahun 2022 adalah
25%.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam rangka pemenuhan target persentase
ASN Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang memenuhi
ketentuan Jam Pelajaran ASN adalah karena belum banyak pelatihan yang relevan
yang diselenggarakan pada Triwulan Il sehingga beberapa ASN belum dapat
memenuhi ketentuan 20 Jam Pelajaran.

Namun, hingga Triwulan 1l tahun 2022, seluruh ASN pada Asisten Deputi
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan aktif dalam mengikuti pelatihan seperti
FGD, seminar, sosialisasi, workshop, dan lainnya. Selanjutnya, diharapkan pada
triwulan  berikutnya penyelenggaraan pelatihan dapat secara intensif
diselenggarakan sehingga target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

Persentase ASN Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
yang Memenuhi Ketentuan Jam
No Keterangan (dapat berisikan
Rencana Aksi TW | Status Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)
1 orang sedang mengikuti
Keikutsertaan ASN pada pendld!kan_ dan pelanhan
- kepemimpinan di LAN.
program Pendidikan dan
1 : s Terlaksana | Kurangnya peserta karena
pelatihan tentang Harmonisasi 4 . :
. - belum jelasnya tindak lanjut
Ekosistem Ketenagakerjaan . . .
informasi pelatihan yang
disampaikan bagian SDM.
Keikutsertaan ASN pada Beberapa ASN telah mengikuti
2 | Sosialisasi tentang Harmonisasi | Terlaksana | kegiatan Sosialisasi yang
Ekosistem Ketenagakerjaan relevan
Keikutsertaan ASN pada Beberapa ASN telah mengikuti
3 | Workshop tentang Harmonisasi Terlaksana | kegiatan Workshop yang
Ekosistem Ketenagakerjaan relevan

Latar Belakang

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program Keasdepan
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Deputi Harmonisasi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program Keasdepan ditunjang dengan

Ekosistem kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan,

Ketenagakerjaan kebijakan,dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk
mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang
terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan
suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen
kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan
bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui
fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien,
serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan cascading dari “Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik”. Dengan terwujudnya tata kelola diseluruh Asisten Deputi dalam
satu Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang
optimal yang kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk
menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian
terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja
secara proporsional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il tahun 2022, realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran
Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan adalah sebesar 19,97%
atau 21,24% jika dibandingkan dengan target selama satu tahun yaitu 94%.
Adapun ringkasan realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten
Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Realisasi | % Kinerja

Indikator Kinerja Utama Satuan Target TW I TW I
IKU-3.2
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Persentase 94 47,85 50,9%

Asisten Deputi Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan memiliki mata anggaran

dengan kode 4545 (kegiatan Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem

Ketenagakerjaan) dengan total anggaran tahun 2022 adalah 1,5 Miliar rupiah.

Anggaran tersebut dibagi menjadi dua output yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
(4545.ABK) dengan total anggaran sebesar 395 juta rupiah

2. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
(4545.ABK) dengan total anggaran sebesar 970.486.000 rupiah

Adapun rincian realisasi anggaran, realisasi output, serta realisasi IKU persentase
kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

. . | Realisasi . L
. % Realisasi % Capaian Realisasi
No Output Kegiatan | Pagu Anggaran Anggaran O_Il_J\}\E):Jt Output (*) KU
1 4545.ABK.001 395.000.000 175.330.947 - 43% 43,70%
(44,39%)
2 4545.PBK.001 970.486.000 523.836.537 - 50% 51,99%
(53,98%)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Total Realisasi IKU 47,85%

Kendala yang dihadapi dalam rangka pemenuhan persentase kualitas pelaksanaan

anggaran Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan antara lain:

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda menyebabkan
beberapa kegiatan masih menggunakan metode online

2. Rencana kegiatan yang telah dibuat tidak seluruhnya dapat dilaksanakan
karena beberapa kondisi seperti data dan informasi yang belum memadai,
sulitnya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dan lainnya.

3. Penyelesaian dokumen administrasi anggaran yang berjenjang sehingga
menyebabkan adanya time lag antara pelaksanaan kegiatan dengan realisasi
anggaran

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk menjaga target
persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan antara lain melalui perubahan serta evaluasi rencana kegiatan
secara berkala dan percepatan penyelesaian dokumen administrasi. Kedepan,
pada triwulan selanjutnya diharapkan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat
seluruhnya dilaksanakan dan time lag antara pelaksanaan kegiatan dan realisasi
anggaran dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il dan
upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022
diproyeksikan dapat tercapai.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan

No Keterangan (dapat berisikan Kendala &

REMGEREL/ALE] 1| SIS Rekomendasi Perbaikan)

Rencana kegiatan dan belanja telah
dilaksanakan namun karena terdapat
pemotongan anggaran sehingga
beberapa rencana direvisi

Melaksanakan
1 | rencana kegiatan dan | Terlaksana
belanja

Melaksanakan

; Rencana kegiatan dan belanja telah
kegiatan dalam

dilaksanakan namun karena terdapat

2 | rangka mencapai Terlaksana hi
output yang pemotongan anggaran sehingga
. beberapa rencana direvisi
diharapkan

Dokumentasi capaian output telah
Mendokumentasikan dilakukan melalui mekanisme arsip,
3 - Terlaksana L
capaian output penyusunan narasi kinerja, dan pelaporan
e-monev

Pelaporan e-monev telah selesai
4 | Pelaporan E-Monev Terlaksana | dilakukan dan tidak melebih batas waktu
yang telah ditentukan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Laporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022
Deput Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

A. Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Triwulan
Il Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
dan UMKM Triwulan Il Tahun 2022

Realisasi
Target s.d Capaian

Tahun 2022 | Triwulan Il (%)

2022

No Indikator Kinerja Utama Satuan

| | Sasaran Strategis 1. Mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan nilai transaksi e-
Commerce, penciptaan wirausaha
baru, kontribusi UMKM terhadap
PDB, peningkatan keterampilan dan
kompetensi kerja/kewirausahaan bagi
masyarakat, dan penciptaan
lapangan kerja.

1.1 | Indikator 1.1 Nilai transaksi e-Commerce Triliun 430 108,5 252 %
Rupiah

1.2 | Indikator 1.2 Pertumbuhan Wirausaha Persentase 3 N/A N/A

1.3 | Indikator 1.3 Kontribusi UMKM Terhadap | Persentase 63 N/A N/A
PDB

1.4 | Indikator 1.4 Jumlah lulusan pelatihan | Juta Orang 2,4 1,589 66,21 %
vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)
per tahun

15 | Indikator 1.5 Penyediaan Lapangan | Juta Orang 2,7-3 4,25 140,24
Kerja Pertahun %

Il | Sasaran Strategis 2. Terwujudnya
Program Kartu Prakerja yang
Berkualitas dan Bermanfaat

2.1 | Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Indeks 3 dari 4 3 dari 4 100 %
Manfaat terhadap Program Kartu
Prakerja

| Sasaran Strategis 3. Terwujudnya
Pelaksanaan Koordinasi. Sinkronisasi
dan Pengendalian yang Efektif

3.1 | Indikator 3.1 Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pengendalian di Indeks 3 dari4 N/A N/A
Bidang Ekonomi Digital,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah

3.2 | Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian
Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi | Persentase 75 N/A N/A
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sasaran Strategis 4. Terwujudnya
Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah yang Baik

41 | Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Indeks 3 dari 4 N/A N/A
Kedeputian

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Triwulan 1l Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi
1 e-Commerce, penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan

keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan
lapangan kerja.

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-
Commerce, penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan
kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja ditunjukkan oleh
pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

Nilai Transaksi e-Commerce

Pertumbuhan Wirausaha

Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun
5. Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

rpown e

1.1.Nilai Transaksi e- Latar Belakang
Commerce

Nilai Transaksi e-commerce merupakan nilai dari transaksi penjualan atau
pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan internet atau
platform e-commerce. Peningkatan nilai transaksi e-commerce tersebut
dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan penguatan
ekosistem ekonomi digital, sehingga dapat menstimulus dan berkontribusi
pada perekonomian nasional.

Metode pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai transaksi e-
commerce adalah persentase data realisasi nilai transaksi e-commerce
terhadap target sasaran tahunan pada RPJMN. Data realisasi nilai
transaksi e-commerce berasal dari data Triwulanan Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2022, nilai transaksi e-commerce mampu
mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang telah
terealisasi sebesar 108,5 triliun atau mencapai 25,2% (data hingga Juni
2022) dari target Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Ssian e Rgallsa5| % Kinerja
Utama Triwulan Il
IKU-1 Triliun
Nilai Transaksi E- . 430 108,5 25,2
Rupiah
commerce

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (Bl) pada Triwulan Il 2022, nilai
agregat e-commerce diperoleh dari 4 (empat) pelaku pasar e-commerce,
yaitu: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli.

Pada laporan Bl periode sebelumnya, kategori produk dengan nilai
transaksi terbesar dalam perdagangan elektronik di Indonesia, yaitu: 1)
fashion; 2) handphone dan aksesoris; 3) personal care dan kosmetik; 4)
rumah tangga dan kantor; serta 5) komputer dan aksesoris. Transaksi e-
commerce masih di dominasi oleh pembeli dan penjual di Pulau Jawa.
Selain itu, sejalan dengan proses koordinasi, telah dilakukan serangkaian
kegiatan diskusi terkait mekanisme pengumpulan data serta upaya
peningkatan nilai transaksi e-commerce.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk meningkatkan
nilai transaksi e-commerce, antara lain: mengidentifikasi isu/
permasalahan kebijakan terkait e-commerce dan digitalisasi sentra UKM/
IKM serta koordinasi kebijakan ekosistem ekonomi digital di tingkat
internasional. Untuk mendorong percepatan pengumpulan data nilai
transaksi e-commerce pada triwulan berikutnya, dilakukan upaya
koordinasi yang lebih intensif dengan Bl dan BPS.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan 1l dan upaya yang akan
dilakukan di triwulan mendatang, target kinerja Triwulan 1l tahun 2022
dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah rincian pelaksanaan rencana
aksi dan capaian kegiatan selama Triwulan Il Tahun 2022.
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital

No Output Pagu Realisasi Realisasi %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output | Capaian
TW I output
1 | Kebijakan | 1.528.348.000 | 824.824.540 | N/A 53,97
di Bidang (53,97%)
Ekonomi
dan
Keuangan
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Nilai Transaksi E-Commerce

No Rencana Status Keterangan (Kendala &
Aksi TW III Rekomendasi Perbaikan)

1. Koordinasi Terlaksana | Dalam rangka mendapatkan data
terkait nilai transaksi e-commerce yang
pengumpulan komprehensif  dilakukan upaya
data e- koordinasi dengan Bank Indonesia
commerce dan BPS.

e Bank Indonesia (BI)

Kami telah melakukan
koordinasi dan monitroting
dengan Divisi Pengembagnan
Data Digital & Big Data,
Departemen  Statistik,  BI.
Berdasarkan hasil koordinasi
dengan BI, diperoleh informasi
bahwa kendala dalam
pengumpulan data e-
commerce Triwulan Il, antra
lain: data tersebut dikelola oleh
Bl dan prosesnya masih dalam
internalisasi Bl dan
memerlukan waktu agar
diperoleh data yang lebih
lengkap dan komprehensif,
sehingga data tersebut akan
diperoleh pada bulan Agustus
2022.

e Rekomendasi perbaikannya,
kami akan terus melakukan
koordinasi dengan Bl secara
lebih intensif untuk dapat
mempercepat  pengumpulan
data e-commerce dimaksud,
dan mendorong formulasi kerja
sama dalam pengumpulan
data tersebut.

e BPS
Menurut  hasil  koordinasi
dengan Direktorat Statistik
Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata,
BPS, diperoleh informasi
bahwa BPS akan
menyelenggarakan pendataan
survei e-commerce 2022 yang
akan digunakan  sebagai
referensi data terkait e-
commerce dan merupakan
kelanjutan dari Buku Statistik
E-Commerce 2022. Adapun
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kendala terkait kebijakan dan
regulasi pengumpulan data e-
commerce, antara lain:

0 Rancangan Peraturan
Kepala BPS sebagai payung
hukum pengumpulan data e-
commerce masih  dalam
proses finalisasi di BPS;

0 BPS sebagai penanggung
jawab pengumpulan data e-
commerce sedang berfokus
dalam pembangunan
infrastruktur perekaman dan
berbagi pakai data;

0 Perjanjian atau kesepakatan
mengenai jenis/klasifikasi
data yang akan digunakan
dalam proses “berbagi pakai
data” akan dituangkan dalam
bentuk NDA antara BPS dan
Platform e-commerce dan
saat ini masih dalam proses
internal BPS

0 Survei e-commerce 2022
akan mencakup informal e-
commerce (pelaku usaha
yang melakukan transaksi
melalui media sosial) dan
agar lengkap dan
komprehensif sedang dalam
pembahasan untuk menggali
data melalui marketplace.
Namun pembatasan
anggaran menjadi tantangan
pelaksanaan survei dan
pelaksanaannya hanya
mampu untuk level nasional
dengan sample lebih sedikit

Rekomendasi perbaikannya,
kami akan terus melakukan
koordinasi dengan BPS untuk
mempercepat upaya
penyelesaian  regulasi  dan
kebijakan tersebut. Harapannya
tujuan survei adalah menyusun
dukungan materi untuk PDB
dengan menyajikan volume dan
transaksi e-commerce. Payung
hukum sangat diperlukan agar
tidak ada resistensi dari industry

e-commerce.
2. Kerjasama Terlaksana | Inisiasi adanya kerjasama antara
Kemenko Kemenko Perekonomian dan
Perekonomian Microsoft dimulai setelah adanya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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dengan pertemuan antara Menko

Pelaku Perekonomian dengan EVP
Usaha/ Microsoft Global pada 25 Februari
Asosiasi 2021. Pada pertemuan tersebut

menyepakati untuk membuat suatu
kerjasama antara Kemenko
Perekonomian dan  Microsoft
dalam bentuk Memorandum of
Understanding (MoU) dan Non-
Disclosure  Agreement (NDA).
Sebagai langkah konkrit inisiasi
tersebut, hasilnya pada tanggal 15
Juni 2022 telah dilaksanakan
penandatangan MoU antara
Microsoft dengan Kemenko
Perekonomian. Tujuan MoU
tersebut adalah untuk mendorong
penguatan ekosistem dan
transformasi  ekonomi  digital,
terutama terkait inovasi teknologi
dan kecerdasan buatan (artificial
intelligence), literasi digital, tata
kelola data yang baik, akselerasi
industri 4.0 di Indonesia, serta
program inkubasi ekonomi digital.
Implementasi MoU tersebut akan
dilaksanakan  melalui : (1)
Pembentukan  kelompok kerja
(Digital Leadership Working Group)
dalam rangka menyelaraskan
kebijakan percepatan transformasi
digital dan memberikan
rekomendasi solusi digital pada
sektor prioritas; (2) Pertukaran data

dan informasi; 3
Penyelenggaraan kegiatan
bersama dalam bentuk
Workshop/lokakarya; (4)
Pengembangan konsep Pusat
Pengembangan Kecerdasan

Buatan Nasional (National Al
Center) yang diselaraskan dengan
inisiatif Pusat Industri Digital
Indonesia 4.0 (PIDI 4.0); (5)
Kegiatan penerapan teknologi
tepat guna yang dimiliki Microsoft
dan Mitra Kerja-nya; serta (6)
Rencana kegiatan pengembangan
digital skilling yang melibatkan K/L
terkait.

Adapun  tindak lanjut  dari
penandatanganan MoU tersebut
adalah penyiapan implementasi
sesuai dengan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak
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Balai

'd Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
Elektronik

N\ tandatangan dengan stempel basah



3. Identifikasi Terlaksana | Dalam rangka mendorong

isu/ distribusi manfaat yang inklusif dari
permasalahan pengembangan ekosistem digital
kebijakan secara massive, dilakukan inisiatif
terkait e- percepatan digitalisasi UKM/IKM,
commerce mengingat UKM/IKM merupakan
dan tulang punggung perekonomian
digitalisasi nasional yang perlu ditingkatkan
sentra UKM/ daya saingnya.

IKM

Adapun peluang dan sekaligus
tantangan adalah  banyaknya
inisiatif terkait digitalisasi UKM/IKM
yang parsial. Untuk itu, perlu
dibangun adanya keberlanjutan
skema/program digitalisasi
UKM/IKM agar dapat
meningkatkan skala usaha,
memperluas potensi pasar, serta
meningkatkan daya saing pelaku
UKM/IKM. Adapun skema/program
disusun bersama dengan pelaku
industri (platform digital), asosiasi
dan K/L terkait. Diharapkan
skema/program tersebut dapat
menjadi standar dan acuan dalam
percepatan transformasi digital di
sektor ekonomi, khususnya
UKM/IKM.

Salah satu inisiatif yang berjalan
adalah optimalisasi Pusat Layanan
Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT)
untuk meningkatkan akselerasi
pengembangan potensi ekonomi
digital dan produk UKM/IKM di
daerah. PLUT diproyeksikan dapat
menjadi hub dalam proses literasi
dan kapasitas digitalisasi UKM/IKM
sehingga dapat mendorong
percepatan/peningkatan usaha.

Beberapa tantangan optimaliasi
PLUT, yaitu: (i) banyak PLUT yang
belum terkelola optimal; (i) PLUT
memiliki kesiapan dan kapasitas
SDM yang beragam; dan (iii) PLUT
perlu memiliki standar kurikulum
yang relevan dengan kondisi dan
kebutuhan digitalisasi para pelaku
UKM/IKM di wilayah binaannya,
sehingga bs memberikan dapak
yang lebih  signifikan  bagi
perekonomian daerabh.

Tindak lanjut dari kegiatan ini, akan

dipilih beberapa lokasi prioritas
berdasarkan keunggulan potensi
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UMKM, kesiapan pengelola, serta
aksesibilitas lokasi. Nantinya pada
lokasi terpilih akan dilakukan
piloting optimalisasi PLUT untuk
akselerasi pengembangan potensi
ekonomi digital dan produk UMKM
di daerah.

Sebagai tahap awal, Asisten
Deputi Ekonomi Digital telah
melakukan sinergi kegiatan
bersama Asisten Deputi PEMK
Kemenko Perekonomian, dan
Asisten Deputi Pengembangan
Ekosistem Bisnis KemenKopUKM,
untuk meningkatkan literasi digital
bagi UMKM, melalui pelaksanaan
Pelatihan Digitalisasi Pemasaran
dan Manajemen Produk Halal bagi
Koperasi, UMKM dan Wirausaha di
PLUT KUMKM di Bali pada tanggal
30 Juni 2022. Dalam kegiatan
tersebut Asisten Deputi Ekonomi
Digital mendorong keterlibatan
Asosiasi Fintech Indonesia
(AFTECH) dalam memberikan
edukasi dan literasi manajemen
keuangan digital.

Guna mendorong integrasi yang
lebih kuat, Asdep Ekonomi Digital
berupaya membangun inisiasi
kegiatan koordinasi untuk
mendorong akselerasi
pengembangan potensi ekonomi
digital dan produk UMKM di daerah
melalui optimalisasi peran PLUT-
KUMKM. Diharapkan integrasi
pengelolaan PLUT-KUMKM
dengan berbagai dukungan terkait,
dapat mendorong percepatan
transformasi UMKM ke dalam
ekosistem digital secara lebih
komprehensif. Adapun pada tahap
awal telah diidentifikasi 2 lokus
prioritas yaitu: PLUT Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat dan PLUT
Kabupaten Pekalongan, Jawa
Tengah.

Adapun pada tanggal 7-8 Juli 2022
perwakilan Asisten Deputi Ekonomi
Digital bersama Platform Shipper
telah melaksanakan kegiatan
koordinasi bersama pengelola
PLUT-KUKM Kabupaten Kuningan
untuk mengidentifikasi kesiapan
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dan potensi daerah khususnya
dalam pembinaan  digitalisasi
UMKM berbasis PLUT. Diharapkan
melalui program yang di desain
sesuai kebutuhan UMKM lokal,
dapat mendorong akselerasi yang
lebih optimal dalam pembinaan
digitalisasi UMKM. Sebagai
tindaklanjut, direncanakan dapat
dilaksanakan kerja sama dan
kolaborasi pembinaan UMKM
melalui program pelatihan, antara
lain: (i) penguatan manajamen
logistik UMKM, (i)
manajemen/literasi keuangan
digital, serta (iii) perluasan akses
pasar UMKM. Adapun
pelaksanaan kegiatan
direncanakan akan  didahului
dengan penandatanganan MoU
antara Pemda Kabupaten
Kuningan dengan pihak terkait
yang disaksikan oleh Kemenko
Perekonomian.

4. Koordinasi Terlaksana | Persiapan  keketuaan = ASEAN
kebijakan Indonesia pada tahun 2023, telah
ekosistem sepakati penyusunan PEDs
ekonomi Indonesia untuk 2023 yang
digital dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
transformasi strategic thrust, yakni 1) Recovery-
digital, rebuilding; 2) Digital Economy; dan
termasuk e- 3) Sustainabilitiy. Identifikasi PEDs
commerce di Indonesia telah dilakukan dengan
tingkat memetakan Isu penting dari badan
internasional sektoral ASEAN dan isu prioritas

Indonesia dalam Presidensi G-20.
PEDs merupakan program-
program utama ASEAN yang akan
diselesaikan dalam kurun waktu 1
(satu) tahun selama masa
keketuaan yang juga bersifat
sebagai legacy suatu negara.

Berdasarkan hasil rakor tingkat
eselon 1 terkait penetapan usulan
PED Indonesia vyang telah
dilaksanakan pada 30 Juni 2022,
terdapat 3 opsi yang diusulkan
menjadi nama PED di bawah
koordinasi ACCEC vaitu: (i)
Finalisation of the Study and
Launching of the Reference
Paper/Explanatory Discussion of
the ASEAN Dgital Economy
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Framework Agreement (DEFA); (ii)
Launching of the  Scoping
Paper/Guiding Principle
Negotiation of the ASEAN DEFA;
dan (iii) Leaders’ Statement on the
Launch of the ASEAN DEFA
Negotiation.

Tindak lanjut dari kegiatan ini
adalah ASEAN Member States
(AMS) sepakat untuk
menyelenggarakan Special
ACCEC Meeting pada Semester Il
Tahun 2022 guna membahas
usulan PED Indonesia. Indonesia
juga secara internal dengan K/L
terkait akan mengadakan
pendalaman dan koordinasi
mengenai persiapan pembentukan
PED Indonesia, mekanisme rapat,
dan logistik pertemuan-pertemuan
ASEAN pada tahun 2023, hal ini
juga memastikan bahwa K/L yang
menjadi pengampu dalam badan
sektoral ASEAN mendapatkan
dukungan anggaran pada
keketuaan nanti.

1.2.Pertumbuhan Latar Belakang

wirausaha
Pertumbuhan Wirausaha merupakan tren peningkatan masyarakat yang

berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya
Pertumbuhan Wirausaha diharapkan dapat mendorong kuantitas dan
kualitas UMKM sehingga berdampak pada kontribusi UMKM terhadap
Product Domestic Bruto (PDB). Kewirausahaan dan UMKM adalah hal
yang tidak dapat dipisahkan. UMKM merupakan suatu kegiatan usaha
bisnis dari perwujudan kewirausahaan.

Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi salah satu aspek pertumbuhan
ekonomi. Wirausaha baru merupakan wirausaha yang memiliki rencana
usaha dan sudah memulai kegiatan berwirausaha dalam jangka waktu
kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak pendirian usaha, yang telah
dicatatkan (teregistrasi) pada lembaga perizinan yang ditetapkan atau
dalam sistem informasi kewirausahaan. Prosedur penciptaan wirausaha
baru bertujuan untuk meningkatkan warausaha baru yang bertahan
dengan memanfaatkan peran dari inkubasi bisnis, pendampingan usaha,
dan pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Pendidikan,
Lembaga Mitra, Penyedia Layanan Teknis Pendampingan Usaha, dan
Inkubator Bisnis

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, IKU Pertumbuhan Wirausaha yang telah
terealisasi sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2022 sebesar
3% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan  Target Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-1.2 %
Pertumbuhan (Perse 3% N/A N/A
Wirausaha n)

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi
Kewirausahaan

Masyarakat dan

No | Output Kegiatan | Pagu Realisasi Realisasi | %
Anggaran | Anggaran | Output Capaian
TWII Output
1 Rekomendasi 1.100.000. | 562.015.6 N/A 50%
Kebijakan 000 14 (47,2%)
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
dan
Kewirausahaan
2 Rekomendasi 900.000.0 | 391,162,8 N/A 50%
Kebijakan 00 91 (48,3%)
Pengembangan
Kewirausahaan
Pertumbuhan Wirausaha
No Rencana Status Keterangan (Kendala & Rekomendasi
Aksi TW I Perbaikan)

1 FGD/rapat | Terlaksana e Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi

koordinasi/ Evaluasi SISMONEV B-04 Tahun 2022
monitoring terkait renaksi Kementerian
evaluasi Ketenagakerjaan tanggal 13 Juni 2022.

Terkait renaksi Program Perluasan
Kesempatan Kerja: Tenaga Kerja

Mandiri Pemula target output BO4 yang

9

Y
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telah ditetapkan yaitu juknis, namun
berdasarkan pelaporan dan data
dukung yang diupload masih berupa
draft juknis dan belum ditandatangani,
serta belum melampirkan laporan
sosialisasi, dan laporan pengembangan
sistem (rekap juknis) sehingga capaian
output disepakati masih mencapai 80%.
Program Perluasan Kesempatan
Kerja: Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Lanjutan target output BO4 yang telah
ditetapkan  yaitu  juknis, namun
berdasarkan pelaporan dan data
dukung masih berupa konsep juknis
TKM pemula sehingga capaian output
masih 0%.

e Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi
Evaluasi SISMONEV B-04 Tahun 2022
terkait renaksi Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia tanggal 13
Juni 2022.

e Terkait renaksi Pengembangan
Program Pemberdayaan Pekerja
Migran Indonesia Purna dan
Keluarganya dengan kriteria output
tahun 2022 yaitu jumlah
PMI/Keluarganya yang mendapatkan
fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan
sosial (orang). Untuk capaian B04
sebesar 80 orang atau 200% dari target
40 orang. Namun belum BP2MI belum
data dukung belum dilengkapi dengan
dokumentasi kegiatan pelatihan.

2. Analisis Terlaksana | Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi
kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional
terkait pada tanggal 29 Juni 2022.
penguatan Dalam rangka implementasi Perpres 2/2022
ekosistem tentang Pengembangan Kewirausahaan
kewirausah Nasional tahun 2021-2024 di daerah masih
aan dalam rendah, sehingga diusulkan untuk percepatan
mendukun implementasi kebijkan tersebut perlu dikawal
g iklim oleh Kemendagri. Dalam hal ini perlu
bisnis menyusun RKPD tahun 2023 Kemendagri
wirausaha memasukan wirausaha sendiri dan tidak

digabung dengan UMKM, jadi perlu item
khusus terkait wirausaha dan Pemda bisa
langsung mengalokasikan anggarannya guna
mencapai target RPIJMN.

Selain itu, Kemenkop UKM selaku Ketua
pelaksana Komite Pengembangan
Kewirausahaan Nasional masih kesulitan
dalam permintaan update capaian dan data

= Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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dukung berupa matriks profile wirausahanya
sebagai lampiran capaian K/L teknis sebagai
pelaporan capaian pengembangan
kewirausahaan ke presiden.

Diusulkan agar dapat dilakukan rakor secara
insentif dalam rangka mengawal
implementasi dan pelaporan capaian
kewirausahaan nasional

1.3 Kontribu Latar Belakang
si UMKM Kontribusi UMKM Terhadap PDB merupakan kontribusi nilai
tF?[r)réadap produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi

UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Nasional sesuai dengan
indikator atas sasaran penguatan kewirausahaan, UMKM, dan
Koperasi dalam RPIMN 2020-2024. Dukungan tercapainya kontribusi
UMKM terhadap PDB melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
UMKM diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua
lapangan usaha dan berkontribusi besar terhadap peningkatan
pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan
pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB dapat diestimasi
melalui perhitungan total nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh
sektor ekonomi berskala UMKM dibanding terhadap total nilai Produk
Domestik Bruto Nasional lalu dikalikan 100%. Sampai saat ini sumber
data utama Kontribusi UMKM terhadap PDB diperoleh dari data
Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan data KemenKUKM
(2018) yang masih digunakan hingga tahun 2020, jumlah UMKM
mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,07%
atau senilai Rp 8.573,89 Triliun.

Kemenko Perekonomian khususnya Deputi Bidang Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan Koperasi dan UMKM memiliki kewajiban
untuk mengkoordinasikan kebijakan guna memajukan dan
meningkatkan daya saing UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut,
maka Deputi IV melakukan koordinasi dan sinergi Program
Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster serta koordinasi
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM
Tahun 2022 dengan K/L terkait. Melalui koordinasi dan sinergi tersebut
diharapkan dapat menjadi dasar dan penguatan dalam pengambilan
keputusan kebijakan UMKM kedepannya hingga dapat berimplikasi
dalam mendukung tercapainya target kontribusi UMKM terhadap PDB
Indonesia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Perhitungan kontribusi UMKM terhadap PDB dilakukan secara periodik
tahunan. Hingga laporan ini disusun, perhitungan kontribusi UMKM

= Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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dalam PDB nasional s.d Triwulan Il Tahun 2022 belum dirilis, sehingga
realisasi dan capaian pada indikator persentase kontribusi UMKM
dalam pembentukan PDB belum dapat dicantumkan. Adapun target
kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2022 sebesar 63% dengan
ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja
Utama
IKU-1.3 Persentase 63% N/A N/A

1.3. Kontribusi
UMKM terhadap
PDB*

Satuan Target Realisasi % Kinel

*) Keterangan: Kontribusi UMKM terhadap PDB dihitung secara
tahunan

Berdasarkan hasil capaian Triwulan Il tahun 2022, target Kontribusi
UMKM terhadap PDB Tahun 2022 belum bisa diukur, dikarenakan
belum adanya data terbaru. Data yang akan digunakan bersumber dari
Kementerian Koperasi dan UKM. Beberapa upaya yang telah
dilakukan pada Triwulan Il untuk mendukung pencapaian kontribusi
UMKM terhadap PDB yaitu melalui rekomendasi atas hasil koordinasi
dan sinergi Program Pengembangan UMKM melalui Pendekatan
Klaster serta rekomendasi atas hasil koordinasi Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022.

Untuk mendorong tercapainya kontribusi UMKM terhadap PDB, di
triwulan berikutnya akan dilakukan koordinasi pembahasan tindak
lanjut dan percepatan terkait Sinergi Program Pembinaan UMKM
melalui Pengelolaan Terpadu (Factory Sharing) Guna Mendukung
Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem  Berdasarkan dan
pembahasan tindak lanjut terkait Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) Dukungan UMKM Tahun 2022. Melalui upaya kinerja
Triwulan 1l dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang,
maka diharapkan target kinerja tahun 2022 dapat tercapai..

Pelaksanaan Rencana Aksi

Realisasi output untuk pencapaian IKU Kontribusi UMKM terhadap
PDB sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022 mencapai 25% dari target
output IKU tahun 2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi
output disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

= Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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No

Output
Kegiatan

Pagu
Anggaran

Realisasi
Anggaran

Realisasi
Output TW II

%
Capaian
Output

Rekomendasi
Kebijakan
dalam

417.650.000

253.743.133
(60,75%)

1
Rekomendasi
Kebijakan

50%

Peningkatan
Kontribusi
UMKM
terhadap
PDB

Kontribusi UMKM terhadap PDB

No Rencana Aksi TW IllI Status Keterangan (Kendala &
Rekomendasi
Perbaikan)

1 Rencana Aksi dari inisiatif Terlaksana eSelama periode Triwulan
strategis Koordinasi dan dengan Il telah terlaksana tujuh
Sinergi Program perubahan kali pembahasan
Prengembangan UMKM Sinergi Program
melalui Pendekatan Pembinaan UMKM
Klaster kedepannya Melalui Pengelolaan
dispesifikasi dengan nama Terpadu (Factory
rencana aksi “Sinergi Sharing) Guna
Program Pembinaan Mendukung  Program
UMKM Melalui Pengentasan
Pengelolaan Terpadu Kemiskinan Ekstrem

(Factory Sharing) Guna
Mendukung Program
Pengentasan
Kemiskinan Ekstrem”

pada April 2022 (tanggal
11, 20 pagi, 20 siang,
dan 21), 23 Mei 2022,
dan Juni 2022 (tanggal

23 dan 28) yang
melibatkan Bappenas,
Kemenkop UKM,

Pemda, dan K/L terkait.
Selain itu, selama Juni
2022, telah
dilaksanakan tinjauan
lapangan Major Project
(MP) Pengelolaan
Terpadu di lokus Aceh,
NTT, dan Sukoharjo.
Dari rapat pembahasan
dan tinjauan lapangan

tersebut  diidentifikasi
dan diinventarisasi
berbagai tantangan,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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kebutuhan, serta solusi
dalam pengembangan

MP masing-masing
lokus.

Dalam proses rapat
pembahasan dan
tinjauan lapangan
tersebut ditemukan
kendala/isu bahwa

beberapa K/L belum
mengalokasikan

program dan anggaran
di lokus MP meskipun
sudah di-tagging oleh
Bappenas.  Sehingga
diperlukan  komitmen
K/L dan upaya untuk
koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi
baik dari sisi program
maupun anggaran dari

berbagai K/L dan
stakeholders terkait
lainnya. Rakor dan
komunikasi bersama
K/L terkait terus
dilakukan untuk
mengurai berbagai

kendala yang dihadapi
di lokus MP

Koordinasi dan Monitoring
Capaian Program
Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) Dukungan
UMKM Tahun 2022

Terlaksana

Telah terlaksana rapat
dan pembahasan terkait
penyaluran BPUM
Tahun 2022 pada
tanggal 19 April 2022
serta pembahasan
persiapan pelaksanaan
PEN Dukungan UMKM
Tahun 2022 ( 8 Juni
2022 dan 29 Juni 2022)
bersama Kemenkop
UKM, Kemenkeu.

Stimulus PEN
Dukungan UMKM
Tahun 2022 yang sudah
berjalan yaitu: (i) Subsidi
Bunga KUR; (ii) Imbal
Jasa Penjaminan; dan
(iif) Bantuan Tunai untuk
Pedagang Kaki Lima,
Warung, dan Nelayan
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1.4 Jumlah lulusan
pelatihan vokasi
(Pelaksanaan Kartu
Pra-Kerja) per
tahun

(BT-PKLWN)

e Telah dilakukan
koordinasi secara rutin
per-minggu, baik
dengan tim Komite
PCPEN, Kemenkop
UKM, dan Kemenkeu.

e Dalam proses
koordinasi  ditemukan

isu terkait sustainability
program BPUM yang
masih dalam proses
reviu oleh Kemenkeu,
serta program yang
terealisasi lebih sedikit
bila dibandingkan tahun
2021.

e Pelaksanaan rapat
monitoring dan evaluasi
akan terus dilakukan
(bila diperluka) guna
meng-update realisasi
yang telah berjalan.
Selain itu, koordinasi
secara rutin dilakukan
per-minggu, baik
dengan tim  Komite
PCPEN, Kemenkop
UKM, dan Kemenkeu
untuk mengetahui
perkembangan stimulus
PEN dukungan UMKM.
e Telah dilakukan rakor
guna memperbaiki
sistem dan mekanisme
BPUM sebagaimana
temuan BPKP.

Latar Belakang

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang
ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK dan atau
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan.
Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja merupakan individu/perorangan
yang telah menerima Kartu Prakerja dan telah menyelesaikan minimal
pelatihan pertama. Dengan meningkatnya jumlah lulusan Program Kartu
Prakerja, maka juga akan berdampak pada semakin meningkatnya
keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan penerima manfaat Program
Kartu Prakerja baik itu melalui skilling, upskilling dan reskilling.

Adapun persyaratan lain untuk menjadi Penerima Kartu Prakerja selain hal
yang disebutkan diatas adalah WNI, berusia paling rendah 18 tahun, tidak
sedang mengikuti pendidikan formal.

o
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Agar Program Kartu Prakerja lebih tepat sasaran dan tepat guna, maka
terdapat beberapa golongan yang di blacklist untuk mendapatkan Kartu
Prakerja, yaitu:

Pejabat Negara;
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Aparatur Sipil Negara;

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1

2

3

4.  Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

5

6 Kepala Desa dan perangkat desa; dan
7

Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Dan tidak terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial, bukan Penerima Bantuan
Subsidi Upah (Kemnaker dan Kemendikbud), dan bukan penerima Bantuan
Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan per Kartu Keluarga (KK) maksimal hanya 2
orang Penerima Kartu Prakerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan 1l Tahun 2022, jumlah Penerima Kartu Prakerja sebanyak
1.589.112 orang atau mencapai 66.21% dari target tahun 2022 adalah 2,4 juta
Penerima Kartu Prakerja dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja . .
! \ner Satuan Target Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-1.4
1.4. Jumlah Juta
lulusan pelatihan 2.4 juta 1.589.112 66,21 %
. orang

vokasi (Pelaksanaan
Kartu Prakerja)

Narasi Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan capaian
Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja setiap kwartal dibandingkan
dengan Target Penerima Program Kartu Prakerja Tahun 2022.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, telah dibuka pendaftaran 12 gelombang
(batch) dengan rincian sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Batch Pembukaan | Renufupan Ditetapkan | Jumlah yang
Pendaftaran. | Pendaftaran, ditenima
23 17 Eghruan 20 Egbruarn 9 Maret. 50.000 orang
24 17 Maret 21 Marst 28 Maret 171.823 orang
25 29 Maret 4 April 5 April 115.917 orang
26 8 April 13 April 18 April 58.213 orang
27 20 April 24 April 28 April 106.734 orang
28 9 Mei 13 Mei 14 Mei 162.949 orang
29 16 Mei 19 Mei 20 Mei 205.650 orang
30 21 Mei 27 Mei 27 Mei 200.649 orang
31 28 Mei 3 Juni 4 Juni 156.185 orang
32 8 Juni 11 Juni 13 Juni 197.663 orang
33 17 Juni 20 Juni 23 Juni 147 .719 orang
34 25 Juni 28 Juni 30 Juni 138.850 orang

Realisasi penerima Kartu Prakerja ini menunjukkan pencapaian yang semakin
membaik dari Triwulan | yang hanya tercapai sebesar 221.823 orang (9.2%).
Sampai dengan Triwulan Il jumlah penerima Kartu Prakerja telah meningkat
menjadi sebesar 1.589.112 orang atau 66.21% dari target capaian tahun 2022
sebesar 2.4 juta orang. Adapun kuota penerimaan yang berbeda jauh antara
Triwulan | dan Triwulan Il disebabkan karena pada Triwulan | terjadi telatnya
pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja dan hanya membuka 2
gelombang pendaftaran dikarenakan adanya perbaikan PKS melalui
Adendum kedua antara Sesmenko Perekonomian dengan Dirjen Dukcapil
Kemendagri dan pada awal tahun 2022 baru dimulainya penggunaan face
recognition (FR) dalam proses seleksi penerima Kartu Prakerja dengan kuota
yang sangat terbatas.

Dalam pemanfaatan FR ini juga mendapat masukkan dari KPK untuk tidak
menggunakan FR berbayar sehingga terus dilakukan upaya untuk
meningkatkan kuota FR dari Dukcapil. Pada tanggal 11 April 2022 telah
dilaksanakan rapat pembahasan pemanfaatan FR yang dihadiri oleh Direktur
Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Kependudukan Dukcapil Kemendagri,
Deputi Il KSP, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, BPKP, LKPP, Kepolisian
Rl, dan Biro HO dan Inspektorat Kemenko Perekonomian. Dalam rapat
tersebut menghasilkan 2 alternatif solusi atas permasalahan FR vyaitu: (i)
Pengadaan Server dan Storage yang dibutuhkan oleh Dukcapil untuk
meningkatkan kuota akses hit/hari sesuai permintaan Manajemen Pelaksana,
dan (ii) Pemanfaatan FR berbayar, dengan syarat mendapatkan rekomendasi
tertulis dari KPK yang memperbolehkan pemanfaatan FR berbayar karena
dalam rekomendasi KPK sebelumnya hal ini tidak diperbolehkan. Sampai
dengan Triwulan Il masih terus diupayakan untuk meningkatkan kuota
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kemampuan FR agar dapat mencapai kuota 150.000 hit/hari sesuai dengan
permintaan manajemen pelaksana program kartu prakerja. Terkait dengan 2
alternatif diatas sampai dengan Triwulan 1l masih dalam proses tindak lanjut
terlebih khusus dalam hal skema pemberian anggaran yang tepat kepada
Dukcapil untuk dapat melaksanakan pengadaan server dan storage untuk
menambah kuota yang dibutuhkan Manajemen Pelaksana dalam
menjalankan Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW Il dan Capaian Kegiatan TW 2 Tahun 2022

Adapun realisasi anggaran dalam rangka koordinasi kebijakan Program Kartu
Prakerja sebagai berikut:

No Output Pagu Realisasi Realisasi | %

Kegiataan Anggaran Anggaran Output Pencapaian
TW 2 Output

1 Rekomendasi | 1.250.000.000 | 349.943.364 | - 30,75 %
hasil
koordinasi
kebijakan
Kartu
Prakerja

Adapun beberapa rencana aksi Triwulan II Tahun 2022 dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) 1.1 berupa Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja
yaitu:

N\
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pilot project skema
normal pelatihan offline
dan hybrid sebagai dasar
kebijakan skema normal
Semester 2 Tahun 2022

No Rencana Aksi TW II Status Keterangan
1 Pelaksanaan Kartu Terlaksana | Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2022
Prakerja skema semi Program  Kartu Prakerja  masih
bansos pada semester | dilaksanakan dalam bentuk skema semi
Tahun 2022 bansos sesuai keputusan Komite Cipta
Kerja
2 Evaluasi pelaksanaan Terlaksana | Manajemen Pelaksana telah

menjalankan pilot project skema normal,
10-26 Januari 2022 dengan melibatkan
500 peserta. Beberapa hasil temuan
pada pilot project skema normal yang
dapat dijadikan evaluasi persiapan
pelaksanaan skema normal:

1.Drop-out Rate tinggi pada pelatihan
dengan komponen tatap muka;

2.Tingkat Penyelesaian Terendah pada
mode Blended, lalu offline, dan online;

3.Insentif pasca pelatihan yang kecil;

4.Pelatihan online lebih efisien dari segi
biaya;

5.Peserta Unggul yang berhasil
menyelesaikan pelatihan; dan

6.Keikutsertaan Uji Kompetensi paling
tinggi pada pelatihan offline.

Berdasarkan hasil Pilot Project tersebut,
MPPKP merekomendasikan antara lain
perlunya seleksi peserta dengan kriteria
unggul, mendorong Peran LP untuk
mendorong penyelesaian pelatihan, dan
melakukan  pemantauan kehadiran
peserta, tetap dibutuhkan insentif dalam
skema normal untuk menutupi biaya
akomodasi dan transportasi

Balai
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1.5 Penciptaan Latar Belakang

Lapangan Kerja Untuk
Mendorong Salah satu kinerja utama dari Kementerian Koordinator adalah mendorong

Pertumbuhan Ekonomi pertumbuhan ekonomi sesuai target yang ditetapkan oleh APBN.
Mendorong pertumbuhan ekonomi adalah upaya berkesinambungan,
terstruktur, sistematis, dan terukur dalam upaya peningkatan kapasitas
produksi dan pendapatan nasional yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu upaya untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui penciptaan lapangan
kerja.

Penciptaan lapangan kerja merupakan penambahan bidang kegiatan dari
suatu usaha/perusahaan/instansi yang membutuhkan tenaga kerja dalam
kompetensi dan jumlah tertentu. Penciptaan lapangan kerja dapat dicapai
salah satunya melalui perbaikan regulasi/peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan dan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Penyediaan Lapangan Kerja per tahun merupakan jumlah lapangan kerja
yang tersedia untuk pencari kerja. Dengan meningkatnya Penyediaan
Lapangan Kerja Per Tahun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat yang akan berdampak pada PDB Nasional melalui
peningkatan konsumsi masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il tahun 2022, realisasi penyediaan lapangan kerja adalah
sebanyak 4,25 juta. Jumlah tersebut didapatkan dari penambahan jumlah
orang bekerja pada periode Februari 2021 dibandingkan dengan periode
Februari 2022 dimana pada periode Februari 2021 jumlah orang bekerja
adalah 131,06 juta dan pada periode Februari 2022 sebesar 135,61 juta.
Jumlah penyediaan lapangan kerja pada Februari 2022 telah mencapai
140,24% dari target per tahun yaitu 2,7-3 juta tenaga kerja. Adapun
ringkasan penyediaan lapangan kerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja . L
I \ner Satuan | Target Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-1.5
i 2,7 Juta
Penyediaan . Juta 4,25+ 140,24
Lapangan Kerja Orang Orang
Pertahun

Keterangan: *) data Sakernas Februari 2022

Capaian ini merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan
kembali perekonomian ditengah Pandemi Covid-19 yang belum selesai
sepenuhnya. Capaian realisasi penyediaan lapangan kerja sebesar 4,25
juta orang tidak lepas dari dukungan dan upaya dari seluruh pihak untuk

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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kembali meningkatkan perekonomian nasional salah satunya melalui
koordinasi Kemenko Perekonomian selaku ketua KPC-PEN untuk
meningkatkan investasi guna menyerap tenaga kerja serta menahan laju
PHK akibat Pandemi Covid-19.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi
Harmonisasi Ketenagakerjaan juga terus berkoordinasi untuk mendorong
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya proaktif untuk
memulihkan kondisi ketenagakerjaan melalui pengembangan ekosistem
ketenagakerjaan yang harmonis dengan memberikan rekomendasi
perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan dan
penempatan tenaga kerja.

Meskipun realisasi penyediaan lapangan kerja triwulan 1l menunjukkan
kinerja positif namun dalam pelaksanaan koordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait masih menghadapi beberapa kendala antara
lain:

1. Terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan ketentuan yang
diatur dalam UU Cipta Kerja secara penuh, salah satunya terkait
dengan kebijakan pengupahan.

2. Selain Pandemi Covid-19, terdapat tren PHK yang dilakukan oleh
perusahaan start-up sehingga menyebabkan adanya pengangguran.

3. Isu global seperti krisis rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina
menyebabkan dampak kenaikan harga bahan baku yang berpotensi
adanya pengurangan produksi atau kenaikan harga dan berefek pada
kondisi ketengakerjaan di Indonesia.

4. Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca putusan MK
mendapat penolakan dari berbagai kalangan sehingga berpotensi
implementasi yang tidak optimal utamanya implementasi di daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan Il untuk menjaga target
penyediaan lapangan kerja antara lain monitoring implementasi UU Cipta
Kerja beserta aturan turunannya, monitoring perbaikan UU Cipta Kerja
pasca putusan MK, dan percepatan perluasan dan penempatan tenaga
kerja khususnya PMI. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan pada triwulan
berikutnya untuk mendorong realisasi penyediaan lapangan kerja tetap
terjaga sesuai dengan target. Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan Il
dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja
tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW Il

Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

No Output Pagu Realisasi Realisasi | %
Kegiatan Anggaran Anggaran Output Capaian
TW1 Output
1 Rekomendasi 970.486.000 523.836.537 - 50%
Kebijakan (53,98%)
Pengembangan
Ekosistem
ketenagakerjaan

Keterangan: *) data e-Monev Triwulan Il Tahun 2022

No Rencana AKksi Status Keterangan (dapat berisikan
TW I Kendala & Rekomendasi
Perbaikan)

1 Pelaksanaan Terlaksana | Beberapa negara penempatan
koordinasi telah  membuka  kembali
kebijakan penempatan PMI
pembukaan
kembali
Penempatan
Pekerja Migran
Indonesia di
beberapa negara
penempatan

2 Monitoring Terlaksana | Beberapa kerjasama
percepatan penempatan PMI masih belum
penyelesaian selesai terutama dikarenakan
kerja sama perbedaan kebijakan di
penempatgn beberapa negara penempatan
Pekerja Migran
Indonesia ditambah situasi Covid-19
dengan menambah beberapa
beberapa negara pengetatan aturan yang
penempatan berpotensi meningkatkan

biaya penempatan

3 Monitoring dan Terlaksana | Data telah disampaikan dan
evaluasi jumlah sedang diolah untuk dianalisis
penempatan PMI
berdasarkan data
SISMONEV
periode TW II
dan data dari
stakeholder

terkait

4 Koordinasi Terlaksana | Perluasan penempatan PMI
dengan telah  dilakukan  dengan
pemangku

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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kepentingan
terkait update
rencana
perluasan
penempatan PMI

menjajaki kerjasama dengan
potensi negara penempatan di
seluruh kawasan

Monitoring dan Ditunda Pencapaian yang melebihi

evaluasi jumlah | dan digeser | target sehingga monitoring

penyediaan dan evaluasi masih belum

lapangan kerja dilakukan

berdasarkan

Sakernas periode

Agustus 2021

Monitoring dan | Terlaksana | Implementasi UU Cipta Kerja

Evaluasi belum sepenuhnya

Implementasi UU dilaksanakan terutama terkait

Cipta Kerja kebijakan Pengupahan dimana

Klaster

ketenagakerjaan beberapa Pemda

beserta aturan menetapakan UMP dan UMK

turunannya tidak sesuai dengan aturan UU
Cipta Kerja. Selain itu,
implementasi program JKP
juga belum belum sepenuhnya
optimal

Koordinasi dan Terlaksana | Perbaikan UU Cipta Kerja

Monitoring
perbaikan UU
Cipta Kerja
sesuai putusan
MK

sedang dilaksanakan melalui
rapat koordinasi dengan K/L
terkait.

Q

<"
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Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat
ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program
Kartu Prakerja. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks
Kepuasan
Penerima
Manfaat
terhadap

Program Kartu

Prakerja

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja
merupakan tingkat kepuasan penerima Kartu Prakerja terhadap Program Kartu
Prakerja.

Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Manajemen
Pelaksana kepada Penerima Kartu Prakerja yang dilakukan secara bertahap
(sebanyak 3 kali) untuk setiap Penerima Kartu Prakerja. Survey ini tidak bersifat wajib
untuk di jawab oleh Penerima Kartu Prakerja.

Survey ini dilakukan untuk mengetahui:

Ketepatan Sasaran Program

Inklusif Program

Tepat Guna dan Tepat Substansi Program
Kualitas Program

Ketepatan Manfaat Insentif Program

agrwNE

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu Prakerja
ini pada tahun 2022 dengan adalah 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Tingkat Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja diukur dengan melakukan survey
kepada Penerima Kartu Prakerja yang nilai indeks kepuasan diperoleh dari nilai rata-
rata hasil kuisioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 kategori penilaian, yaitu
(1) Sangat Tidak Puas, rentang nilai persentase <65, (2) Tidak puas, rentang nilai
persentase 65 — 74, (3) Puas, rentang nilai persentase 75 — 84, dan (4) Sangat Puas,
rentang nilai persentase 85 — 100.

Hingga Triwulan Il Tahun 2022, indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu
Prakerja sudah dapat diukur dengan telah dilaksanakannya Survey Evaluasi Tahap
Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022, dengan ringkasan sebagai
berikut:

Indikator Kinerja

Satuan  Target Realisasi % Kinerja
Utama
IKU-2.1
2.1. Indeks
Kepuasan Penerima  Indeks 3dari4 3dari4 100 %

Manfaat Program
Kartu Prakerja

(A

Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Narasi Capaian Kinerja

Pada Triwulan Il Tahun 2022, Manajemen Pelaksana telah melaksanakan survei
evaluasi tahap pertama kepada 204.273 Penerima Kartu Prakerja dan survey
deklarasi dan data administrasi kepada 492.883 Penerima Kartu Prakerja pada
tanggal 15 April 2022.
Dari hasil survey ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kartu Prakerja Tepat Sasaran

e Penerima Kartu Prakerja merupakan pengangguran (90% menganggur

saat mendaftar)

e  64% usia 18-35 tahun
o 78% berpendidikan SMA keatas
e 88% belum pernah mengikuti pelatihan
e 87% pekerja informal
e  76% wirausaha informal
2. Kartu Prakerja Inklusif
o 22% berpendidikan rendah (SD sederajat)
e 55% perempuan
e 4.3% berusia 50 tahun ke atas
o 72% tinggal di desa
o 2% tinggal di kabupaten tertinggal
e 1% penyandang disabilitas
3. Kartu Prakerja mendorong Kebekerjaan dan Kewirausahaan

e 24% yang mengganggur pada jan 2022, saat ini bekerja/berwirausaha

e 12% pekerja mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan Januari 2022

e 13% wirausaha mengalami peningkatan omset usaha dibandingkan Januari
2022

4, Insentif Kartu Prakerja Tepat Sasaran

86% digunakan unutk membeli bahan pangan
70% unutk modal usaha

64% untuk pembayaran listrik dan air

57% pembelian pulsa

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan dan Capaian Kegiatan Triwulan Il Tahun
2022

Adapun realisasi anggaran dalam rangka koordinasi kebijakan Program Kartu Prakerja
untuk IKU 2.1 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja
menggunakan anggaran yang sama dengan IKU 1.1 sebagai berikut:

No | Output Kegiatan | Pagu Realisasi Realisasi %
Anggaran Anggaran Output TW Pencapaian
Il Output
1 Rekomendasi hasil 1.250.000.000 | 349.943.364 | - 30.75%
koordinasi
kebijakan  kartu
prakerja
) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Adapun beberapa rencana aksi Triwulan Il Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Utama
(IKU) 2.1 berupa Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja yaitu:

No Rencana Aksi TW I Status Keterangan
1 | Pelaksanaan survei | oleh Terlaksana | Dilaksanakan pada tanggal
Manajemen Pelaksana 15 April 2022

2 | Evaluasi dan pelaporan hasil | Terlaksana Dari Survey Evaluasi yang
survey | program Kartu dilakukan, disimpulkan Kartu
Prakerja Prakerja tepat sasaran,
inklusif, mendorong
kebekerjaan dan
kewirausahaan, tepat guna,
tepat sasaran.

3 | Evaluasi program Kartu Terlaksana 84.18% peserta
Prakerja oleh BPS (survei menyelesaikan pelatihan dan
Sakernas Februari 2022) menganggap bahwa program

ini dapat meningkatkan
keterampilan kerja, dimana
insentif sebagian besar
digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari
sebesar 86.75% dan 33.84%
untuk modal usaha.

3 Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dan Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan,
dan umkm, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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3.1 Indeks Kualitas Latar Belakang

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti merupakan alat untuk
Pengendalian di Bidang  mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi,
Ekonomi Digital, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital,
Ketenagakerjaan, dan ketenagakerjaan, dan umkm Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan  pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi
Menengah kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait
puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang
diberikan.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Ekonomi
digital, ketenagakerjaan, dan umkm dikategorikan ke dalam 4 (empat)
kategori :

Sangat Baik, rentang nilai 85 — 100 (4)
Baik, rentang nilai 75 — 84 (3)

Cukup, rentang nilai 65 — 74 (2)
Kurang, rentang nilai <65 (1)

Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan
umkm diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub indikator :

Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan Bidang
Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm yang ditindaklanjuti.
Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan
umkm yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah kebijakan yang
dihasilkan oleh unit kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan
sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan
penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar Kementerian,
pelaksanaan pengendalian kebijakan, pengawalan program prioritas, dan
yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain

1. Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor
Kemenko Perekonomian (PP, Perpres, Permenko, dll)

2. Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai
dampak/tindaklanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan
kantor Kemenko Ekon

3. Surat dari K/L terkait

4. Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional

5. Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau
K/L terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh menko perekonomian
antara lain :

= Balai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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1. Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota DinasSurat
Keluar)

2. Siaran pers vyang dikeluarkan oleh kantor Kemenko
Perekonomian; dan/atau

3. Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan
internasional yang dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian

4. Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan rapat koordinasi level
Menteri/Deputi/Asisten Deputi

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan
jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang
ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil
koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan dikali dengan 80.

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada sub indikator ketiga ini,
variabel indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan
pelayanan Asdep Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm dengan
melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder
terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah
diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:(1) Sangat
Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Untuk sub indikator kedua. Indeks kepuasan layanan koordinasi dapat di
buktikan dengan pernghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang
kredibel. Apabila unit kerja telah mendapatkan penghargaan atau
apresiasi tersebut, maka unit kerja tidak perlu melakukan survey kepuasan
layanan kordinasi, singkronisasi, dan pengendalian; danlangsung
memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh yaitu 20 point.

Hasil Pengukuran Kinerja
Target kinerja ini pada Tahun 2022 adalah 3 dari 4. Hingga Triwulan Il
Tahun 2022, Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian
di Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm, Ketenagakerjaan,
dan UMKM yang Ditindaklanjuti yang telah terealisasi sebesar N/A atau
mencapai N/A % dari target Tahun 2022 sebesar 3 dari 4 dengan
ringkasan sebagai berikut:
Indikator Kinerja
Utama
IKU-3.1
Indeks Kualitas
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian di
Blld-ang Ekonomi indeks 3 dari N/A N/A
digital, 4
ketenagakerjaan,
dan umkm,
Ketenagakerjaan,
dan UMKM yang
Ditindaklanjuti

Satuan Target Realisasi % Kinerja

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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Pelaksanaan Rencana Aksi s.d Triwulan Il 2022

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan dalam
Perjanjian Kinerja, Deputi IV sampai dengan akhir Triwulan 1l Tahun 2022
telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

No Rencana Aksi TW Il Status Keterangan

1 Koordinasi penyusunan Terlaksana | -Telah melakukan koordinasi
kebijakan Ekonomi penyusunan kebijakan
Digital, Ketenagakerjaan, ekonomi digital melalui PMO
dan UMKM Pengembangan Ekonomi

Digital pada Triwulan Il

- Telah dilaksanakan
koordinasi bersama mitra
lembaga international seperti
ILO, ADB, IHK Trier, dan GIZ
dalam pelaksanaan berbagai
aktivitas yang dapat
mendukung program
Revitalisasi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi. Misalnya
diskusi terkait Dewan
Keterampilan Sektoral
dengan ILO, program
Jobstart dengan ADB, dan
TVET System Reform 2
dengan GIZ.

- Telah terlaksana rapat
koordinasi terkait penguatan
koperasi, antara lain: (i)
Rapat Koordinasi
Modernisasi Koperasi pada
tanggal 7 April 2022; (ii)
Rapat Pembahasan Hasil
Verifikasi/ Monitoring di KUD
Mino Saroyo Kabupaten
Cilacap pada tanggal 2 Juni
2022; dan (iii) Rapat Program
Kerja untuk Pengawasan
Koperasi pada tanggal 7 April

2022
2 Monitoring dan evaluasi Terlaksana | - Mengawal dan melakukan
kebijakan Ekonomi koordinasi penyusunan RUU
Digital, Ketenagakerjaan, Perlindungan Data Pribadi
dan UMKM (PDP)

- Pembahasan dalam Rapat
Tim Pelaksana evaluasi
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Balai

'd Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
Elektronik

N\ tandatangan dengan stempel basah



3.2 Persentase
Penyelesaian Analisis
Kebijakan Bidang
Koordinasi Ekonomi
Digital,
Ketenagakerjaan, dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

program Kartu Prakerja
semester 1 tahun 2022

- Telah dilaksanakan Rakor
pembahasan monitoring
implementasi pelaksanaan
pendirian Perseroan yang
memenuhi kriteria untuk
Usaha Mikro dan Kecil
(Perseroan Perorangan)
pada tanggal 31 Mei 2022.

Belum
terlaksana

3 Melakukan survei
kepuasan Layanan
Koordinasi, Sinkronisasi
& Pengendalian
Kebijakan

Belum dilakukan survey
kepuasaan layanan kepada
K/L terkait (Kemenkop UKM,
Kemenaker, BPS, dll)

Latar Belakang

Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan
komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang
fasikal diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah
akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan,
dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy paper,
artikel kebijakan dan makalah). IKU Persentase Penyelesaian Analisa
Kebijakan Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm
merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas analisa
kebijakan yang ditargetkan. Pada tahun 2022, Keasdepan Bidang
Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm menargetkan menyusun....
analisa kebijakan.

Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu
meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di
lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan
umkm namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan
Kompetensi ASN yang merupakan “ultimate indicator” pada sasaran
startegis di level Kementerian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada Tahun 2022 adalah 75 %. Hingga Triwulan Il Tahun
2022, Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah terealisasi sebesar N/A dari target Tahun 2022 sebesar
dengan ringkasan sebagai berikut:
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makalah tetang
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan,
dan UMKM

Indikator Satuan Target Realisasi
Kinerja Utama
Persentase Persetase 75 % N/A
Penyelesaian
Analisis
Kebijakan Bidang
Koordinasi
Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan,
dan Usaha Mikro,
Kecil, dan
Menengah
Rencana Aksi
No | Rencana Aksi TW Il | Status Keterangan
1 Pengumpulan data | Terlaksana -Dalam rangka pengumpulan data
dan informasi dan informasi terkait dengan
terkait penyusunan penyusunan policy brief tentang
Policy Brief tentang ekonomi digital telah dilakukan
Ekonomi Digital, berbagai rangkaian FGD tematik
Ketenagakerjaan, diantaranya terkait dengan
dan UMKM Agritech, Edutech, Crypto Asset,
Data Center, Digital Identity, dan
Telemedicine
2 Pengumpulan data | Terlaksana -Dalam rangka pengumpulan data
dan informasi dan informasi terkait dengan
terkait penyusunan penyusunan policy brief tentang
Policy Paper ekonomi digital telah dilakukan
tentang  Ekonomi berbagai rangkaian FGD tematik
Digital, diantaranya terkait dengan
ketenagakerjaan, Agritech, Edutech, Crypto Asset,
dan UMKM Data Center, Digital Identity, dan
Telemedicine
3 Pencarian Terlaksana -Telah dilakukan berbagai
informasi  sebagai rangkaian FGD tematik
bahan penyusunan diantaranya terkait dengan

Agritech, Edutech, Crypto Asset,
Data Center, Digital Identity, dan
Telemedicine. Selain itu juga
dilakukan pencarian informasi/
berita terkini seputar ekonomi
digital setiap minggunya untuk
update informasi/ berita isu terbaru
terkait ekonomi digital

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang baik

N\

%
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Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang baik ditunjukkan oleh pencapaian indikator
kinerja yaitu Indeks Tata Kelola Kedeputian

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Tata Latar Belakang

Kelola Kedeputian Indeks tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
dan UMKM merupakan turunan dari indikator tata kelola kementerian yakni
indeks tata kelola kementerian yang menggambarkan

Indeks tata kelo Deputi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

a. Sangat Baik, rentang nilai 85 — 100 (Indeks 4 dari 4)
b. Baik, rentang nilai 75 — 84 (Indeks 3 dari 4)

C. Buruk, rentang nilai 65 — 74 (Indeks 2 dari 4)

d. Sangat Buruk, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Adapun indeks tata kola  Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) sub
indikator :

Sub indikator pertama, merupakan persentasi ASN di Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dengan nilai Indeks
Profesionalitas ASN berkategori tinggi. Indeks Profesionalitas ASN adalah
ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berdasarkan kesesuaian
kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan.

Sub indikator kedua, merupakan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM . Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik. Sesuai dengan Permenpan No0.12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima
komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran
kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5)
capaian kinerja: 20%

Sub indikator ketiga, merupakan persentasi pemenuhan Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM . Nilai PMPRB adalah
nilai yang diperolenh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi
pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
mencapai good governance. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8
program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan
maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sub indikator keempat, merupakan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan
untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi
kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan
penggunaan belanja secara proporsional.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani

Balai
| 4 Q Sertifikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan
” Elektronik

tandatangan dengan stempel basah



Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan Il tahun 2022, realisasi Indeks tata kelola kedeputian adalah
sebesar N/A dari target 3 dari 4. Adapun ringkasan kinerja Indeks tata kelola
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah
sebagai berikut:

Indikator Satuan Target Realisasi % Kinerja
Kinerja TW I TW I
Utama
IKU.4.1 Indeks 3dari 4 N/A N/A
Indeks tata
kelola
kedeputian
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kinerja TW Il
Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital
No | Output Pagu Realisasi Realisasi | %Capaian
Kegiatan Anggaran Anggaran Output Output
TWII
1 Layanan 4.872.869.000 | 3.504.396.887 | N/A 71,92 %
Dukungan (71,92%)
Manajemen
Internal
Indeks Tata Kelola Kedeputian
No | Rencana Aksi TW II Status Keterangan (Kendala
dan rekomendasi
perbaikan)
1 Rapat Internal Tim RB dan | Terlaksana | Rapat Internal Tim RB dan
Agen Perubahan Deputi IV Agen Perubahan telah
dilaksanakan pada
Triwulan 1l. Tidak ada
kendala yang dihadapi
2 Rapat Evaluasi Renstra | Terlaksana Beberapa unit kerja di
Deputi Tahun 2020-2024 Kedeputian 1V melakukan
rapat dalam mengevaluasi
target dan capaian sejauh
ini sesuai Renstra Deputi
Tahun 2020-2024.
Evaluasi digunakan
sebagai dasar dalam
menentukan target kinerja
apakah akan mengalami
perubahan atau tidak pada
periode selanjutnya. Tidak
ada kendala yang dihadapi
3 Capacity Building Deputi IV | Terlaksana Capacity Building
dengan Kedeputian IV pada
perubahan periode ini dikhususkan
dalam proses
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peningkatan/pembentukan
karakter maupun sikap
dari ASN melalui
pelaksanaan Apel Pagi.
Dengan adanya apel pagi,

diharapkan dapat
memelihara dan
meningkatkan rasa

kebangsaan dan cinta
tanah air dari para
pegawai, serta
pengabdian terhadap
negara dan rakyat
Indonesia terutama bagi
upaya pemulihan ekonomi
nasional. Dalam
pelaksanaan apel pagi,
tidak ada kendala terkait
yang ditemukan.

4 Rapat Rencana Kerja dan | Terlaksana Pelaksanaan rapat ini
Anggaran Deputi IV bertujuan melakukan
pembahasan agenda kerja
untuk periode selanjutnya
isehingga dapat disusun

perencanaan untuk
kegiatan selanjutnya
berdasarkan kondisi

realisasi anggaran yang
ada. Tidak ada kendala
yang dihadapi
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